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KATA PENGANTAR PENERBIT

Assalomuakaikum. wr. w b,

Begila puji kami haturkan ke hadicar Allah Swi, Tuhan Yang Waha
Esu. wtas limpahan rehmat dan karumia-Mya Tak lupa; lonfunan selawat serta
stlam senuntiasa bercurahkan kepada Mabi Besar Mubammid saw.

Dalam rangks mencerdaskan dan memuligkan, wmst manusia dengan
penyediaan serta pemanfaatan  ilmu  pengerahuan. dan  eknologi  untuk
menciptakon industn processing berbasis sumber daya alam (SDA} Indonesia,
Penerbil Deepublizh dengan bangga menerbitkan buku dengon judul Buke
Apar Kebijokan Publik.

Tenma kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan  kepada
pepulis, Ida Svafnyani, 5.50s., M5 vang telah memberikan kepercayaan,
perhatian, don kontribosi penub demi kesemplirmaan buko ini. Semoes buku
mi  bermanfust bagi  semua  pembaca, mampu berkonfribusi  dalam
mencerdaskan  dan memuliakan  wmar  manwsia,  serta  mengoplimalkan
pemanfaston ilnw pengetahvon duan teknologn di tanah ar,

Wassalamualmkom, w.or. w.b.

Hormat Kami,

Fenerbit Deepublish




PRAKATA

Kebijukan publik merupakan sebunh keputusan yung telah di rumuskan
bersima oleh para pemangku kebijakan, Bebpakam puhlk memuatl entang
heberapa hal yvang saling berkaitan sncarn keputuzan vang telih ditetapkan
dengan keputusan yang akan diimplementasikan, Dakimebuke ajar ini st
persittu tentang kebijakon publik akan di jelaskonsehinggn dapat memberikan
pemahaman vang cukup mendasar karena akan i sajikan dalam tulisan per
tahapan atau proses yang sesungguhnya hargs di lalni bagi seseorang yang
ingin belajar tentang kebijakan publik

Pembuatan buku ajar ini membutuhkon woakin yang cukup lama vaitu
selama 4 semester karena di dalamnya ferdapal evaluasi dan confoh soal
berikut pembahasannya yang akan dijadikan sebagai media pembelajaran dan
katthan bagi para mahasiswa di dalam mempelajarci kebijakan pablik.

Hal yang palmg menark dalam buku mi adalah pembaca akan di ajak
untuk menjadi subjek dan objek dalam Kebijakan publik, yang nantinya
pembaca tertarik uniuk menjadi pelaku dalam kebijakan publie. Sebain itu
pembaca akan et sena dalam membenkan dukungan dalam pengambilan
keputusan bagi sinpa pun vang tedibat dalam pembuatan kebij akan publ k.

Akhirnva penulis mengucapkan tenma kasih kepada pam pembaca
semoga buku ajar kebijakan publik im akan memberikan mantaat tenitama
bagi mahasizwa vang sedang menempuh mata kuliah kebijakan publik untuk
pengembangan kompetenst dan bermanfamt pula bagt masvarakat schagai
kelompok permuladalam pembaatan kebijakan publik.

Sumenep, 22 Desember 20272

Ida Swafrivani, 5.50s., M 51
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Konsep Dasar Kebijakan Publik

A, Definisi Kebijakan Publik

Menurut Abdul Wahab (2005, kebijakan adalah suam tindakan
bersanksi vang mengarah pada tujuan terfentu yang diarahken pada suatu
muosalah lefentu vong sulmg bedkuiton yong mempengornh sebagian besar
wargs masyuarakiat.

Frank Jefkins { 19957 1), publik adalah sckelompok atan orang-orang
vang berkomunikasi dengan suaty organisast balk secara internal maapun
eckstemal, Publik  adalah mengensi  orang aten  masvarakat,  dimiliki
masyarakat, werts berhubungsn dengan. atin memengambi soatn bangsa,
pegara, atay komunitas, Publik bisy diartikan sebagak

- Umum
- Musvarakat

Negara atiu Pemerintahan

Kehijakan publik memupakan soatu peraturan yang ditetapkan dan
dibuat obch orang yang mempunyal kekussaan dengan tujuan memberikan
pelovanun kepada publik. Jika di ibamtkon kebijukan publik merupakan suntu
hukum wvang harus ditaati, jadi bagi siapa pun yang melangpgar akan
mendapitkan sanksi  ataupon hukumen  sesua kebijakan vang  berlaku,
Contoh-comtoh  kebijukan publik i antaranva adalah  undanz-undang.
peraturan pemerintah, peraturan dacrah dan Iun-lum. Kebipkon-kebijukan
tersabut - sehelum  dikeluarkan  tentunva  sudah dikaj kebenaran  dan
ketepatannyi sehingga dapal mengatasi isu atan permasalahan secara efekuif,
I'ntuk stu ketika ado suato iso atau permasolaban vang terpdi dan masuk




dalam  agenda  kebijakan dikaji terlebih dahule  dengan  pertimbangin-
pertimbangan sepert, apakoh permasalahan tersebur dianggap dalam masalah
vang telah mencapul tingkat kot s, apakah permasalahan ersebul menyangkut
banyak pihak dan mempunyai dampak yang luas jika dibiarkan, din beberapa
pertimlEngan Rinnyi,

Berbicara mengenai kebijokon publik ada baiknya uniok mengetahui
terlebih dahulu apa itu definisi kebijakan publik. Kebifakan sendin adalah
suatu kumpukan Keputusan vang diambil dan dibuat oleh seorang yang
mempunyal kekuasaan@@h mana kumpulan kepulusan h:'l‘ﬂﬂb_!_._l'r berisi tentang
pemecihan mosalah. Dulam Kamu: Besar Bahosa Indopesin, kebijakan
disrtikan sebagal rangkaan konsep dan ssas vang menjadi garis besar dan
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjasm, kepemimpinan, dan car
bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainyal, pernyataan
cita-cita, wjuan, prinsip dan garis pedoman unk manajemen dalam usaha
MENCAPE ] SASHIAN,

Carl 1. Federick sebagnimana dikutip Leo Agustino (2008: 7)
mendefinisikan  kebijakan schagai  Serangkaian  tindakan/kegiatan  vang
divsulkan sesecrang, kelompok ago pemerinioh dolam 2uaw Tingkungan
terentu i mana terdupat hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan) dan
kesermpatan-kesempatan terhadap peloksanaan usolan kebijaksanaan tersebut
dalam rangka mencapa fwuan ferteniu, Pendapsd tersebul  menunjukkan
hahwa kehijakan vang diboa merupakan ide yang divsulkan oleh seseorang
plan kelompok wang memliki csuoty  permazalahon dioswamw lingkungan
tertentu dan pelaksanain usulan tersebat bertujuan untuk mencan jakan keluar
dari permasalaban yang ada.

Selanjutnya, adn heberapa iokoh-tokoh mendefinisikan arti kebijokon publik,
. Kebijukan publik menurut Thomms Dyve (19811 adatah apapun pilihan
pemenntah untuk melakukan atan tdak melakukan {(public policy ix
whatever goverament clioose fo do or nof fo da), Bagi Thomas B. Dyve,
kebijokon publik fo hoarus mencakup bukan saja apu yang benue-benar
diharapkin oleh pemerintah unmk melakokan sesuotn, aka tetapi juga
apa yang tidak dilakuksnnya. Mengaps dikatakan demikian? Karena
memurut Thomas R, Dve, baik vang dipilih oleh pemerintah untuk
dilakukan atan tidak dilakokan mempunyar dampek atiw konsekuens
Ang samabesamyn ferhadap masyvarakot
William Jenkins mendefmisikan kebijukan publik scbagai  schuah
keputusan dani berbagai aktor vang saling berhubungan untuk menciapa
tujuan tertentu. Hal yang peru digarisbawahi yvaiu William lebih

Jeud

2¥ ]




menckankan  kebijakan  publik  pada  sebuah  proses  pembusatan
kebijokan, tidok seperti Thomas Dwe vang banya mendefinizikan
kebijakan publik schagui schbuah pilihan yang diambil oleh pemerimah.
Misaliya saja ketika pemerintah ingin membuateschual kebijakan
terkait keschatan, maka permerintah harus melibatkan berbagai akior
seperti departemen  kesehatan, keusngon, kesejhteraan, dan loin
schagainya, a

3. Menurut David Easton  kebijpkan  publik dianikan  sebagai
pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluroh mesyvarakat yang
keberadaanny: mengikat, Dalam hal ini hanya pémerintah vang dapat
melakukan suatu bndakan kepada masyarakat darﬁtiul:hkun tersehut
merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerinth yang
merupakan beniuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakar,
Definist kebijokan publik menurot E‘.&_ﬂm ini dapat diklasifikasikan
schagai suaty  proses management,  ying) merupakan  tase  dar
serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang
mempunyval andil untuk metakukan. tindakan kepada masvarakat untuk
menvelesaikan masatah publik, sehingea definisi im juga  dapar
diklasifikasikan dalam bentuk mtervens: pemerintah.

B.  Proses Kebijakan Publik
Pandangan Ripley (dalam. Subarsono), tahapan kebijakan  publik
digambarkon webagai berikur

Ciambar 1.1 Tahapan Kebijakan Publik
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C.

Tahap Penyusunan Agenda Kebipkan

Dralon ohap ind ada 3 kegiaton yoang perlu dilakzanakan:

a. Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa  scbhuah
fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah, Halini penting
karena bisa jadi suatu gejla vang okl sekelsmpok anasyarakat
terteniu dinnggap sebagni masalah, w2iapi oleh kelompok masyarakal
yang lainnya atuu behkan oleh para clite politik bukan disnggap
sebagai suail masalah,

. Membual batasan masalah, Tuwlak semua masalal harus  masuk
dalam penyusunan agenda kebijakon dem memiliki tingkat urgensi
vang timgg. schingga perlo difakukan  pembatasan  terhadap
masalah-measalah terschut.

¢. Memobilisasi dukungan agar masalgh tersehut dapat masuk dalam
agenda pemerintah. Memobilisast dukungan i dapat dilakukan
dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok . vang ada dalam
masvarakat, dan kekuatan-kekuatan politik. publikasi melalur medie
messa dan sebagamyd.

Tahap Formulasi dan Legitimnasi Kebi) dkgan

Pada tahap ini analisis  kebijakan  perlu  mengumpulkan  dan

menganalisis  imformast wyang  berhubungan  dengan masalah  yang

bermangkutan, kemudian berusala mengembangkan alternatif-altematif
kebijakan, membangun dukungem dan melakokan negosiazi, sehinge
sampa pada sebunh kebijukan vang dipilih,

Tahap Implementasi Kebijukan

Pada thap i perlu mempereleh  dukungan sumber daya, dan

pensusungn  oeganisas  pelakzong  kebijakan.  Dalam proses

mmplementasi . sering  ada mekanisme  insentif dan sanksi o oagar
implementasi kebijakan ersebut berjalan dengan baik.

Tahap Evaluas terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan

Tindakan (mpléementosi} kebijokan skan  dibasilkan  Kinerja  dan

ampak kebijakan, vang memeriukon proses berikutmyva vakni evaluasi.

Hasil evaluasi lersebut bergong bagi penentusan kebijakan baru i masa

varg akan datang, agar kebijakan vang akan datang lebih baik dan

herhaszil.

Kerangka Kerja Kebijakan Publik
Menurut  Subarne (2001 313 kerangka  kebijakan  publik  akan

diteniukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:
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.

Tujuan vang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksifas mjuan vang
akon dicapoi, Apabila wjuan kebijkan semakin kompleks, maka
sermakin sulit mencapas kKinerja kebijakan, Sebaliknya. apabila fjuin
kebijakan semakin sederhana. maka unuk mencapainys juga semakin
mikidak.

Preferensi nilai seperi opa yang perlu dipernimbangkan.  Suatu
kebijakan vang mengandung berbagai vartase nilai akan gauh lebih sulit
untuk dicapai dibanding dengan suam kebijakan vang hanva mengejar
saitu nilas,

Sumber daya yang mendukung kebijakan, Kinerp suatn kebijakan akan
ditentukun oleh sumber dava finansial, ‘material | dan infrastrukiur
b .

Kemampuan sktor vang terlibat dalam pembuatan kebijakan, Kualitas
dari susiu kebijokan pkan dipengorubd oleh Bualitos akior kebijakan
vang terlibat dalam proses penctupan kebjakan. Kualitas terscbut
diteniukan oleh tingkst pendidikan, kompetensi dalam  bidangnya,
pengalaman kerja dan inicgntas maciaknya,

Lingkungan yong mencakup lngkungan sosial, ekonomi, politik, dan
sebagainya. Kinerja dan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks
sosial,  eckonomi, magpun. politik tempat kebijakan tersebut
dinmplemeniasikan,

Strategi vang  digunakan uniuk  mencapai  Wjuan, Sieaegn  yang
digungkan  wniuk  mengimplementasikon  suotu kebijakan  akan
mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat
bersifal  foprdovm apyprreach atau  fotiom  appreogct, olonler  dta
demsakraris {Subarno: 2000: 313,

Jenis-Jenis Kebijakan Publik
Banyak pakar mengaukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut

pandangnya  masing-masing. James  Anderson  mizalnya,  menyampaikan
kategori ientang kebijakan publik sersebut sebggrai berikur:

Jeud

Kebijakan substansif versus kebijakan prosedural. Kebigpkan substantif
wvakii kehi}ikan vang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh
pemenntah.  Sedmmgkan  kebyokan  prosedural  adoalah bagammana
kebijokan substanif rersebut dapat dijatonkan,

Kehijakan distributef versus kebijakan regolaton versus kebijakan re-
distributif. Kebijakan distributit menvangkut distribusi pelayanan ata
kemanfaatan pada masyarakat atan ndividu, Kebijakan  regulator




adalah kebijkan vang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap
perilaky individu siau kelompok masyarakat, Sedangkan Kebhjokan re-
distributif adalah kebijakan  yang mengatur  alokasi kekavaan,
pendapatan, pemilikan atu hak-hak di antars berbagai kgﬂmn]'}u:ﬂ-i dalam
masyarakat,

3. Kebijakan mmerinl versus kehijakan simbolis, Kebijakan  material
adalah kehijakan yang memberikan keuntungan sumberdava konkrit
pada kelompek sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis  adalah
kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran,

4. kehijakan vang hﬁhuhun@nﬁngan barang umum (il goodt) dan
barng privat {privar goadys). Kebijakan pofalic gaods adalah kebijakan
vang beriujuan mengatur pemberian bamng atm pelayanan publik.
Sedangkan kebijakan priver poods adalah kebijakan yang mengatur
penvediaan barang atou pelayanan untitk pasar bebas,

TUGAS LATIHAN

L. Jelaskan apa vang dimaksud dengan kehipakan, kebipkan publik dan berikan
ciosboh Kelsijakan!

1. Sebakan dan pelaskan jenis-jenis kebipakan poblik menunn James Anderson!




BALIKAMN: (KUNCI JAWABAN)

I.- HEI:II.J’-.ILIM "l'."I'IIIII'I. ﬂdﬂ]i.lh sLIAL k.l.l:l'l'"!LI]itH k.Elellhi]l'l :r'i]ﬂE Ij]ﬂﬂ'ﬂl'”l &Tﬂ lii.k:ﬂ.llt‘l‘l]l!’l'l
sporang vomg memponyal kekuassan. di mana kumpulan keputusin tepsebu bens
teiang pemecalion masalah k
Kehifikan publik merupakan suste peratorin vang ditetsplan dan dibusg olsh
orang yang mempanysi kekussaan dengan tujosn memberikan palayanan kegada
pubhk. liks di tharatkan kebijakan ;pqui merupakan st hukum yang s
ditaat, jadi bagi siapa pun vang melanggar akan nendapatkon sanksi nisopun
hukwnin sesumi kebipakon yving berkiku.

Adapun contoh dari kebijakan poblik di amtaranya adalabundang=undang, peraturan
pemerintah, peraturan deerah dan Jain- |H:I.

1. Kehijpkan substansif versus kebijakan ;H'um:h.ru.!._'lﬂ:btjiﬁﬁ sxthstumtif vakmi
kebijakan yang menyanghut apa vang akan d:lﬁulm,ﬂﬁmhh Sedangkan
kebijakun prosedural adoaloh bagoimans kebifakon substonif eerscbut  dopat
chijulankan.

Eebipakan distributil versus kebighian repolatri sversus kebijoakan  me-distribatif
Kebigakan  diztmibonl menyangkat distibusi pelayanin stan Lemanfastan poda
masyarakat ataw individe. Kebipkon regulatori adilah kebijoksn yang benipa
pembatusan atan  pelirengan tevhadap penlikn  individe stas kelompok
masyarzkat, Sedangkon kebipakan re-drambonl adalab kebijkan yang mengaiur
alokasi  kekoyaan. pendepatan, pemili¥an uiau hek-kok i antara berbagad
kelompok dadim masyarakat,

Kebijokan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material sdalab kebifikan
yang memberikan keuntungan, sumber dava konknt pada kelompok sasaran,
Sedanpkan  kebijadan ami:-p]u sdaluh kebijabun yang memberikan  manfast
simbolis pada kelompok sasarn,

Eehipakan yang b-eﬂm-img:u dengan barsng umum (public goods) dan barang privat
iprivar poody). Kebijakan ,l_ub.[ﬁ'.' gmuﬂ' adalah hefdjakan yang berufuan mengair
pemberion barang e pc[ajmu* publik. Sedangkan kebigakan prvad geods
adalsh kebijakan yang mengatur penyeciaan barang atay pelayanan unbuk pasar
bebas.

RANGRKUMAN

Kebijakan publik merupakan suatu peraturan yang ditetapkan dan
dibuat okeh orang vang mempunyail kekuasaan dengan twjwan memberikan
pelavanan kepada publik, Jika di ibaratkan kebijakan publik merupakan suatu
bukum wvapg hoarws ditaati, jedi bagi siaps pun vung melanggur akan
mendapatkan sanksi ataupun hukuman sesuai kebijakan yang berialu. Untuk
ity ketika ada suaty Bu atau permasalahan yang fegadi dan masuk dalam
agenda kebijakan dikaji terdebih dabulu dengan pentimbanzan-penimbangan
sepertl, apabith permosalahan tersebut dianggap dolam masuah vang telah
men:ai:n? tingkat kntis, apakah permasalahan tersebut menyanghkut banyak




pihak  dan mempunyai dampak vang luas jika dibiarkan. dan beberapa
pertimbangan Binnva, _

Kebijakan sendiri adalsh suatm kumpulan keputusan yeng diambil dan
dibuar oleh seorang vang mempunyvai  kekuasaan, G EiTia ]-.umpu'san
keputusan fersebut berisi tentang pemecahan masalah, Dk Kia'r:lhs. Besar
Bahaza Indonesio, kebijkon disrikon sebogai rangkaian k»:mnep “dan asas
vang menjadi gars besar dan dasar rencana dalam pr:lﬂg.unaim suaty
pekerjaan, kepemimpinan., dan  cara  benindak (tentang p:mennmtmn
organisasi, dan sehagamval, pemyastaan cita-cita, l.w,uam |:il'|.‘~|p dian garis
pedorman untuk manajemen dilam usaha mencopai Sasarin, JPendapart tersehu
menunjukkan bahwa kebijakan vang dibust merapakan ide vang divsulkan
oleh sesconmg ataw kelompok yang memiliki o suaty permasalahan di suatu
lingkungan tertenty dan pelaksanaan usulan w@rsebut Bertujuan untuk mencari
jalan keluar dori permasakahan vang ada, Hul yang perlu digarishawahi vaitu
William lebih menckankan kebijakan publik pada scbuah proses pembuatan
kebijakan, tidak seperti Thomas Dye vang hanyva mendefingsikan ]r.rh'i_iullgl
publik sebagai sebuah pilihan yang digmbil oleh pemerintah, Dalam hal ini
harya pemerinteh yang dapar melakukan sosw tindakan kepado masyarakar
dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh
pemeriniah ko | merupakan bentuk dari pengalokasian nila-mial kepada
masvarakat, Maka dari ite, mekna Kebijakan publik dari sudut pandang
Anderson adalah bahwa Kebijakon publik i diremuskan oleh seorang akor
(eksekmtif, mizalnya SK Presiden, Gubernur, Bupati) atan sejurlah akior
(eksekutif dan legislatif, misalnya UL dan yodikatif untuk menguji material
UL dan lain sebagainva) bahkan di era ke pemenntaban {povernance Ektor
non pemerintah sepem EWISHL dan lembags pelovanan masyvarakal, media
massa. universitas, dan  sebaguinya juga  ditkutsertskan  dalam proses
kehijakan.
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Manajemen dan Analisis Kehijakan Publik

A.  Kehijakan Publik dalam Konteks Manajemen

Manajemen kebijakan publik merupakan  keseloruhan  pengelolaan
proses dalom berbagal tahopannya {Formulas:, mplementas dan evaluost
kinerja) termasuk umsuriagpek yang terdapat dalam setiap tahapan (teknis.
substansi, pelaku dan kelembagasnnya), agar mampu mengaktualisasikan
nilai-nilad dan prnsip-primsip ke pemermiahan vang baik (good govermanree ),

Munogemen kebijakan poblik, sebagni komsep dalam waloyeh ataw
domain  publik, ditempatkan sebagal kerangka pengelolaan  {framewark)
erhadap pacdiic debore vang dnanda oleh terdapatmya konflik nilai, konflik
kepentingan, ancka pilihan publik (puebdic choice), akuntabilitas publik dan
lingkup politis,

Munajemen kebijukan publik harus mampu mengelols pemnan atan
admmistrator negara tersebul secara serasi dan sinergi, Dengan multi peranan.,
organisssi publik dan admim strator publik baik bertanggung jawab di bidang
admintswatils  mwapun  politis,  ditonie memiliki | Kompetensi  untuk
menjembatant kepentingan publik dengan perumuosan kebijakan .

Manajemen adalah schuah proses vang khas vang terdin dar beberapa
indokon, wokoi perescangan, pengorganisazian.  menggerakkan,  dan
pengawasan, Semua i dilakokan woiuk mencnwkan dan mencapai target
ptan sasamn vang mgin dicapu dengan memanfoatkon semua sumber dava,
termeisuk sumber dava manusia dan sumber daya lainnya

Adda beberapa Tungsi mandgjemen publik vang  dikemukakan oleh
beberapaeahli, menurut Groham T. Allison (1986}, fungst munajemen ada 3
antam lain;

Iy
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Fungsi Sirategi Manapmen dalam fungsi in mempanyal kegiatan
membual dan susunan rencing sepeni susunan rencana jangka panjang
dan jungka pendek. untuk pencapaian mjuan dan priontas oCganisasi.
dan rencana operasional perusahaan,

Fungsi Manajemen Komponen Internal Manajemen sehagan organizing
di mana kegintannya odolah melakukoan seboph pengorganisosian, i
mang manajer melskukan pengelompokan sesuai ﬂ:ngﬁn ‘Elasifikas dan
kelompok, seperti pengelompokan staff di sedap divisi, pengelompokan
pembagian  pekerjaanifugas  sesuai  divisio. Sclaim u  Kegiatan
munajemen dalam fungsi ini manajer menggerakkon. pegawai erhadap
pekerjaan yang sesuai dengan vist misioaya. Dan juga  mengatur
manajemen sumber daya manusia, mengstuc Jdan manajemen sarana
prasarana, seria mengonieol Kinerja pegawal,

Fungsi Manajemen Komponen Ekstemal Magdjemen memiliki fungsi
schagai koordinator yang berumusan demgan  unit-unit  organisasi
cksiemal, organisasi independen dan dengan mediz massa serta
masyarakal umm,

Berdosarkan Pendekatan Manajemen Pemerintahan

Kehijakan Sirategis

erkaitan depgan penctapan politk dan strategi dasar negara, vang
menventih wewenang lembsign negara dan penselenggaraon igas
pakoknyn

. Kebijakan Manajerial

erdirt dari Kebijakan Umum dan Bebijakan Khusus, Kebiakan umum
mengaiur dan menertibkan 1oia kehidupan negarg sedangkan kebi jukan
khnsus berkedudukian sama tetapt dalam urasan terieniu pemerinkihan.
Kebijakan Teknis Operasional

berkedudukan schaga acuan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran-
sqsarnn lertenll secors eknis dulam rangka pelaksanoan  kebijakan
pemerintah pada omumnya

Berdosarkan Pendekotan Tmgkal Pemerintahan

Kebnakan Masional Pusat

Eebljakan  pegarn yvang bersifal fundamental dan  strategis  dalam
mencapai njuan nasional negara sebagaimana tertera dalam undang-
undang dasar 1'%435,




b. Kebijakan DagrahProvinsi

Yaim kebijokan daerah dalamy memuiuskan sesuom atan sebaliknys
dengan persciujuan publik (rakyat).

:, Kebijakan Kabupaten/Kowa

Yait kebijakan vang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang il
herdasarkan persetujuan publik (rokyar),

Berdasarkan  Beniuk  dan Hieracki  Peraturan  Perundang—
undangan
Dalam  prakiik  penvelenggoraan  NKRL,  siafifikasi  perundang-

undmgan diatur berdasarkan Tap MPR No llLNMPECHER ienlang  Sumber
Hukum dan Tata
Urutan Perundang -undangan vang menunul;

. Pusal 2Pusal 3

1. LD 1945

Tup MPR

Undang-undang

Peraturan Perundang-undangan Pengeganti Undang-undang
Perturan Pemerintah

Keputusan Presiden

. Peraturan Daerah

Pasal 4 avar 2

Sesuai dengan (o wrwion perundang-undangan di oams, moks setiap
aturan hukum yang lehih rendabh tidak boleh berientangan dengan
aluran hukum yvang lebih tmggi, Selain vang lervang dalam Tap MPR
Mo JIUMPRE2000, ditemukan jugn berhagoi persiuran hukum yang
ditetapkan oleh lembaga wvang memiliki kewenangan wvurichis, di

O

antaranva adalah:

. Reputuzan ME

B, Perauron-persoran lain unmk melaksanokan ownomi dan ugas
pembantuan

c. Pembahan UUD

d, Kepuiusan KPU

e, Reputusan KPLU Provinss den K PL Kabupaten ot




4.

Berdasarkan Sifat Ketentuan Hokum  Kebijakan Pullik yang
Ketentuannya Bersifat Begeling {Mengatur)

. Rebijakan Poblik vang Ketentuannya Berzifat  Kepeling

Mengatur)

Kebijakan ini bersifat pengataran berisi aturan hukuwn vang bersifat in
nhstracto atau general norots, mengikal secara umuom, mengatur hal-hal
vang bersifal umum yang bersumber dan berdasarkan puda peraturan
perundang-undangan. Yang termasuk  jenis okebijakan  publik  vang
bersifal regeling biasanya diwadahi dalam bentuk andang—undang,
Perpu serta peraturan perundangin yang lebih rendah daripadanyva.
Bentuk kebijjakan puoblik vang  bersifut “regeling merupakan jenis
perdturan perunding-undangan yang cbersifat mengikat  umum
lalgemeen verbinden voorshrft) atag disebwt juga dengan istilah
Undang-ondang dalam arii mafedil (9 in maderiele zin), vaitu semuog
hukum tertulis dari pemerintah vang meng ikag umam.

. Kebijakan Puoblik  yang  Ketentvannya  Bersifat Beschiking

i Fenetapan)

Kebijakan  ini merupakan perbustan hukum  sepibak  dan
Pemenntah'lembagy pegara. Dan segi HAM, kebijakan i bersifat
konkrit individual dan fimal, Dalam bal i misalnva Tap MPR,
Ketetapan Presiden dan peraturan Fan vang berlaku secara einmealis,

. Kehijakan Pohlik vang Bersifat Tnterne Regelingen

Kebijokan ini bersifil mesgawr ke dolam, vang meliputi pengaturan

tentang keanggotaan dan tata kerja lembaga. Jenis kchijakan imi

biasanya berupa peraturan tata ertib kembaga,

= Sistem Kebijakan Puhlik
Sistem  kebijakan publik  adatsh  t@isnan kelembagaan yang
mencerminkan tutanan kewenangan (obtomtas) sekal igus wahana bagi
manajemen sebagian atan keselunuhan proses kebijakan publik
(Formulasi. mplementas dan evaluasi kinerjs  Kebijukan) yvang
mengakomaodasi 4 fakior dinamis vang merupakon unsur-unsr dari
sistem kebijakan, sepeni:

. Lingkungan kebijakan

2. Pembuat dan peloksana kebijakan

3 =i kehijokon

4. Kelompok sasaran kebijakan




B. RKebijakan publik dalam Konteks analisis

Analisiz  kebijpkon odalah  svan eknik vang  digunakan.  dalam
phministrasi publik untuk memeriksa dan mengevakuasi kebijakan swatu
organisasi  publik  dalam  mencapai wjuannya  Kebijakan publik alah
keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengamih sau mengarah pada
tindokon individu dalam kelompok masvarakat,

Menurut (Dunn, 2003) anabisis kebijakan adalah “smsu aktivitas
intelekmal yang difakukan dalam proses politik’,. Dunn menganakan
keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga
proses, vaiii:

[} Proses pengkajian kebijakan, menvajikan metodolog) untuk analisis
kebijakan., Metodologi di sini adalah osistem  standar., aturan, dan
prosedur  unfuk  menciptakan,  menidai  secara  krits,  dan
mengemunikasikan pengetahuan vang relevan dengan kebijakon,

2}  Proses pembuatan kebijakun adalah seramgkaian tahap yang saling
bergantung vang distur menurut oretan wakie, penvosunan agenda,
formulasi kebpakan, adopsi kebijakan. implementasi kebijakan, dan
penilaian kebijakon,

3} Proses komunikasi kebijakan, merupakan .u:pu:.rn untuk meningkatkan
proses pembustan kebijakan benkot hasilova. Dalam hal i sebasai
penciptasn dan pendaian knitis, pengefabuan yang relevan dengan
kehijakan
Analisis  kebijkan  merupskan  sumtu  proses  kognitif, sementara

pembuatan  kebijskan bemiful politis. Keberadaan  analisis  kebijakan
disebabkan banyvaknya kebijakan vang ndak memuaskan, Kebijakan dianggzap
bdak memecahkan mbsalah, buhkan menciptakan masalah baru. Anelisis
kehijakan, diperlukan untuk mengetaban kebijakan ape vang cocok dalam
proses  pembuatan kebijukan. Kebijakan tersebui dibuat sesuas dengan
masalah yang sedang dihadapi. Analisis dapat dikembangkan di  awal
pembuatan sustu kebijakan atavpun di akhir peperapan kebijukan.

Analisis kebijakan menurut Budi Winamo “berhubungan  dengan
penyelidikan  dan deskripsi sebab  akibat dan konsekuensi-konsekuensi
kebijakan™. (Winagmo, 2005:27). Analisiz kebijakan adalah bentuk penelifian
terapan _vang dijpdikan untuk mencapar tmgkol pengetahuan vang lebih
mendalam lentang isu-isu teknik sosial vang membawakan solusi-sclusi vang
lzhih buik.

Defimisi analisis kebijakan di atas dapat disimpulkan balwa analisis
kebyakan merupakon suatu pengetahuan vang diperoleh melabul penelitian
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atau penyelidikan sebuah sebab akibal dari suaty Kebijakan. vang mampa
memberikon jalan keluar dar berbagal macam alternatif program semia kinera
kehijakan. Anahsis kebijakan dapat menganahisis pembentokan; substansidan
dampak dari kebijakin-kebijakan werentu. Analisis kebijakan difakokan anpa
mempunyal  kecenderungan  uniuk  menyetujui aten  menofak.. kebijakan-
kebijakan,
Puda dasamya terdapat tiga hal pokok dalam menganalisis kebijakan yaitu:

. Fokus utama adalah  mengenai pnnjn:laﬂr#unjti-ﬂm kebijakan vang
prantias.
Sebab-sebab  dan  konsekuensi  dori kebijakan dliselidiki  dengan
menggunkan metodabogei dmigh.

2]

3. Apalisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum
vang dapat diandalkan  kebijakan-kebsjakan dan  pembentukannyva,
Sehingga dapat diterapkan kepada lembaga dan bidang kebijukan yang
51!3::[& (dalam Tangkilizan, 2000333,

Pemtingnya  analisis terhadape kebijakan publik bagi para  pensbuoat
kebijakan akan memban dalam mempereleh informasi yang sesuai dengan
wjuan dari dibustnya sebush kebijakan, Sumbingan vang besar bagi
kebijakan  publik  adaluh bisa  memberikan masukan  terhadap  proses
perurnusan sumpai dengan pe laksanian kebijakan wersebut,

Ada lima kriteria tenting pentingnya analisis erhadap kebijakan publik
menurut Badjurt dan ¥ uwona {2002; 661, scbagul benkut:

1. Dengan adanya anafigis ‘maka akan ady dasar yang lebib suintifik,
rasional, dan ghjektif bagi pemboat kebijukan. Maknanya adalah
adanya perimbangan yang ilmiah dalam proses kebijakan publik.

2. Analisis terhadap Kebipkon skan bedangsung bak serte komprebensif
apabila kebijakan yang dibuat  dengan  twjuan  memecahkan
permasalahan umum masyarakat yaito kesejahteman masyarakat.

3. Pentingnya analisis karena persoalan multidimensional, adanya saling
keterkaitan, dan adanya hubungan antara satu dengan lainnya.

4. Memungkinkan fersedinya  panduan  bagi  pelaksansan  evaluuasi
kebijakan.

5. Memberikan peluang bagi meningkmmya panisipasi publik.

N Elnﬁl@ Analisis Eehijakam

Ada lima elemen analisis  kebijakan vang penting dan  harus
dijkan dalam memecahkan permasalahan publik. vaitu:




1. Tujuan adakah apa vang divsshakan oleh pembuat kebijakan dalam
mencapai tujuan kehijakan, Sangat sulit bagi analis unmk mengetahui
twjuan akhir dari schush kebijakan karena bissanya kﬂﬁﬁjmﬁ*m
dibwat merniliki tujuan yang tidak jelas.

2. Alternatif adalah piliban atau cara vang digunikan okeh pembuat
kehijokan untuk mencapai wjuan kebijkan, Alernatif bisq bempa
sirategl atsu tindakan.

3. Dampak adalab perancangan terhadap penyelesaian tjuan. Dampak
berhubungan dengan aliematif. Dampak biﬁnﬁem%ﬂsitif apabila
hasil yang dicapai oleh kebijakan diterima dengan baik, tetapi dampak
juga bisa bersifat negatif apabila wjuansyang ingin dicapai tidak
terpenihi .

4. Kriteria, adalah sebuah standar yvang digunakan untuk mengurutkan
alematii berdasurkan keinginan kebijakan. Kriterin merupakan carn
bagaimina menghobungkan tujuan t:mlﬁﬁ?&ugm pelaksanaan,

5. Model, merupakan serangkaian gambamun  vang sederhana vang
digumakan untuk menzetahui hasibterhadap suan kebijakan.

*  Ciri-ciri Analisis Kebijakan
Analisiz kebijakan memiliki beberapa cin, seperti vanz dikemokakan
oleh Joko Widede dalam bukunya vang berjudul Analisis Kebijakan Publik,
bahwa cio-cirt don anolizis kebijukan sebaga benkut;
I. Analisis kebijakan sebagai aktivitas komitil {cogmitive aofiviny)
2. Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolekuif
sehingga merapakan hasil aktivitas kofektif,
3. Analisis kebijokan scbaga disipln mtelektual terapan.
4. Analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik
(Widodo, X007, 20-22)

Adapun penjelasan dan ciri-cin analisis kebijukan di atas sehagai berikut:

I. Analisis kebijokan sebagail aktivitas kogmtf {cegnitive acivity). yaitu
aktivitas yang berkaitan dengan fearming and thinkity, Aktivitos
ersehbul hanyn sebagai solah zotu azpek dari proses kehijakan (policy
process),  artinya  masalah  kebijakan  didefimsikan,  ditetaphkan,
dipecabkon, dan ditinjn kembali. Proses tersebut akan melibatkan
berbagai pihak, baik pihak yvang setuju maupun yang tidak, baik mereka
sd‘nngﬁ pemilil maupun vang dipilib.

2. Analisis kebijakan schagai bagian dari proses kebijukan secam kolektif
sehinzea merupakan hasil aktivitos kolekif. Analisis pada teturan weval




hanva Bisa dilakukan secara individual, Analizis lebih tepat dipahami
sebagal koniabusi vang rerorgomizasi sekalipus rsel:mgui' pengeiahuan
kolektif terhadap masalah kebijukan tertentu.

3. analisis  kebijakan sebagai  disiplin  inelekal ||:|'a_||':m|'r Plasallah
kebijakan harus dikaji melalui aktvitas dan sejumTah analisis. Aplikasi
sederhana berkaitan dengan kebijaksanaon konvensional  sekalipun
dalam pengertizn ini bukan sebagai disiplin.

<. analisis kebijakon berkaman dengan masalabemasalah publik, tidak
semua masalah masuk ranah publik bahkan ketiks masalah tersebut
melibatkan sejumlah orang, masakah poblik memiliki dampak pada
masyarakul atau beberupa orang vang berkepentingan sehagai angeota
masyarakil.,

TUGAS LATIHAN

L. Apa yang dimakswd dengan manapemen kebigakan poblik don smalisis kebijokin
pukslik!

1, Ada berapokah elemen-elenben analzis kebigakion sebutkun dan pelaskon!
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A, Sebankin clei-gin analisis kebijakan menueam Joko Widodos dalam buku yang
berjudul anolisis kebijakan publik!
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BALIEAN: (KUNCEJAWABAN)

I. Munajernen kebijokon publik meropakan keseluruhon pengelolsanproses dalam
berbagal twhaponnyva (formulas, implementasi dan evoluasi Kinerga) tepmssak
unsuraspek yang terckapad dalam setiap tahipan (leknis, subsansi. pelaku dan
kelembagsannyal, agar mampa mengakiualbssikan nilai-nilad o an prinsip-prinsip
ke pemerintahan yang baik (good govermanieed '

Aralizis kebijakan adalab suaty teknik yang digunakan dadém sdmanistras publik
unfuk memenksa don mengevakoast kebijakan smilo orgamsas pubhk dalom
mencapal wjuannya Kebijokan publik lalah kepausan stau tndokan pemcrinih
yang berpengiuh star mengarah poda tindokan  individe dalam  kelompok
Basyarzka
1. Tupuan, adalah apa yang diusshakan oleh pembual kebijalan dalam mencapai
tjunn kebijskan. Sangat sulit bagi analis untuk mengetabti tajuan akhir dari
sebuah I::I:i.jlkun karena Htﬂnra I:zhi:_'pk.un ﬁﬁuﬁ memiliki Lujlu.an WMLy
tidak jelas. [ '
Alernutif, adalsh pilihan atn cars yong dipunakon olel pembunt kebijekan unmk
mencapai tujuan kebijukan. Alwermatif biso begupastrateyi stau tindakin,
Darmpak, adalah perancangsn terhadap penyelesaian fifoan. Dampak berhubungan
diemgan alternatif, Dumpak biza ifat posdif apabiln ha=il yvang dicapai olch
Kebijakon diterima dengan baik, 1 ak juza bisa bersifat segatil apobila
juam vang ingin dicapai tidak werpenuhi,
Kriteria, adatah schuah standar yang digunakafounmuk mengurutkan altemnatif
berdpsarkom Keinginan  kebijakon,  Krilend  menpakan comn bagaiman
menghubungkan ujuan kebijakan dengan pelak cinoan,
Model, merupakan seranghkaian gambarin vang sederhina yang digimakan wmiuk
mengetohul hasil terhadap soato kebi jalan.

. Ciri-ciri dart unalisis kebijakin scbigai berikot:

1. Analisis kebijakan sehagal aktivivas Log il Ccopaiihe aonviey).

2. Analisis kebijakan gebagai bagian dari proses kebipkon secara  kolektif
sehinmpgen merupakon hasil nktivites kolekhf,

3. Anahisis kebijakan sebaga chisiplin mtelekival terapan:

4, Analisis kehijakan berkaitan dengan masalal-masalsh publik

Ll

BANGRUMAN

Kebijokon publik yang  ketentuannya bersifat regeline  {menzutur)
kebijakon i beesifut penguturnn bensi aturan hukum vang bersifat in
abstracto atan gencral morns, mengkat secara umum, mengatur hal-hal vang
bersifat umum yvang bersumber dan berdasarkan pada peraturan perundang-
undangun. ¥ang termasuk jenis kebijukan poblik vang bersifu regeling
bisanvae diwadahi dalam bentuk Undang-undang, Perpu serta peraturan
perundangan yang kebih rendabh daripadanya.

Sistem  kebijakan  publik  adalab  tatanan kelemibagaan  yang
mencerminkan  tatunan kewenangan  (otoritas)  sekaligus  wahana  bagi

t;




manajemen sebagian atau keseluruban proses kebijakan publik (formulisi,
implementasi dan evaluasl kinera kebijakon) vang mengokomodisg 4 Fakor
dinamis yang merupakan unsur-unsur dari sistemn kebijakan.

Kebijakan publik dalam konteks analisis. Analisis kebijakan adalah
suatu tekmik yang digunakan dalam adminisimas publhik amuk mamcriksa dan
mengevakuasi kebipkon sumu organizasi publik dalam menciipai (ujuannya
kehijakan publik ialah keputusan atao tmdakan pemerintah yang berpengaruh
atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok mas yarakat .,

REF ERENS] =

Dunn, William, Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik. Gadiah Mada
University Press, Yopyakarta, 1998,
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Proses Kebijakan, Lingkungan Kebijakan,
dan Pengaruh Sistem Nilai dalam
Kebijakan Publik

A, Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan ferkant dengan kegiatan  membuat  pilihan-pilihom
kebijakan beserta fahapannya, vang memperfimbangkan berbagar  fakior
dalam lmgkungan kebdijakan. Seperi vang ditufis oleh Harold Laswell,
pertimbangan tersebur bertkenaan dengan who gl wital, witen and how,
Dalam pandangan David Easton (Dye, 1972) ketika pemerintah membuat
kebijakan publik, ketika v pula pemermtah  mengalokasikan  milai-nilai
kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di
dalamnva, Oleh  karena i, dalam setip pemsbustion  kebijokan  akan
bersmmggungan dengan kepentingan publik yang kompleks. Konsckuensinya
pembuatan kebijakan akan selafu melibatkan publk,

Dari  perspektif  demwskrasi,  kebijakan publk.  yang  akan
diimplementasikan hargs mendopatkon dukungan don publik, yang bisa digali
dengan berbagai metode aspirasi. seperti dengur pendapat atan konsultasi
publik, diskusi kelompok ferfokus, dan sebagainya, Informasi dary peblik
sangal penting kirena kemampuan wawasan, pengetahuan dan penguasaan
pembial Kebijokan tepiang mosalah-masalah publik kadongkala terbatas,
Selnin it dapat di asumsikan babwa keterlibatan publik yang lebih tinggi
dalom proses pembentukan kebijakon, semokin tmggi msa memiliki dan
dukungan publik uniuk kelijakan. schingga mendorong pencrapan dan
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penegakan kebijakan vang efekuf. Peran analis kebipkan adakah unfok
memastikan bahwa kebijaken vang dibuat akan memecahkan masalah publik.
Dengan kata Iain, kebijakan publik dibuat untuk kepentingan publik yang
fuas, bukan hanya untuk menjaga kepentingan parm pembudar 'i:th?jal‘.:}n aran
kelompek tertentu. Dunn (2004) menjelaskan keterkaitan, hubuagan antara
peran  pembuar kebijakan dengan analis  kebijakan  untuk nuhmasi.lkau
nformasi kebijakan vang tepat yang mendorong terwojudnye kebijakan
publik wang berkualitas, maka diperlukan  dubungan  metode  analisis
kebijakan,

Proses analisis kebijokan publik adalah serangkaianakiivitas intelekal
vang dilakukan di dalam proses kegiatun yang bersifut polis. Aktivitas politis
terscbut  dijelaskan  scbagai  prosedur  pombustan kebijakan  schagai
serangkalan tahap vang diafur menurut unian  waktu vang mencakup:
penyusunan agenda, formulasi kebijakon, adopsi kebijnkan, implementusi
kehijakan, dan penilaian kebijakan. Andlisis kebijakan dapat menghasilkan
mformasi yang relevan dengan kebijukan pads sato. beberapa, atan seluruh
tahap dan proses pembuatan kebigpkancicrgantung pada tpe masakah yvang
dihadapi klien vang dibantunya.

Analisis kebijakan dilakukoan untuk menciptakan secars kntis menilai.
dan mengomunikasikan pengetahuan vang relevan dengan kebipkan dalam
mitn ataw lebih tahap proses pembuatin kebijakan, Tahap-tahap tersebut
mencerminkan aktovitas vang ters berlangsung ving erjadi seponjang wakiu,
Retiop tahap berhubungan dengan whap beriketnyva.,

Berikut proses kebijakan publik, yaitu:

Persieman hgrels
Frmidiil Kokl iR

mlepal Ketvjkm
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¢ Penyusunan Agenda
Penyusunan agenda dapat memuat pengetahuan yang relevan dengan
kebijpkan  vang mempersosfkan  asumsi-asomsi vang  mendasaridefinisi
masalah {perumuosan mazakahl dengan menentukan masalah publik aps vang
akan diselesaikan. Penyusunan agends dapat membain menemukan asumsi-
asumsi yang tersembunyi. menclaah penvebabnva, mencntukan  tujuan,
memadukan pandangan vang bertentangan, dun meraneang peluang-peluang
kebijakan yvang bar. Dalam penvasunan agenda kebijakan ada riga kegiatan

vang perhu dilakukan yakni;

1. Membangun persepsi di kalangan srakeholders bahwa sebuah fenomena
benar-bepar dianggap sebagsi masalah. Sebab bisd jadi sustu gejaka
oleh sekelompok masyaraks ferientu diamggap masakah, tetapi oleh
sehagion masyurakat vang lam atau elite polink bukan diangeap sebaga
masalah.

Membust butasan masabih. Tidak semus masaloh hams moasok dalam

penvusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat vrgensi vang tinggi,

schingega  perlu dilakvkan  pembatosan  terhadep  masalah-masakah
tersebut.

3. Memobihizast dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam
agenda pemerintah, Memobilisasi dukungan ini dapar dilakukan dengan
ciurn mengorganisast kedlompok-kelompok vang ada dalam masyarekut,
dan kekustan-kekuatnn polik, publikas: melalu medin mossa dan
sebagainya.

b2

*  Formulasi Kebijakan

Pada tahap formolasi  kebijakan, analisis  kebijakan  perlu
mengumpulkon  dan menganalisis  nformesi yang  berhubungan  dengan
masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengemboangkan alematif-
plternatiif  kebijakam, membangun dukungan dan  melakukan  negosiasi,
sehingga sampai pada sebuah kebijakan vang dipilih, Masalah vang sudah
masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para  pembuat
kehijakon, Masakah-mazalah adi diartikan untuk kemodian dicani pemacahan
masalah wang terbaik. Pemecahan masalash tersebut berasal dari beragam
alernatf atan piliban kebijakan vang selah wersedia.

Adopsi Kehijakan
Tahap adopsi kebijakan mempakan tahap untwk menentukan pilihan
kebijakan melalui dukungan sfekemolders, Menentukan pilihan kebijakan
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melalui dukungan para eksekuiil dan kegislatil, vang sebelumnyva dilakukan
proses  vzilan atpw rekomendagi  kebijakon,  Rekemendasi  membantu
mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan
akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, danmencntukan
pertanggungjawaban administraiil bagi roplementasi kebijakan,

o Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijokan vang telah diadopsi tersebon  kemudian
dilaksanokan oleh organisasi tettentu dengan dukungan sumber doya, dan
penyusunan organisasl pelaksana kebijakan. Dalam proscs  mmplementasi
wering ada mekanisme insentil dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan
berjalan dengan beiik

*  Penilwan | Evaluasi b} kebijakan
Puda whap ini evaluasi terhadap implementgsi, Kinerja, dan darnpak
kbijakan, Hasil evaluasi mi bermanfast bagi penentuan kebijakan baru di
masd yung akun datang, agar ]-:-:t't_ium vang akan datang lebih baik dan lebih
berhasil,

E. Lingkungan Kebijakan

Pemerintah  merupakan  lembaga tinggi Negara  yang  merupakan
pengambil alih kebijakan bagi rakyatnya, akan tetapi kebijakan tersebut dapat
diterima dan kadang kol pun ditolak oleh masvarakat, Kebijjakan publik pasti
pkan  dibeniuk  dan membeniuk lingkungan  sekitarnya  (sosial,  politk,
chonomi, maupun budaya). I mana pada satu saat kehijakan menyalurkan
masukannya padia hingkungan sekitamya, namun pada saal yang sami atau
ving lwin, ingkungan sekitar membatist dan memaksakannya poada perilaka
vang hores dikerjakan oleh pora pengambil keputisan/pembunt Kebijakan,
Maka dari itu pentingnya mengkaji lingkungan kebipkan publik agar suatu
produk kebijakan vang dibasilkan dapat berjalan dengan efekf dan efisien,

Menurut Dunn, 2083, Ling@ungan kebijakan adalah konteks di mana
kejodian-kejadion. di sekefiling isu kKebijakon rerpdi, mempengamnhi dan
dipengarubi oleh pembuat kebijakan. Teori sistem berpendapat bahwa
pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dan pengarah lingkungan
iu sendir,’ Tuntutan terhadap kebijakon dapat dilohirkan koarena pengaruh
lingkungan dan diransformasikan kedalam suatu sistem politik, Oleh kerena
itu, fingkungan kebijukan adalah svasana tertentu di mana kejadin-kejadian
i sekitar isu kebijakan it timbul, mempengaruhi dan dipengaruhi juga oleh
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pelaku kebijakan, Pelaku kebijakan dalam menvusun  sebuah - kebd jakan
eptunva harus berdasar pada inpun vong bemsal dori limgkungan vang
berpangkal pada masvarakat atnn publik schingga dapat mengatasi masalah
tersebun dan dapal memenuhi kebumiban masyvarakat pablik,

Lingkungan sangal berpengamh terhadap isi kébijakan, sehab dan
lingkungan kah pelako kebijakan dap@)menyusun sebuah siritegi pembuatan
suatu isi kebijpkan bagi roang publik. Kebijakan publik ihagai‘”—p:ﬁ'gak:kasim
nilai-nilai kekuasan untuk seluruh masyarakat yang@keberadaannya mengikat
sehinges pelaku kebjakan dalam membuat kKebijakan publiE harus benir-
benar memperhatikan lingkungan & mang wntutan sebaoh kebijokan berasal,

Kebijukan dibuat untuk memenuhi funtutan masyarakat stan publik
vang menginginkan adanya scbush perubahaps Pelakn kebijakan biasanya
terdiri dari kelompok masvarakal, organisasi profest, partai pelitik, badan-
hadan pemerintah, wakil rakyat dan analisis kebipksanman. Mereka berugas
membuat kebijakan atas masukan dan lingkungan di mana lahir schuah isu
tentang kebijakan,

Contoh lingkungan  Kebijakane. seperti adanva  pengangguran,
krimimalitas, krizis ckonomi, gejolak politik yvapg ado poda swatw negara akan
mempengaruhi atan memaksa pelaku atun aktor kebijakan untuk merespons,
vakni memasukannoya ke dalam apenda pemerintah dan  selanjuimya
melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah  vang
bersanghkotion, Misalnya kebijakan kanu pro-kerfa yvong diberikan kKepada
masyarakat yang Cidak bekerm amu penganggorin, kebijakan pengermbangan
mvestasi yang dapat menyerap tenaga kerje. kebijakan pencgakan hukum
untuk mengatasi kriminalitas, kebijakan pengurangan pajak untuk memacu
pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan keamanan uniuk mengaiosi gejolak
politk.

Schagai pelakuy kebijakan harus melihat apa vang menjadi tuntutan dan
paxla Iingkungan tersebut, Hal ini untuk memenuhi tuntutan publik yang
menginginkan perubaghan, Akan f@oapi selake  peluku kebijakan  dalam
memfoemulasikan sebuah kebijakan tetkadang dalam menghasilkin sebuah
keputusun atm kebijakin belum  tenty msvarakat menerima kebijakan
terscbut, Hal ini biasanva dischabkan oleh beberapa hal antara lain:

s Kebijokon gduk sesunn dengan koodisi lingkung oan

Ada beberapa kebijakan vang dibuat aleh pelakn kebijakan sangat tidak
wesai dengan kondisi dasrah setempat, keputusan tersehot makah merugikan
atan malah tidak bermanfaat sama sekali. Hal ini discbabkan karena pelaku
kebijkan dolam mengambil sebunh kepuiusan tduk menimbang-nimbang
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segala aspek vang muneul terhadap lingkungan karena setiap daerah berbeda
pula kondig lingkungonnva sehingga akon berpengamb erhadop penerimaan
schunth keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pelakn kebijakan
maka akan Iahir sebuah isi kebijakan yang tidak relevan dengan fingkungan
setenpst,

«  Kebijakan vang dikeluarkan atas dasar kepemtingan beberapa pelaku
kebijakan, Kebijakan biasanya dikeluarkan juga atas dasar kepentingan
peloku  kebijukan tersebut. hal ini didasadsan  ate¥ pertimbangan
lingkungan di mana pelaku kebijakan berada, Artinya bahwa kebijakan
vang dikeluarkan tersebut dirasa akun menguniungkan peluku kebijakan
dibandingkan memikirkan kepuasan publik pads omumnya.

Dalom melahirkan sebuah keputusan atau es kebyakan. pera pelaku
kehijakan tentunva menginput  berbagai masukkan dan  linglungan,
lingkungan di mana publik berada sangat hcr'paugumh terhadap sk suatu
kebijakan, Sodah barang tentu masing-masing lngkungan mempunyai kondisi
vang berbeda-beda, schingza  perbeduon  bngkungan  imi akan  sangat
berpengiruh kepada isi kebijakan vang skan dibuat, sebab s kebijukan vang
lahir belum tentu akan dengan cepat dan mudah diterima oleh lingkungan
ving berbeda, Artinya bahea lingkungan sangat berpengarah besar terhadap
lahimya sebuah 11 kebijakun, sebab dan lingkungan yang bergejolak akan
lahir sebush apenda setting yuog oleh peloku kebijpkan sangat fovak untuk
dapat dijadikan sehuah kebijakan bagi publik. Sehingga jika lingkungan
kurang memberikan pengiamhnya mska kebijakan yang lahir pun akan kurang
bermanfaat bagi publik sendiv, Secara garis besar dapat dikatakan hahwa
antora lingkungan dan isi kebijpkan sangal bempengoruh besar bagi pelaku
kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan dalam melahirkan sebush isi
dari pada sebuah Kebijakan bagi masyarakai loas,

C. Peongarub Sistem Milad dalam Kebijakan Publik

Pengarul sistern nilai harus menjadi Indikator dari setiap kebijakan.
Konzep nilai pubdik memberikan cara vang berguna umuk berpikic tentang
tjuan dan Kinerja kebijakan publik, TN dalam proses penctapan kebijakan
vang merupakan tahap peoctuan suatu shtematd kebijakon t berbaps
alternatit yang ada. Pengambilan kebijakan sangat dipengaruhi @eh berbagai
nilai, ckan nildl ini dapat berubah pula tergantung pada konteksnya . Pengamh
nitai yang dimaksud adalah (Anderson, JE., Public Polley Making: An
ﬁrﬁﬁu{ﬁm, Boston: Houghton Mifflin Company , 2006):




Pt

Nilai Politis {Poliical Vades). vaitu keputusan seringkali dibust tas
dasar kepentingan politik dari partai politik atsu kelompok kepentingan
lerientu. Niki politis ini berkaitan dengan kebudayaum, kebudayaan
merupakan salah sam sumber utama sistem nilai di dalam suat
masyarakat, Sistem nilai fulah membeniuk sikap mental dtau pola pikir
manusia sebaguimang dalam pola sikap don tingkah [0k sehari -hari,
Contoh: menghindar sikap dan perilaku yang memaksakan pendapat
dan ingin menang sendiri, tidak melakukan {m'l_anggﬂl'ﬂn vang telah
ditetapkan hukum seperti melanggar tata tertb mengendirai.

Mikai Owganmisasi (Orpanizarion Valwes), voaitu ving. dipengarahi oleh
organisasi seperti badan-badan administratit negarm  menggunakan
banyak mmbalan (rewards) dan sanksi (pemishmen) dalam usahanya
uniuk  mempengaruhi  anggoia  anggofanya dalam  mepenima - dan
berindak atas dassr niki-nilai organisas yang telah ditentukan dalam
mganisasi. Contoh nilla orgenisasi vangotelah  ditentukan  dalam
organisasi seperii bersyukur kepada Allah Swit. penilaku dalam nifai ini
vaitu berdea schelum memiilal suatu acara sesudl dengan kevakinan
masing-masing, Milai orgonizasi Profesionalizme perilako dalam nilai
€ vaitu sefalu tersenyum dalam memberikan peluyanan.

Milai Pribadi (Persona Vilnes), vaitu keputusan dibuat stas dasar nilai-
nilai pribadi yvang diamul oleh pribadi pengambil kebijakan. Astinva,
uzahno untuk melindong: dan mengembangkan kepentingan ekonomi,
repulasi atau kedudukon seseorang juge biss menjodi sebunh kritera
dalam scbuah penetapan kebijakan. Scorang politisi yang mencrima
suap wiiuk  membualoatas menetapkan suatu kebijakan  yvang
menguniunzkan pri!inuct-l ferteniy merupakan conteh konkeil bagaimana
nilai-nilal personal sangst berpengarh dalam penetapan kebijakan.
Milar Kebijukan {Policy Values), viggh dipengaruhi oleh nilal organisasi
ataupun nilai personal, kebijakan dibuat atas dasar persepsi pembasat
kebijuksanaan tentang kepentingan mosyvarakat (publik) atau kebijakan
yvang securp morl dopar dipertanggungjawabkan, Contoh: kebijakan
bantuan sosil yang diberikun kepada masyarakat vang ekonominya
menengah ke bawah sehingga mampu sofuk memembi kebutuhan
dasarmya,

Mk Ideologi (ldeologleal Vidues), vaitu nilai-nilai kepercayaan vang
borthubungan secarn logis yang memberikan gambaran dunia yang
disederhanakan, dan merupakan pedoman bagh rakvat vang bertindak,
ldenlogt merupakan sarana untuk merasionalkan dan melegitimasikan




tindakan kebijakan vang dilakukan oleh pemerintah,  Contolines
ideclogi pancasila poda sila kelima yaitu seladu berlaku adil, aninys
kebijakan yang dilakokan pemerintah hams netral dan tidak membeda-
bedakan antar golongan atau kelompok seperi adil dalam e mbérikan
sankst atau hukuman bagi kepada individu atau kelempok vang tekah
melanggar hukum.

TUGAS LATIHAN

I. Apakah lingkungan it sengal berpengaruh dalam suau kebijakan!
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1. elaskon apa yvang dimaksud dengin proses analisis kebijakan publik!

BALIKAN: (KUNCI JAWABAN)

L. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap iz kebijokon, sebab dark lir i luh
pelakn kebijokan @m menyusun sebuah sirate g pembuoton susie 150 kebigakan
bagi ruang publik. Kebijakan publik schagai pengalokasian nilai-nilai kekuassan
wniwk  selomuh masvarakar vang kebersdaznnya mengikan schinggas  pelaku
Eehijakan dalam membust kebifakan poblik barus benar-benar memperhalikan
lingkungan < mano tuntutan sebogh kebhijnkan berasal, Kebijukan dibuat antuk
memenshl entwtan mesyamkal afau publik yeng menginginkan adanya seboah
perubalian:. Peloku  kebijakan bissenva terdini dari kelompek o vasakai,
oppamisisi Cprofesi, partai politik, badunebadon pemerintah, wikil rakyae dan
amifisis_kehipksimaan. Mercks berugas membuat kehijakan atas masikan dari
Tingkungan di mana lahir sebaah iz tentang kebijakan,




1. Proses analisis kebijakan pubbk adalish serangkamn aktvirs imielekiual yang
dilakukan i dalam proses kegistan yong bersilif politis. Aktivitas pelits erschat
i jelaskan sehagal prosedur pembueatan kebijakan sehagal seranglkaien fahap yang
cigtur menomd vrutan wakiu yang mencakops penvosunon ppendn, formulasi
kebijakan, adopst kebipkan, implementass kebajakan, dan penifatan kebaukan,
Ancilias kuhl}ul:m |iu|1:|.l mnﬂh.'mi.li’.:rt imfermera yilng relevan dr.nﬂ::rl k.ehi_p:lkum
pada  sam, beberupa, atag scluruh iohep deri proses  peimibaconan kebijokan,
terginiung padi lipe misalah yiang dilicdagi klien ying dibiantunya.

RANGRUMAN

Seluin it dapat di asumsikan bahwa keterlibatan publik wang lebih
tinggi dalam proses pembentukan kebijakan, semakin tinggi rasa memiliki
dem dukungan publik untuk kebijakan, sehinpga mendorong penerapon dan
penegakan kebijukan wang efektuf. Dunn {2000 menjelaskan keterkaitan
hubungan antira peran pembuat kebijakan denzan analis kebijpkon untuk
menghasilkan informasi kebvipkan vang tepat vang mendorong terwujudnya
kehijakan publik vang berkualitas, makadiperlukan dukungan meinde analisis
kehijakan. Aktivitas politis terscbut dijelaskan sebagai prosedur pembuatan
kebijakan sebagai seranghaian tahap vang diamwr menung uroan waknn yang
mencakup:  penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,
implementasi kehijakan, dan penilaian kebijakan.

Andlisis kebijpkan dopat menghasilkan informasi yang relevan dengan
kehijakan pada satu, bebermpa, atin sclurah tabap dan proses pemboatan
EBhijakan, terganiung pada tipe masalab yang dihadapi klien yang dibantunys.
Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh
musyarakat vang keberadinoye mengkat schingea pelaku kebijakan dalam
membuat kebijpkan publik harus bemar-benar memperhatikan lmgkungan. di
mana wntwian ssbhugh kebijakan berasal. Contoh lingkungan kebijakan, seperti
pdinya pengonzeuran, krimimalitas, kosis ekanomi. gejotok polink vimz ada
pada suaty negara dkan mempengaruht atow memoksa pelaku otau aktor
kebijakan  umtuk  merespons, yakm memesokannya ke dalam apenda
pemerintah dan selanjomya melahirkan kebijakan publik unk memecahkan
musiloh-mosaloh yung bersangkatun.

Mizalnya kebijakan kantu pra-kerja vang diberikan kepada masyarakat
vang tiduk bekerja stau penganggumn. kebijakan pengembangan investasi
vang dapat menverap tenaga kerja, kebijakan pencgakan hukum  untuk
mengptast  khmmalitas,  kebijpkan  pengurongan  pajuk untuk memacu
pertumbuhan ckonomi, dan kebijakan keamanan untuk mengatisi gejolak
politik.
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Formulasi Kebijakan

Formulasi (perumusan) kebijkan merupakan suatn hal penting dalam
proses kebijakan, Hal ini disebabkim tahap ini dianggap sebagai tahap
fundamental dalam sebuah sikdus kebijpkan, Dengan kuata lan, formulas
kebijakan pubhk sdalah met dor kebijokon, Dulum menyusun  formulas
kebijakun dibutubkan pengkajian dan kesermisan dar aktor yang  terlibat
dalam pembuat kebijakan uniok menghindar kekeliruan dan kesalaban dalam
formulasi kebijakan. Adanys kekeliuon dan kesalahan dalam formuolas
kebijakon akon berdompok pada proses implementasi schingga  tujuan
kebijakan, khususnya. dalsm kebijoksn  pemerintahan dibuat  untuk
meningkatkan kescjahteraan masyarakal, tidak tercapal.

Agar kebijakun pemenniah vang dihasilkon benur-benor sesuar dengan
kebutuhon mosyoarakat, salah satu alternopbf vang dilukukon adulah keinpinan
pemenntah untok membangun junangan dengan aktor di fuar pemenntab, vaite
aktor privar dan abfopoetll soclery, Uniuk Bu, pemerintah cidak lagi
memandang aktor resmu sebagal “lawan politk.” wtapi menjadikan akter-
pktor Hu sebaga “mutra” dalam membrcarakan produk kebyjoken pemenntah.
Widodo (2007: 43} menvatakan bahwa kettka proses formulas) kebijakan
fidak dilakukan secara wpal dan komprchensif, hasil kebijakan  vang
difrmulasikan tidak bisa mencapai tatran optimal. Artinva, Gdak bisa
dimplementasikan  {weimplenemialbie),  Akibatoya, tujuon  dan - sasarom
kebijakun sulit dicupai sehingga masalah publik yang mengemuka  di
masyarakat fidak bisa dipecahkan, Olch karema itw, pada whap ini pedu
amilisis secara komprebensil agar diperoleh kebijakan publik vang bisa
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ditmplementasikan, dapal mencapai Wwjoan dan sasarannyva, dan  msmps
memeeahkon masalah publik vang mengemuka di masyarakat,

A.  Hakikat dan Kegunaan Model Formulasi Kebijakan Publik

Mode]l didefinizikan sebagar bentuk abstraksy dak, suate. kenyataan,
Silallohi {1989 33} mendefinisikan bohwa model adaloh sarans uniok
menggambarkan situasi waw scrangkain kondisi sedemiksan mpa schingea
perilaku yang terjudi di dalamnyn dapat dijelaskon, Menunn Thoba (2(008:
124}, model vang digunakan dalam kebijakan publik termfizuk golongan
meclel konseptual, Kegunaan moedel menurut Thoha adalabyg

a,  menvederhamakan dan menjelaskan pemikiran  wntang  politk  dan
kebijukan publik;

b.  mengidentifikasikan  aspek-aspek yang  pemting  dari persoalan
kebijakan;

o menolong sescorung untuk berkomunikosi dengan orang lain dengan
memusatkan  pada  aspek-aspek  (feariresy  vang  esensial  dalam
kehidupan palitik.

d. mengarahkan usaha ke arah pemahiman yvang febih baik mengenii
kebijukan publik dengan menvaronkan hal-hal vang dianpgap penting
dan vang tidak penting;

g, menyomnkan penjelasan untuk o kebijakon  publik dan merwmalkan
akibat-akibatnya.

B. Konsep Dasar Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan schagai bagian dalam proses kebijakan publik
mervpakon tahap yong paling krusil karena implementast dan evoluas:
kehijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan edah
selesal. D sumiping itu, kegugalan susatn kebipakan siow progrom dalam
mencapai  tujuan  sebagian  besar  bersumber  pada  ketidaksempumaan
pengelelaan mhap formulosi (Wihawa, 1994: 2)

Formulasi kebigkan schagai suaty proses, menurut Winamo (1989
531 dapat dipandang dalam dun macom  keglatan, Kepmatan  pertama
menmtuskan secara umuam hal-hal yang haros dilakukan atan perumusan
diarahkan untuk memperoleh kesepakotan temtang alternatf kebijakan ying
dipilih, suaty keputusan yenz menyetuju adaleh bl don proses selurnhnya,
Kepuitan selanjutnya diarahkan pada cara keputusan kebijakan dibaat, dalam
hal i sumiu keputuzan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat
atan Jembega resmi untuk menyetujui, mengubah atau mesolak  aliernatif
kebyakan vang dipilih.
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Pada hakikatnva tabap formulkssi kebijpkan  meupakan  wbap
fundameptal dalam proses kebijakon publik, Oleh karena itw, dalimdahap ini
perlu pengkajian secars komprehensif dengan membangun jenjmg  aktor
dalam formuokisi kebijakan, yvaitu akior publik, privatodan edl soechery,
Jejaring aktor dalam formulasi kebijakan dimaksudkan womk menghindar
moncpeli pemerininh dolam proses kebijaken sehingga Eehigakon vang
dilahirkan tidak bersifat politis. tetapi diharspkan dapat menyelesaikan
perscalan puhlik.

C.  Perkembangan Formulosi Kebijokan Poblik

Sckitar tabun 1970-an mulai berkembang. konsep: kebijukan publik
dalam ilmar administrasi publik. Pokok perhatiamoutama ad ministrasi publik
saat itu adalah  kebipkan publik. Munculnya kebijakan publik dalam
pdminisiras publik disebabkan banvaknyo feknisi administrosi menduduki
jabatan politik dan bertambahnya tonhotan nmﬁ]..'mﬁ};ut untuk mendapatkan
kebijakan vang lebih baik.

Untuk keperluan praktis, Mustopodidjae (Rakhmal 2009 menawarkan
sugtu working definiifon vang diborapkan dapan mempermudah pengamiatan
atas fenomena kebijakan vang akiual, Dikatakan bahwi kebijakan publik
aclalah susiu keputusan vang dimaksudkan uniuk mencatasi permasalahan
ferientu uniuk mencapal wjuan ferfenty, yvang dilaksanakan oleh instans vang
berwenang  dokum  menvelengzarakan  tugas  pemeriniah negarm dan
pembangunan

1. Komponen Proses Formulasi Kebijakan
Formulasi kebijakan ferdici afas beberapn kompenen {unsur) yang
milmg  berhubungan secara resiprokal sehingea membentuk pola sistems
berupa inpuit-proves-outputfeedhack. Samodra Wibawa (1994) menvatakan
kompomen (unsurd yvang erdapa dalam proses formuks) kebijgakan adalah
sehogai berikur
a)  Tindakan
Tindakun  kebijaksn  wmdalah  tindakan  yang  dilokukan  secam
lerorganizast dan berulang-ulang (ajek) soiuk membentuk pola-pola
tndakan terentn schimges menciptakan norma-nomma bertmdak bag

sistem kebijakan,
b} Aktor

Aktoratan pembuat kebijakan (podicy rker) adalah orang atan pelaku
vang tedibat dalam proses formuakasi kebijakan, yang msemberikan




c)

dukungan ataupun uotutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang
dihasilkan oleh sistem kebijakan, Ada dus macam akior vang memiliki
kualifikasi dan tumutan internol dan aktor vang memiliki kol ifikasi
eksternal, Adapun akior vang mempunyal kualifikasi atan karakierisik
lain dengan tuntutan ekstern adalah kelompok -kelompok kclidm'mg:m,
pairtoi politik, pimpinan elite profesi, dan Bin-lain,

Cirientast Milai

Aktor-akior vang berperan dalam formulase kebijakan tidak hanwa
berfungs menciplakan adanya keseimbangan. di amtara kepentingan
vang berbeda (mudkdfinge rhroipl o Balarcfeg imlerears), retopn juga
hamis berfungsi sebagai penilai (vafuer). vang menciptakan nilai vang
disepakati bersama vang didasarkan pada penifamn rasional (raranal
dnclgerenssd dalam mencapai hasil vang maksimal.

Tipobogi Model dan Akior yang dalam Formolasi Kebijakan
Pubdik

Micholias Henry (M. Irfan Tslanyy 520003 mencelompokkan dua tipokogi

dalam analizis model kebijokan, vaitu: (1) Kebijokan publik dianalizis dan
sudut proses; (b) kebijakan publik dianalisis dart sudut hosil dan akibat (efek)-

nya.
it

Mede! Ketijoaken Prldid ol isis dord siid Proses
Tipologi yang wermasuk dalam kelompok penganalizisan dan sudut

proses adalah sehagai berikot:

1.

il
a

Mfurdel Institusiomal

Model ini merupakan model yang tradisional dalam proses pembudtan
kebijakan publik. Fokus atnu pusmt perhmiian maodel ini tedetak pada
struktur organisasi pemenntih. Karena kegiatan politik berpusut pada
lembaga-lembaga  pemerintah.  kebijpkan  publik  secara otoritas
dirumuskan dan dilak sanakan pada lembaga-lembaga pemenintah,
Maodel Elite Massa

Craloon model elite massa ind, kekuasaan pemerintah berada di tangan
kaum efite, Merekalah yang menentukan kebijakan publik, sedangkan
pojabal  pemenntah  ataw para adminstrater hanva  mefaksanakan
kebipakan yang ditentuken oleh merska

Madel Kelompak

Model ini menganut paham David B. Truman (Islamy. 2007} bahwa
interaksi kelompok merupakan kenyataan politik, Individu-individu
vang memiliki kepentmgan vang sama mengdkatlan, baik secara formil
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mawpun informal dalam kelompok kKependingan {fFreresi gronpe) vang
dapai mengajukan dan memaksakan kepentingan kepada pemeginiah,

. Mlodel Sistem Politik

Model ini meripakan pengembangan dari teori sistem David Gaston,
Model im didusarkan pada konsep-konsep teori informast {(inpul,
withimpee, oy dan Jeedbock) dan memandang  Kebijakan  publik
schagii respons sustu sistem politik  terhadap kebustan-kekuatan
lingkungan (sosial, politik. ekonomi, kebudayaan. geografis, dan
sebagainya) vang oda di sekitamya,

Model Kebijatan Publitc dort Swdue Hlasif dan Efetanya
Kebijakan publik dan sudot hasil atau efek memurat Michokis Henry

(Mskamy, 2000 adalah sebagai berikut;

54

1. Model Ratiomal Comprehensive

Maodel wi didasarkan atas feori ekonoms atag konsep manusia ekonomi
teonceps af an ecomomic man). Dalam model ini konsep raswonalitis
sama dengan konsep efisiensi, Wheh Rarena oo, dapan dikatakan bahwa
sutu kebijakan vang metonal ity suniut <fisten, yallu rasio antarn oikal
vang dicapal dan milal vang dikorbankan adalah positit dan lebih tinggi
dibandingkan dengan alternatifl Lin,

« Muodel Mixved Scannming

Model i mempakan pengembangan antora model mswonal dan mode]
ineremental. Amital Ebtioni (Mugroho, 2004 memperkenalkan teorl 1ni
schagai pendekatan terhadap formulasi keputusan pokok incremental.
Puda daswrnyva model " menpekan model  yang  sangat
menyvederhanokan  masalah, Koreng  proses  pembuoatan  kebijakan
merupakan proscs rumit, beberapa  shli mengembangkan  model
perumusan kebjjakan publik  uniuk  mengkagi  proses  penanmusan
kehijokan agarlebibh mudah dipahami

. Muodel Sistem

Paine dan Maumes {Budi Winarmoe 2004 menawarkan model proses
pemvhuatan kebijakan merujuk pada model sistem yvang dikembangkan
olely Dovid Easton, Model ini menurar Paine dan Masmes merupakan
mipdel deskriptif karena berusaha menggambarkan hal yung nyata-nyata
vang terjadi dalam pembuatan kebipkon.

» Muodel Easional Komprehensi?

Model ini meripakan mode] perumusan kebijakan yang paling terkenal
danpaling luas ditenma pora kalengun pengkaj kebijunkan publik. Pada
dasamya model ind terdici atas beberapa clemen berkut:




L
a

al pembuaian keputusan dibadapkan pada masalah tertento
b Tujuan
c} Berbagai alicrnatif untuk mengatasi masalah perfu diselidiki
iy Konschuensi
¢} Setap  alernatf dan  konsckuensi yang menyermtanya  dapat
disandingken dengan aliernatif nin,
Muodel Penambeihan (Inkremetalisme)
Modcl ini merupakan kntik terhadap model rasional Komprehensif,
Oleh  kavena  itu, berawal dan  knfk  teshadape model  rasional
komprehensil, model i Berusahn menutupi Eekurngan vang ada
dalam model tersebut dengan jalan menghindar: bapyak masalah vang
ditermui dalam model rasional komprehensif. Model ini bersifa
deskriptif, vaiiu menggambarkan secara aktual cara vang digunakan
parra pebat dalam membunt keputusan,
Muodel Penyelidilcn Campuran
Dalum rangka mencari model yang lebih komprehensif. Amitni Etrioni
(1980 dalam Nugroho, 2008} apembuat  gabungan  amtara  mosdel
komprehensif dan model incremental deagan menvarankan penggunaan
med ROORrng
Dalwm  penyelidikan campuran para pembual keputosan  dapat
memanfaatkan teon-teon rasional komprehensif dan incremental dalam
sitasi vang berbedu-beda. Penvelidikan comparan juga menghimingkan
kensampuonn-kemampnan yang berhedn dari para pembeat kepumisan
Faktor-faktor vang Mempengarohi Pembuatan Kebijakan
1) Aktor dan Organisasi
Menurat Howlert dan Ramesh (19953, beberapa fakior organizasi
yang berpengarub dafam proses pembuaian kebijakan, vaito sebagui
berikut.
i) Kelompok Allor
kelompok akior dalom  proses pembusan kebijakan  adalah
sehagni berikut:
I. Eksekutif dan legislatif yung dihasitkan melalu pemilihan
wimnem {elected officials);
Pejabat atan birekrat yong disngkat Gapproinied afficraly);
Eelompok kepeniingan (irleres! groupl;
COrganisasi peneliti;
Media msassa

LSS PR ]
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b)) Kedewapok Organisasi
aspek lain vang berpengaruh dalam kebijakan publik, antara lain:
(1) bentuk organisasi negam: (2) struktur birokmsiz (5) organisasi
kemasyarakaran; (4) kelompok bisnis

#. Proses Formulasi Kehijakan
Proses  formulosi  Rebijakon  dapar dibagi dalom 4 aahap.  vait
perumusan  masalah  kebijakan, penyuwsunan  agenda. pemerintah,
pemmusan usulan kebijakan, dan pengesahan kebijakan

I

&

Perumuzan Masalal Kebijakan
Suam mosalih dapar berubsh menjadi masalih wmm tdak hanya
bergantung pada dimensi objektit. etapi jugn dimensi subjektif | baik
obeh masyarakat maupun pembuat kepotusan. Dengan demikian,
mesalah tersebat fdak hanya cukop dihavai oleh banvak orang
sebagni suatn masalah yang pedd sepera diatasi, tetapl masyokat
perlu memiliki  poliical will untuk memperjuangkannya  dan
muasalah ersebut ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan.

Peuvusuman Agenda Pemeringaly

Banvoknva masalah publik vang relah ditdemifikosi menuran para

pembual keputusan untuk memilib dan menentukan masalah vang

harus memeraleh prioritas otema uniuk diperhatikan secama serius
dan aktif,

Perumusan Usulan Kebijokan

Tahap ini mempakan kegmian menyusun don mengembangkan

serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memecehkan masalah,

yang meliputi hal berikur;

a) ldentifikasi alterngtif uniuk kepeiingan pemecahan masalah,

b} Mendefinisikan  dan  merumuskan  alternatif  agar  tiap-liap
afternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijpkan jelas
pengeriannya,

¢} Menilai alternanif,

di Memilih alternanif vang memuaskan.

FPenpesahan Kebijukan

Pengesahan  kebijkan  merupakan  proses  penvesuaian  dan

pencrimian sceara bersama terhodup primsp-prinsip vang diakon dan

dierinig (comforming o recopnized  principles  or  accepisd
stacards).
Proses pengesahan suatu kebijakan diawali dengan  kegiatan

pevsviaston dan dergoining (Andersson, 1966 8.




a.) Perswasion, yaitu usaha untuk meyakinkan orang lain lentang
suam kebenaran miau nilai kedudukan seseorang sehingga mereka
menenmuanya sebagat milik sencdir.

by Bovgairiig, vaitu proses di dalamnya dua orang ati lebil vang
memmpunyal  kekuasaan atau otoritas  mengaturnmen vesuaikan
sebagion fujuan vang tidak mereka sepakat uniok mermuskan
serunghkaian tindakan dapat diterima bersama meskipun tidak
terlalu kleal bagi memeka.

Perswasing  dan  Bavgaining  saling  melengkapl  schingga

penerapin kedua kegilatan atau proscs iorscbut J:q:la'l memperlancar
proses pengesahan kebijakan.

TUGAS LATIHAN

(]
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o lelaskan apa yang dimaksud dengan emalz kebijakan
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. Ada berapakal Fkror ceganisasi vang mempen gaiuhi dalam pembuaian kebijakan

dfan sebuikan?
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BALIKAN: (KUNCEJAWABAN)

I. Formulosi {perumssagn) kebijakan merupakan suntu bhal peng Hah'rl'i':"‘p‘.-nscs
kebijakon. Hal ini disebablon whap in dianggap sebagai tahag dalam
sebuah siklus kebijukan, Dengan kta foin, formulasi kebijakin 'pI.ll:-le a.d.ﬁh B
chard kebijakan. Dalam menywsumn formulast kebijakan dibutohican plmhjmn lan
Eeserinsom dani akler yang terlibid dalem pembuost Bebijakan lII'i'!‘EH;. m*n-ghlmhn
kekelinusn dan kesalshan dalom formulasa kebagloan, Mh.l‘l:.& J:zl:!]m.n.l.n tlin
kesaluhan dalam formulasi kebijakan akan berdampak F*’il. proses implementas
sehingga tujuan Eebdjolkan, Khususnye dolem kebijokan pemerintahan dibuot uniuk
meningkatkan kescjahteraan mos varikt, Sidak fercapiai

b Kelowepodk Abior

Eelompok skaor dalam proses pembanian kebijakan adalah shapal berikui: .

cksckutif dun legislutif yang dihasilkan melaln pemilihan unum (electad

ﬂ_fﬁriu!:l;l. F"E_phu.l sz bk et yang diungiml I'.ﬂplr.lr.lr'rrrn:.l' r.l_ﬂi':'u‘ﬂ-.r_'. 3

Eelompok Kepentingan (Iaieresr groip) 4. Organisasi penelin 5. Media i s=a
&b Kelovpod Organisast

Aspek laim vang bempenganuh dalum kebijnkanepublik, antara lain: {17 beniuk

prganisasi negara: (2 strukiur birokeasic (3) organisasi kemasyarakatan; (4)

kelompok bisnis.

[

EAHi&LM.&N

Dalam menyusun formulagi . kebijakan dibutuhkan pengkajian dan
keseriusan  dari akwr  yang  terlibat  dalam  pembuar  kebijakan  untuk
menghindan kekelirvan dan kesalahan dalam formulasi kebijakan. Adanya
kekeliruan don kesalahan dalom formuelasi kebipkan akan berdampoak pada
proses implementasi sehingga tujuan kebijakan, khosusnya dalam kebijakan
pemerintahan dibuat untuk meningkatkan kescjahteraan masvarakat, tidak
tercapai, Oleh karena iu. pada @ahap ini perlu analisis secara komprehensif
pgar diperoleh kebijakan publik sviung hisa dismplementasikan, dapat mencapi
juan dan sasarapoya, ddn mampu memecahkan masalah publik vang
mengemuka di masyarakal,

Kegunoan model menurut Thoha adelah: o, menyederhanokan dan
menjelaskon  pemikiran  tentung  politik don kebijakan  publik; b,
mnngidcnu'l'i:aﬁiknn aspek-aspek yang penting dart persoalan kebijakan; c.
menobong  seseorang ook berkomunikasi dengan orang  lain dengan
memusatkan. pada aspek-aspek (eanres) vang esenstal dalam kKehidupan
politik: d. mengarshkan usaha ke arsh pemabhaman yang lebih baik mengenai
kebijakan publik dengan menyarankan hal-hal yang dianggap penting dan
vang tidak penting; ¢, menyarankan pengelasan untuk kebijakan publik dan
meramalkan akibar-akibarnya., Konsep Dasar Formulasi Rebijakan Publik
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Formulasi  kebijakan  sebagai bagian dalamy  proses  kKebijakan  publik
merppakan tahap yong paling krusial karens implemeniasi dane evaluosi
kehijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijpkan telah
welesai. Kegiatan selanjutnyva diarahkan pada cara keputusan kebijakan dibuat,
dalam hal im swiu keputesan Kebijakan mencakup Dndakan “oleh seorang
pejabal atau lemhboga resmi unmk menyejui, mengobah mon  menolak
ahternatils kebijukan vang dipilih. Jejuring aktor dalamy formolasi kebijakan
dimaksudkan untuk  menghindari  monopoli  pemerintah  dalam  proses
kebijakan sehingea kebijakan vang dilahirkan tidak bomifat politis, tetapi
diharapkon dapai menyelesaikan personlan publik,

REFERENST**
Herabudin, 200650l Kebijokan Pemerintahdari Filosofi ke Implemetast
Bandung: ndonesia
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Implementasi Kebijakan

A, Konseptuslisasi Implementasi Kebijakan

Harold Laswell  (1956)  sebagai  imuwan yang  pertama kali
mengembungkon studi tentang kebijakon publik. Loswell mengeegas suatu
pendekatan vang i sebul sebagmn pendekatin proses (policy process
approach. Menurutnya, agar dmuwan dapat memperoleh pemahaman yang
baik twentang apa sesungsuhnys kebijakan publik, maka kebijakan publik
hemus di wrad menjudi beberapa bagian sebagal tohapan-tuhapan, vaitu agenda
sefting, [ommulasi,  legitimast, amplementosi. evaluasi, reformuolasi. dan
L nas.

Serelah diriotis oleh dud sarjana tersebul, kKonsep  implementasi
kemudian mulw  digunakan secara luas  oleh  para ddmuowan  poliuk.
pdmunistras  publik, admumistrus: publik, den kebijakon publik, kensep
bersebut memiliki - posist o yang  pivotal  untuk menjelaskan  fenomena
implementasi kebijakan publik. Perkembangan  selanjuinya  bermunculan
pakar vong menamh perhatian terhodap studi implementasi. Mercka antara
kun: Van Hornodan Van Metrer 1975}, Tedman (1980), Klen (1979), Berman
(1978, duan Patton {1978

Becira ontologis, sefiecr merrer swdi implementasi adalah atau
dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kehijakan publik,
sepertiz itk mengupn suatu kebijokan publik gagal dimmplementasikon di suuatu
daerah:; (it} mengapa suatu kebijukan publik vang sama, yang dirumuskan
oleh” pemerintah, meningkatkan  keberhasilan vang berbeda-beda  ketika
diimplementasikan  oleh  pemeriniah  daerah; (6} mengapa  suam jenis
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kebijakan lebih mudah dibanding dengan jenis kebijakan lain; {iv) menZapa
perbedaan  kelompok  sazaran kebijakan  mempengaruhi  keberhosilan
mmplementasi suatu kebijakan.

Upaya wntuk memahami berbagai fenomena  imple mentssi  1érsebut
pacda gkhirnya dimaksudkan untuk dapat memetakan fakior-fakior apa saja
(varinbel  penjelas) yong mempengorubi o munculnya berbagai fenomens
implikasi tadi.

Secara lintas  wakm, upaya uwnwk  mencarl  penjelasan terhadap
fenomena implementasi tersebut dilakukan oleh pam abli dan generasi ke
senernsi, Apabila diklasifikasikon maka pembabakan generssi tersebut dapar
dibedakan menjadic Generasi [ Generusi 1T dandGenerast L (Goggin etal.,
19900, dilakukan oleh Goggin dan para kolezanva tersehut secara sedethana
didasarkan pada metodologe, jumlah vanabél penjelas vang dipakai untuk
menjelaskun fenomens implementasi yvang ditelii, dan jumlah kasus vang
ditelii oleh para ahli. Generasi [ adalah paraahli vang mengrunskian
metodologh studi kasus (dengan kasus vang ferbatas, vaito satn atan dos
kasusk, Generasi 11 adalah para ahli vang sudah berangkat dan model dan
herusahs unwk menguji model tersebur di Prpangan. Sementara v Sabacier
(1986:268) menyebut, setelah mereview berbagai penelitian implementasi.
acdn emm variabel ntama vang dianggap memberi koninbosi keberhasilan atao
kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah;

A, Tujuan atau sasoran kebijakan vang jelos dan konsisien;

b, Dukungan teon vang kuat dakom merumuiskan kelbijokan;

¢. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas  schingga
menjamin terjadi kepatuban para petugas O lapangan dan kelompok

B AETL;

d.  Komitmen dan keahliin para pelaksann kebijakan:

Dukungan para siakefidder;

Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik,

E.  Proses Implementasi Kehijakan

Kebijakan publik, dilihat dari perspektif instrumental. adalah siat untok
mensapa sealu i vang berkaitan depgan upava pemerintah mewujudkan
milai-nilar kepublikan (pablic valves). Miku-mlio kepublikan schaga tujoan
kebijakon  tersebui  dapat  memiliki  wajud  bermocam-macam,  Proses
implementasi sendii bermula sejak kebijakan ditetapkan mtan memiliki
pavung hukum yang sah, Scltelah iU tahapan-tahapan implementasi akan
dimulan, dengan serangkaian kegistan mengelola  persturan:  membentuk
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ofganisasi, mengerahkan orang. sumber daya. teknologi,  menetapkan
prosedur, dan seterusoys dengon wjeon agar wjuan kebijakan yang elah
ditetapkan dapat diwujudkan. Dampak kebijakan yang paling myvata adalah
ackinya perubahan kondisi vang dirasakan oleh kelompok sasanin, vaitn dari
kondisi vang satu {misalnya miskin dan tdak sejahtera) ke kondisi vang lain
vang lebih baik (misalnva makmur dan sefbier}

.

Keterkaitan Antar Variabel dalam Implementasi

Dalam upava mempermudah identifikasi variabel-variabel tersebut,
para ahli biasanya membedakan berbagai variabe! dalam dua kelompok
hesar, vaitn varinbel wreaniung (deperident voarfable) vang hendak
dijelaskan vaitu kinerja implementasi kebifakan dengan variabel bebas
(independent varichfe) vaitu berbaga faktor vang mempengaruhi
kinerja tersebut implementasi terschun, kebijakan fersebut secara
sederham menggambarkan tingkat pengapaion fujuan kebijakon, yaitu:
apakah hasil-hasil kebijakan (poficy mocomes) vang diperoleh melalui
serangkaian  proses  implementasi  terschut  secam nyata  mampu
mewujudkan wjuan kebijakan wang telah ditetapkan {malicy gocfsl,
Derajar kinerja  implementosi 'I:ehi:j:lkﬂn dengan demikian
menggambarkan berbagai varasi perbandingan terbaik antamm pelicy
mttcomes dengan policy eoals, Semakin tinggl policy owfcomes maka
sgmakin tinggl pula kinerja implementasi kebigakan vang berhasil
diraib cleh suatu kebijakan, Hubungan vang kompleks antora berhagai
varinbel: anhseden, indepanden, intevermng dengan variabel dependen
(kinerja implementasi kebi pkan) terscbut menggambarkan secam nyata
dalam berbagai model amplementasi vang dihasilkan oleh para ahl
implementosi vailu Generasi I misalova: George Edward [0 (1980},
Daniel Marmamian | 19830, Marilee Grindle (1980, Van meter dan Van
hom (1975). Memjuk pada pendapat Ripley {1985:154) Implementasi
dapat dilibat dari dua perspektif. Perspekitif pertama {complicnce
perspective) memahami keberhasilan mplementasi dalom orti sempit
wvaitu  sehagai Kepatuhan  pors mplementar dalam mekiksanakan
kebijakan yang tertuang dalum dokumen kebijakon (dalam bentok
undang-undang, peraturan pemerintal, atau program), Berbeda halnya
dengin perspektil pertama, perspektfl kedun tdak hanys memhom
implemenias dari aspek kepatuhan pars implementar kebijokan dalam
mengikutl  Stendorr  Operaiing Procedure (S0P semata-mata.
Porspektif kedua ini berusaha untuk memahami implementasi secara
bebuh fuas. Bagi para ahli vang mengikuts perspekiil kedua, pertanyaan-




perdanyaan  yang perlu digjukan uniuk mengeiahui. kéberhasilan

implementasi adaloh, (Goggin, 1900

Pertinvaan strategis:

i) Siapa dan bagaimana kondisi serta distribusi kelompol ssisaran

b) Apakah program sesuwiai dengan tujuan kebijaking dan berapa besar
kemungkinan berhosil dalam implemeniasi

Peranyvaan tentang complichice:

i) Apakah kegiatan-kegiatan program nmrmni mencapai orang, rummah
tangga atan kelompok masvarakar vang direneanakan

bi Apakah program membenkan sumber, pelayanan atan manfuat lain
sepert yang dimginkan.

Pemanyaan rentang dampsk;

i) Apakah program mencapeal wjuarmya dengun efekiif

ki Apakah hasil vong, dicapai disebabkom oleh foktor lan selain
program

) Apakah terdapat efek vang tidak diinginkan

Pemanyvaan tentang ef siensi
it} Berapy besar biays untuk menvelengzarakan pelayanan dan manfaat
bagi kelompok sasaran
b Apakah program ini lebih efisien dibandingkan peogram vang lain?
Kompleksitas Proses Kebijakan
Keberhasilan implementasi tidak honyos berhenti pada kepatuhan parn
implementar sajd namun. juga hasil yvang dicapai selelah  prosedur
implementasi  dijalani omoka  wpoys  uwniek  memaohami  realinas
implememasi kebijakan perlu dilibat  secara kebih detail dengan
mengikut] proses implementest vang dillu parn mplementar dalam
upavi untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Unwk mencapai
rijunn tersebur mika suatu kebijokan membutubkan masukan-masukan
kebijakan (poficy dpird, Inpal yvang berupa anggaran dan pemerintah
skun diolah ataw dikonversi menjadi keluarin kebijakan (palicy esctpe).
Podicy vulpwd sebagal imstrumen kebijakan tidak akan sampai kepada
kelompok sasaran tanpa dilakukannya kegiatan menghantarkan palicy
ettt ctersebut (berupa realisasi Kegiatan atau distribusi banmtuznd
kepada kelompok sasarn. Untuk menjamin  implementasi +— diopat
benpalan  dengan  lancar, sebelum  Kegiatan penvampaian  berbagai
kelugran kebijakan dilakukan kepada kelompok sasaran dimulal perlo
didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran,
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Eeterlibatan Publik

Implementaz terjadi dolam zuam wilavah vang di dalamnye rendapar
berbagai fakior, sepenti: kondisi geografis, sosial, ckonomi. dan palink
vang memiliki kontribusi penting dalam  kegiatan  implementasi.
Mengikuti pandangan  dikodomis tersebut, implementass Kebijakan
sering hamva dilihat sebagai proses manajemen: bagnimana Kebijakan
iscringkali  disederhanaken  sebagai  peratwran hukum)  dikelofa.
Intcraksi aktor-akior, baik dar Kalangan pemeriniah maupun non-
pemenntah, menimbulkan adanya dinamikacpolitik ¥aing menyertai
proses implementasi

d.  Permsalahan dalam proses [mplementasi

L&)

Proses Implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Hal
ini depahami karena proses implementasi melibatkan interaksi banvak
variohel  sekalipus  merumuskan  mekonisme  delivery  aciivies,
Kompleksitas dalam proses implementast tidak jarang memunculkan
sejumlah permasalahan. Edward 01 (19807 mengidentifikast ada empat
critical foctory vang mempengarihi keberhasilan proses implemontasi,
Keempal fakior tersebmt adalah: komonikessi, sumber dava, disposisi
atau perilaku, dan struktur birokrasi. Makinde (23W5) mengidentifikasi
permasalahan-permasalahan-vung muncul dalam proses mmplementasi
ihi negara berkembang.

. Model Implementasi Kebijalkan Publik
[} Model Yan Mete dan Van Harn
Model pertama adalah model vang paling klasik, vakni model vang

diperkenalkon oleh Donald Yan Meter dan Cad Van Haen (1973, Medel ini
mengandaikan bahwia implementasi kebijakan berjalan secars linear dan
kehijakan pubhik! implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa
varigbel yang dimasukkan schagal vanabel vang mempengaruhi kebijakan
publik adalah varahble Berikut:

I, Akovitas implementasi din komunikasi antarorganisasi,

2. Karakteristik agen pelaksma/implementator.

3. Kondisi ckonomi, sosial, dan politik.

4. Recenderungan (dispesttror) pelaksona im plementor.

2y Maodel Muazmanian dan Sabatier.

Model vang kedua adalah model vang dikembangkan Danicl
Mozmaniom dan Paul A, Sabatier (1983} vang mengemukakon  bahwa
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implementasi  adalah uvpava melaksanakan  kepuluwsan kebijakan, Model
Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangkn Analisis [mplementasi
leifrermewenrk foa sl ermenialiomara v,
Murmanian-Sabatier  mengklasifikasikan  proses  implementas
kebijakan ke dalam tiga variabel, yainn
# Variabel Independen
Mudah tidaknyva masalah dikendalikan vang berképaan dengan
mdikater masalah teori dan teknis pelaksonoan, keragamaon ohjek. dan
perubahan seperti apa vang dikehendaki
» Variabel Intervening
Diwrukan sebogw kemampuan kebjakun uwaiuk menstrukurkan proses
implementosi dengan indikaor  kejelasun danc kensistens  tujudn,
dipergunakannya  teori  kausal, ketepatan alokasi sumber dana,
keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aran pelaksama
dan  lembags pelaksana, dan p-m:kn.tt!m pejabat  pelaksana yang
memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabbe diluar kebijakan yang
mempengaruht proses implementas: vang berkenaan dengan indikator
kondisi sosio ekonomi dan eknologi, dukungan publik, sikap dan
risorsis konstituen, dukungan pejabat vang Tebih tinggi. sema komitmen
dan lkualitas kepemimpinan dar pejabat pelaksana.
= Varabel Dependen
Yaitu tahapan dalam proges implementasi kebijakan publik dengan lima
tahapan, vapg rerdici dari; pertama, pemahaman dari lembaga atau
hadan pelaksuna dalom beptuk disusunnya kebipkan peliksana. Kedua,
kepatuban objek. Ketiga, hasil nyata, Keempal, penerimaan atas hasil
nyata. Terakhir, kelima. tahapan yang mengamh padas revisi abs
kebijakan wang dibwat dan  dilaksanakan, baik schagian  maupun
keseluruban kebijoakan vang bersifol mendasar,

3} Model Charles Jones
Berbeda dengan mode]l Masmenian dan Sabaticr, Charles  Jones
menyaokan bahwa implementasi kebijokan adadah suatu kegiotan  vang
dimak sudkun untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikcan
za aktvitas urana kegiatan vaitu: { |} organisasi, pembenukan dan penataan
kembali sumber dava, unit-unit serta metode untuk menunjmg agar program
herjalan, £2F intetpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan
pengarahan yang tepat dun dapat ditenima serta dilaksanakan, dan (3) aplikasi
(pencrapan) berkailan dengan pelaksanaan kegialan rutim vang  melipet

penyediaan barang dan jasa.
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4y Model Edward 111

Georpe Edward 111 (1980,1) menegoskan bahwa masalah oama
pcministrasi publik adalah fockef aitention o implementation. Dkatpkannya.
without effeciive fmplemieitation the decisidn of policy makerewill nor be
cerried ol spccessfufly, Bdward menvarankan untuk memperhatikian empati
sub pokok ogar implemeniasi kebi jakan menjodi efektif, vaitg communicotion,
resource,  dispasitionoer  atifedes, dan benwremcranc. SiTucieres.
CONRIRREECITIN,  resowrce,  dlgpesifomor  aniides, dan | benrenoriic
HrRciures,

kKomunikasi berkenoon dengan bagaimana kebi pkan dikomunikosikan
pala  organisasi  danfston  publik, ketersedidan  sumber  dava  untuk
melaksanakan kebijukan, sikap dan tanggap dore pehak yang terlibat, dan
bagaimana strukiur organisasi pelaksana kebijakan.,

Resources berkenaan dengan ketersediian sumber dava pendukung,
khususnya sumber days manusia. Hal ini berkensan dengan kecakapan
pelaksuna kebijakan publik untuk carry earf kebijakan secum efektif.

Disposition berkenaan dengan késedman dari para implementar untuk
carey il kebijakon pubdik rersebor, kecokapan saja tidak mencukupd, wnpa
kesediaan dun komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

struktur birokms), Edward dalam Nugrohao (200 1:636), menjelaskan
bahwa struktur hirokrasi berkenaan dengan kesgsuaian organisasi birokrasi
vang menjodi pemvelengmra implementasi kehijakan publik, Tontangannya
pdualah bogainans ager Gidak terjodi  hereapcraric frapmeritaion Karena
struktur ini menjadikan proses implementasi menjudi jauh dari efekuf.

31 Model Grindle

Model Merilee 5. Grindle (1980). Model Implementasi Kebijakan
Publik vang dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa Keberhasilan
proscs implementas: kebiakan sampal kepada ercapamya basil ergantung
kepada kegiptan program yoang ielah dimancang dan pembisyvaan cukup, selain
dipengarubi  obeh Camtert of Policy (I8 kefijakan) dan Convex af
Implementation (konteks implementasinya). Isi kebijakan yang  dimaksod
mefiputi:

I. Kepentingan yvang terpenubn oleh kebijjakan (mrerest affecrad),

Jeniz manfoot yang dibazilkan {fpe of benefin
Derajat perubahan yang diinginkan {extens of change envisioned).
Kedudukan pembuat kebijakan (e of decision making).
Para pelaksana progeam | progran inglenientaiors).

L b

LI
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0, Bumber dava vang dikerahkan (Resewroes commiied).

Sedmgkan konteks implementast yang dimoksud:

1. Kekuusaan (power).

2. Kepentingan siratcgi akior yang terlihal (meresr sfraiegied of actors
invenved,

3. Karaktenstik  lembaga dan  pengossa {instietree. and  regine
ClaracTeriaics .

4. Repatuhan  dan  dava  tanggap  pelaksama o (comipfionoe  ed
Fesporiaivene sy,

TUGAS LATIHAN

|. Begaimana proses impleme mos kebifakon yang baik!

............................................................................................................

1. Sebutkan model implementssi kisbijakan publik!
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BALIKAN: (KUNCEJAWABAN)
I. Kebijokan puhlik, dilihat dori perspektil instromendal, adalah abat gnfok mencopoi

suatu fujunn yang berkaitan dengan upayn pemerinteh mewujodkan nilai-niloi
kepublikan (pebiic valvesh, Nilai-ndai kepeblisan schopeal wjuan  kebijakan
tersehur dapat memiliki wujud bermacam-macam. Proses mmplementasi seodirn
benmula s=jk kebijakan ditetapkon atso memiliki payung hikmn ving syah.
Setelah ilu twhapan-dahapan smplementist aban dimulad™ dengun ferangkaan
kegmtin mengelols peratursn: membentuk  orgamisasy, mengerghikan oring,
sumber duya. weknologl. menctapkan prosedur, don setermsnya dengan tjui agar
tjunn kebijukan yang telah disctapkan dopat diwojudkan, Dampik kebijskan yang
paling nyeta adalabh adanva perabshan kondisi vang dirasakan oleh kelompok
sasaran, yoite dari kondizi vang s (misalnye miskin dan tidak . sejahiera) ke
kondisi yvang [nin yang lebih baik {misalnvs makmur dan sejahiteru ),
31 Model Van Meétler dan Van Hom

Model pertama sdalah medel yang paling klasik, vakni model yang

dipeikenalkan oleh Donold Van Meter dan Carl Van Hoen (8975). Model ini

mengandaikin bahwa implementasi kebijakan berjulan secara livear dan

kebijakan publik. implementaor, dan kinerja Eebijaian publik. Beberapa

variabe] yung dimisukkan schagai voriabel yong mempengaruhi kebigakan

publik adalah varabel berikut:

L. Aktivites implementasi dan komanikisi antasorganisisi.

2. RKarakiensiik agen pelaks ana'inp lement i,

A Bondis ekonomi, sosial, dan polink,

4. Kecenderungan (disposifon) pelaksana/mmplementor

A Medel Marmanzm dan Sabatier.

Model vang kedua adelaly model yang dikemboangbon Danbel Mazvnonion O e Paol
ASwbatier (19830vaneg  mengemokakon  bahwn  implementis)  adalah  ugnova
melaksanakan keputusan Rebijakan Model Marmanian dan Sabatier disebut
Model Kerangka Anmalisis Implementasi (o frosework for  logplemen iarion
calvEisl,
Mazmamian- Sabatier mengklasifikasikan proses mmplementasa kebigakan ke dalam
tizn viriabel, yuii:
= Varlabel Independen
Musiah-tidak mm masplah dikendalikan vong berkenann  dengan indikajor
neasalah teorl dan feknis pelak sanaan, keragaman objek. dun perubahan sepearti
opas yong dikehendaki
= Vuriabel limerveniog
Dianikin  sghapai  kemampuan kebijokan ontek menstrukiorkan  proses
implementzsi  dengan indikatos kejelasan dan konsisiensi tujuwan,
dipergunakannyn teori kavsal, kelepaton alokes) sumber dons, keterpaduzin
hiararkis - diantans lembagas  pelaksana, aturen pelaksana dan lembaga
peliksana, dan perckrutan peabal pelaksana yang membik  keterbukcn
kcpada pihak luar, varisble di luar kebijokan vang mempengaruhi proses
imglementasi vang berkenaim dengan indikigor
Bondisi sosio ekonomd dan teknobog, dukungan pubhk, sikap dan nsorsis
kemstituen, dubungan pejabat vang lebibh tinggl, sera komitmen dan kualins
kgpemimpinan dari pejabat peloksams
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= Variabel Depemnden f
Yaiu tahapon dalam proses implementasi kebigkon publis dengon lima
thipan, vang tenlim dan: pertama, pemahaman dar kmbagabsadam pelak=ina
dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, Kedoz, képatubsn. objek.
Ketign, hasil nyots, Keempat, penerimann atas hasil nyadta, Terakhir, kelima,
lahapan yang mengaroh pads revisi stas  kebiakan, yiog. dibut  dan
dilaksinakan, hak !lil'.‘l!ﬂll_i:lrl AILpLn keseluruban h:hjjul'h ying berspfat
muenidnsas.
10 Musbel Charles Jones
Berbeda dengan model Mazmamnian dan Sabatier Charkés Janes menyatakan bahwa
implermnentasi  kebijakan  adalah  soa kegiatn  gang dinekewdikan amok
mengoperasikan schuah program dengan memperhatilom Higx oktividas utama
kepmtan vaitw;i 1y orgamsasi, pembentukan dan penatasn kembali sumber daya,
unit-unil serta meiode untuk menonjang agar progrim berjalan, (2} interprciosd,
mcialsirkan agar program menjadi rencana dan_pengaraban vang tepat dan dapai
diterima serta dilaksanakan. dan (3) aplikaki (penerapan} berkuitan dengan
pelaksanaan kegiatan rutin yeng melpub penpedian barng dan gmsa.
4. Muodel Edward I
Ooorge BEdward 100 (P80, 10 menegasken bahwa magalkih utama administras
publik adalah fack of aiention o implemeniotion. Dikafokammyn, withon! effechive
Jupplementienion the deciston of poltey makers will sor e careied ol sieceisfudly.
Edward menyarankon untuk memperhatikan empoti sub pokok agar implementasi
kuhi._'pk:m rn:njur]i efekbf, yau c'r.l.lrr.rrrrmre'q'rrffm.'rﬂ'ﬂ-l-l'n'.t',.r.l'r'sprmr'.rmu ar pifiwdes,
clan Benreacratic sauciares.
Komunikasi bherkenaan  dengan bagaimana  kebijokan dikommnikasikon  pads
orgamisasi danfaton publik. kcterscdian sumber doya untuk meladksanakon
kebijakan, sikap den tangeap dari pikok wang terlibat, dn baoaimaaa sonekiure
organksasi pelaksana kebijakan.
Rezowrees berkensan dengan kefersedipan sumber dava pendokung, Khasusnya
sumber dava manusia, Hal ini berkenoon dengon kecakapan pelaksina kebigikan
pubslik wnuk coaery oo kelhdjukan gecara efickiif.
fepaatiion berkenzan dengan kesedizan dart pary implementor il coiry our
kehijpkun publik tersehut, kecakapan soja tidak mencukapi, tanpa kesedinan dan
komalmen untuk melaksanokan kebijakan.
Struktur birekrasi, BEdward dolam Mugroho (20011:630), menjelaskan bahwa
=trkiur biroknsi berkepaian dengan Keseswaion organisasi biroknsi vaing mengacdi
penyelmggam implementast kebijakon pobhk. Tanfimginnyn adalah bagaimima
agar thdak rerjadi besiorereite Fegmenates karesa simdoor ini menjadikan
proscs implementasi menjadi jouh dari efektif,
blodel Grndle
Model Merilee 5. Grindle {L980). Modlel Inplementasi Kebijokan Pubbk yang
dibemokakan Grindle (1980:7) menomrkon bohwa  Keberhasilan proses
implementissi kebiakon  siompad kepocda tercapainyo hasil  terganing kepadi
kegiaton program vang selah dicancang dan pemblayaan cukup, selain dipenganiu
oleh Cevrgrr of Policy (sl kebijakan) dan Costexr of foplemenrarion (koneks
implementasinya}. Tsi kebijakan yang dimaksed meliputi:
1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (iererese affecred),
2, lenis manfaur yang dinasilkan (rvpe of henefirl,

£
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Derujot perubahan yvang diinginkien (ecenr of cfhange envisfoned).
Kedudukan pembuat kebigkim isite of decisiin making],

Pariy pelaksna progrom [prograns rmplemeninters)

., Sumbes daya vang dikerahkan | Resouwrces eommiced ),

Ll

sefangkan konteks implementasi yong dimak sl
I Keknasuand power)
2, Repentingan sratepi aktor yang terlibat (interest strarepics of eofom invelved),
4. Worokteristk lembags dan penguasa (hastirtion and regitee ciaeacieriaics) .
4, Repathan don duya tanpgas pelaksang (complfiamee.and resporsiveness),

RANGKUMAN

Beteleh dirintis oleh dua sarjana  tecsebut, konsep  mplementasi
kemudian mulai digunakan secara luas oleh para dmuwan polink, administrasi
publik, administras: publik, dan kebijakan publik, kensep tersebat memiliki
posisi vang pvoral untuk menjeliskan fenomena implemeniasi kebijakan
publik. Secara ootologes, sabject metier stodi implementas: adolah ataw
dimaksudkan untuk memahami fenomena implementast kebijakan publik,
sepertit (i) mengopa susio kebijokan publik gagal diimplemeniasikan di suatu
daerah: (i) mengapa suatu kebijakan publik vamg sama, yang diremuskan
oleh  pemenntah, menmgkotkan  kebedhasitlon yeng  berbedo-beda ketika
diimplementasikan  oleh  pemeriniah’ dacrah: (16} mengapa swatu  jenis
kehijakan lebth mudah dibanding dengan jenis kebijakan laim; {iv) mengapa
perbedaan  kelompok sasaran  Kebijakan mempengarubi - keberhasilan
mmplementast suatn kebijukan, dilakukan oleh Goggin den parn koleganys
tersebut secara sederhans didasarkan pads metodologi, jumlah variabel
penjelas vang dipakai umtuk menjelazkan fenomena implementasi yang
ditelin, dan jumlah Kasus ving diteliti olel para ahli,

Dampak kebijakon vang paling nyata adaluh adanva perubahan kondis
vang dirasakan oleh kelonpok sasaran, vaitu dari kondisi vang satu {misalnya
miskin dan tidak sejshtera) ke kondisi vang lain yang lebih baik {(mizalnya
makmur dancsejabteray, Keterkaitan Antar Wariabel dalam  Troplementasi
Dalam upayn mempermudah identifiknsi variabel-variabel temsebot, para ahb
bigsanvy membedakon berbagni voriabel dolm dua kelompok besar, vaitu
variabel tergantung {depandent varfabie) yang hendak dijetaskan varn kinerja
implementisi kebhijakan dengan variabel bebas (independent voriable) yiitu
berbamu faktor vang mempenzaruh kinera tersebut implementasi tersebut.
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Organisasi dan Peran Birokrat Garda
Depan dalam Implementasi Kebijakan

A, Orpanisasi dalam Implementosi Kebijokan

Keberhagilan implementasi satu kebijakan sangat dipengaruhi oleh
deltvery mechemiame (mekanisme penyvampaian} vaitu bagai nvenag keluamya
kehijakon publik dapat sampai padas kelompok sasamn dengan berbagal
kriteria tepat sepertt tepat sasaran, waktu, kvalitas dan lannya. Defivery
mechanizm 1 sendin keberhasilannya sangat dipengarubn aleh implemeniing
apeney, yanu keberadaan organisasi atau lembaga vang diberi mandar untuk
mengimplementasikan suai kebijakan, Kemampuan (eyelencentfog operncy
untuk menjalimkannya perannyva sangal dipengaruhi oleh kopasits orzonisasi
terachut,

1}y Implementing Agency | Instansi Pelaksana)

Mengikuti gagaan dikomwmi politik-administrasi, lembaga vang paling
ptoritatif  vntuk  mengimplementastion kebijukan  adalah  eksckutf ataw
pemerintah. Selain ckgekutif dalam  perkembangannya, organisasi vang
erlibat  dalam implementasi  kebijakan  publik  semakin  hari  meloas,
implementasi juga melibatkan legislanl {DFRE/DPRD), dalam konteks viang
lebih luas, keterlibaian DPR/DPRD dolam implementast kebijukan dilukukan
dalam hentuk sosializazi terhadap berbagal kebijakan atan program yang
dibuat oleh pemerinizah.

Idealnva anggota fegislatil menvosialisasikan berbagai kebijakan atau
program it kepada konstituen, haragpannya para kenstituen akan lebih pabam
tentang subtansi kebijakan dan menjadi akses vang lebih untuk di muliki guna
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mendapal manfaal atas berbagan kebijakan vang akan diimplemnentasikan
pemeningah.

Dan juga sekior swasta memiliki peran penting  dalam membantu
pemenntah mengimplementasikon berbagal kebijakun mereki. efisensi cam
kerja sector swasta, kualitas 508 vang mereka miliki, kecepatan adopsi
erfadap berbagai perkembangan seknologi sering menjadi Aasan mengapa

sekbor swasta menjodi dalam fmplemeniing agency.

I} Kapasitas Organisasi Untok Tnvplenent asi
Mendelinisikan kapasitas organisasi sebhagal kesatian unsur organisasi
vang melibotkan: (a) Strukir; (b) Mekamsme kema atou koordinasi antar unit
vang terlibat; {c) Sumber daya manusia yang ada dalam organisasi; (d)
Dukungan finansial serta sumber dava yang dibutuhkan organisasi
Agur tujuon kebipkon dapat tercapal dengan baik mako  kapasitus
organisasi yang melibatkan keempat unsur tersebil harus dalam kondisi yang
optimal dan saling mendukung antara smu dengan vang lain,
d. Strukiur Organismsi
Seperti welah dikemukakan babwa suay wjuan keldjakan seringkali
kompleks, lums dun implementasmya melibatkan lintas sektorul dengan
karakternys wang demikian maka proses implementas:  kebijakan
melibatken banyuk sktor, organisasi. bahkan level pemenntahon yeng
berbeds beda. Banvak pakar memberikan delinse mengenai strukior
organisasi, strukiur organisasi merupakon sistem hubungan  formal
antara  fugas - dan wewenane  yvang  mengendalikan seria
mengoondingsikan sumber dava untuk mencapai wjuan,

Dobam  implementas  kebijukan  struktur  orgamisast merupakan
wiadah atau wihany interaksn di mana para pelugas, aparat, bimkrasi
ptan  pembat vang  berwensng mengelols  implementast  kebijakan
dengan berbagai kegiatannya. Proses pembentukan strukiur organsasi
didosarkan pada dun aspek penting, vainn seberapa jouh kehutahan
untuk melakukan diferensiasi dun scherapa mendesak perfu melakukan
integrasi, Bemtuk struktur tentunya akan dipengaruhi oleh adanyva tujuan
schpah kebijukan abaw prograom vang dumplementasikon,

Strukiur - organisasi  untuk  implementasi sualu kebijakan  juga
sepingkali barus  mengakomodasi keberadaan  asisiance  sewcrire,
merupakan struktur yang dibentuk sebagai tambahun atau bantuan
diluar - strukiur  organisesi vang ado, vang dibed mandst  untok
mengimplementasikan kebijakan. Struktur bantuan biasanyva diperlukan
ketika orgamsass vang diberi mandat untok  mengomplementasikan
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sty kebijakan belum terlalu Familiar dengan persoalan vang berkaitan
dengan kebijakan yang harus dumplementasikan-nya, miﬁaln}'n WIRILY
berkaitan dengan substansi kebijakan, imstromen vang epal omtuk
memecahkan musalah, keberadion kelompok susarandsbh:

Tim Kerja

Selain swrukoor, unsur SNV dakim sebaah organisasi dimakpai sebagii
faktor penggerak organisasi. SDM dolom organisast. tidak  hanya
dipahami sebagai individu-individu akan tefapi senngkall menpakan
sebush tim kerja (feamiork). Baik pada organisssi publik maupun
swasta, ditumul uniuk memperhatikan cksisiensi g ork, Robhins
dan Judge (207 mengemukakan bubwe kamktenstik sebuah rearmwerk
adalah: memiltk tujuan kolektit, bersinergl secara posinit, akuntabilitas
secara  pribadi maupun  muieal, dan a:liln'j.'_a skl wang  bersifat
komplementer di antard sesama anggotanva. Lebih lanjur dikatakan
bahwa model tim kerja vang efektil terbentuk dan beberapa unsur,
vaitu: konteks, komposii, desain kena dan proses.

Jumlah SDM vang Dimiliki

Jumdah DM vang dimalibs oleh organisasi yang diben mandat untuk
mengimplementasikan suam kebijokan akan mempengaruhi kKapasinas
oreantsas] tersebut dalam menjalankan misinyva untuk mewujodian
fujuan organizasi (Coggin et, Al L9, Perkembangan teknologi vang
mampu  menunjng  pelaksanaan  pekerpan,  terotama teknofo
imformasi saaf ind jugd akanosangal mempengaruhi ukuran tentang
umlah SDM yvung dipedukon oleh suat orzanisasi.

Kesesuaian Tujuan Individ u/Personal dengan Pesan Kebijakan
Subah saiu tyjuan kebigakon dimeksodkan uniuk melakukon perabahan
tentang berbagat hal yang bersifat lebih baik. Perobahan tersebut dapat
saju haoye berupa hal-hal vang sedechana. misalnva tentang penubahan
perilaku penggunaan bahan bakar untuk memasak vang digunakan oleh
miimah tangga-rumah tangea miskin perkot@an vaiu dan minvak wanah
menjidi gas melalur tmplementast progum konverst minvak tanah.
Perubahon vang ingin dicapai oleh suam kebijakan menvangkut hal-hal
vang bersifat mendasar yang  berkaitan dengan milai-nilan dan
kepercayaan yang divaking oleh masyarakar,

Komitmen dan Kompetensi Personal  untuk  Melaksanakan
Implementasi

Komitmen dan kompetenst merupakan dua persvaratan penting yang
hamas dimiliki oleh persomel vang diberi mandat untuk mencapai tujuan
kebijokan dolam implementssi, Komitmen merujuk pada kesungguhan
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sporang personel uniuk menjalankan ugas vang diberikan Bepadanes
dengan sungguh-sungeuh, memilike motivasi dart dakm -di:rin];a umntuk
menpiliankan  mgasnva  dan menggunakan  segdla polensi  yang
dimilikinya ontuk mencapai hosif sebagaimanas dibsbankan oleh
organisasi terhadap personel tersebut. Komitmen akan menghasilkan
putput kerja vang naksimal ketika para personel tersebun memiliki
kompetensi atau keahlian unik menjalankan uges vang didelegasikan
bersebut.

. Pengalaman Kerja dan Senioritas

Pengalaman kerja dan senioritas vang dimiliki oléh para persongt juga
menjadi salabh ssiu kuncy keberhasilan  organisasi dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan. Juga mempakan modal penting
sebab para pegawai yvang memiliki pengalaman kerja yang psinjang
et saja memidiki kBeterlibatan lebih banvak  dalam
mengimplementasikan berbagm kebiakon.

Koordinasi dan Interaksi Antar Aktor
Jenis  implementost vong menggunekon strukwr omuld ergonisas

memilikl konsekuensi bahwa koordinasi antar unit organisasi dan aspek kerja
samd antar akor menjadi sangat penting. Koordinasi uga merupakan sebagai
proses pemaduan sasaran dan kegiatan dan unit-unit kerja yang terpisah untuk
dapat mencapa tujuan orgamsas secam efeknf, (" Toole dan Montjoy { 1984)

mengemukakan tiga faktor pendukung untuk terjadinya koordinasi yang baik
dalam mplementasi, yaitu: aflionty. commoir inferest oo exchonge. Yang
berguna untuk mendukung proses memadukan berbagal kegatan i unit-unit
kerja wang bedaman.

Interaksi merupakian sebuah proses sosil vang dilaksanakan antar akooe

di dalam implementasi kebijakan.
a) Proses Implementasi dengan Menggunakan Mekanisme Kerja

Menguiub { Pooled)

Proses implementasi vang bersifat mengutub ini terjadi ketika suatu
kebijukan dalam proses mplementusinya melibatkan banyuk organisas
idepartemen/lembaga’dinas) dengan satu kelompok sasaran tertentu
dengan  melibatkan  banvak  organizasi. Namun,  masing-masing
prgantsas] vung terlibat dalam mplementas: bodak saling tersmtung
antara satu dengan yang lain dalam melakukan delfvery mechoniam atas
keluaran-keloaran kebijoken vang mereka hasilkon kepada kelompek
RANETIL.




b Proses Implementasi Dengan Mengeunakan Mekanisme Kerja
Sequentiol
Proses implementast yang menggunakan mekanisme kenja yang bersita
sequeeniial terjadi ketika dmplementasi suarn kebijakan melibatkan
banvak organisasi dengan kelompok sasaran terfentn. Dalam proses
implementasi ersebol terjadi hubongan saling kelersanungin aniar
satu organisasi dengan organisasi vang kin karens slogika  kerja
implementasi vang bersifar berarutan didasarkan pada relasi input-
culput, vaitu outpul organisasi periama akan menjadicinpul organisas
vang kedun, demikian seerusnyn  sehingga implementasi  suatu
kebijakan akan sangal dipengaruhi kerja sama selumh organisast yang
terhibat datam implementasinya.

¢l Proses Implementasi Dengan Menggunakan Mekanisme Kerja
Reciprocal
Proscs implementasi menggunakan mekinisme kerja vang  bersifat
reciprocal erjadi ketika implementasi suatu kebijakan mefibatkan
beberapa  organisasi  dan  wniuk dapat menjalankan wgas  mercka
masing-masing  organisasi akon  menghoasilkon  cuipar yang  akan
menjadi input bagi non-organisast yang bun, namun pada titik terientu
proses tersebut akan terbalik ketika input vang telah di proses tersehuot
akan menghasilkan outpul yang akan digunakan sebagal mpul bagi
nrganisasi vang sebelumnva memberikan inpat.

B. Peran Birokrat Garda Depan dalam Implementasi Kehijakan

Kimerja implementasi kebijakan paling tidak dipengaruhi oleh empat
foctor fundamental, yaitu; (i) kebijakon iw sendin yang berkaitan dengan
kualitas dan  tipolom  kebijakan  yang  diimplementssikanc(ii) - kopasits
organisasi vang diberikan mandat untuk mengmplementasikan kebijakan;
(i) kualitas SOV aparatur vang bertugas mengimplementasitkan kebijakan,
(iv) kondisi lingkungan =ocinl, don politk di mona kebijakan (ersebut
diimplementasikan (O Toole, 1986},

Selama imd asumsi vang digunakan oleh para ilmuwan admindstrasi
publik adalah sebagai berikul; ketika suatu kebijakan felah diumwskan dan
wgas-tugas untuk  menpmplementosikam kebijakan temcbut telah
didisteibiisikan Kepada semuon aporat dakam berbagai level pemerintahon maka
tjuan kebijakan di asumsikan akan dipahami secam baik oleh seluruh aparat
vang terlibat dalam implementasi kebijakan tersehut, Konsckuensinya, aparat
byircek riasi diharapkan akan menjalankan ugasnya dengan bak sesuai dengan
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kemampuan yang mereka miliki uniuk mencapai wjuan kebijakan yang clah
ditetnpkon,

Akan fetapi asumsi para ahli adminisirasi publik tentang’ implementasi
kebijakan tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Apabilisenu apara
mampu memahami twjuan kebijakan dan kerja sesuai dengan promosi mercka
masing-masing tentu akan febil banyak implementasi kehijakan yang bethasil
dibandingkan dengan yang gagal. Realitis yang terjadi adalah scbaliknva;
banyak implementasi Kehijakan vang gagal dibandmzkan vang berhasil,
Kepagalan tersebut sebagian terkait dengan tidak dipabminya tujuan
kehijakan secara baik oleh para implementar

Implikasi dan kurangnyva pemahaman para implementar terbadap tujuan
kehijakan  adalah  pada  saat  kebijakan adalah poda sast  kebijakan
diimplementasikan kemodian  muncul permasalahan vang terkait demgan
imterprets (e kebijakan vang kurang tepat, Selaig adanva Kesalahan vang
difakukan oleh pars  aparat  dolam memohami tujoan kebijakan yang
berimplikasi pada kegugalon implementasi, permasalahan lain yang sering
muncul adakah adanya beberapa wjuan-kebijakan yang salimg bertentangan
artars sam dengan yang lain,

[} Hirokrat Garda Depan dan Penyvampaian Informasi

Agar implementasi suatu kehijakan memperoleh hasil yang optimal,
maka masyarakat vang menjodi  kelompok  sasaran  perdu  mempenoleh
imformasi yong memadoi tentong kebijakon vong akan ditmplementosikan
terzebul, Penyampaian informas fentimg susiu kebijokan dalam implementasi
sering disebut sebagai sosialisast. Sosmlisas) dapat dilakukan dengan berbagni
bentuk, yaitu: (i) tatap muka langsung, (i) melalui media cetak dalam bentuk
selebaran, pengumuman, stiker, ndveriorial di media cetak, (i} melalui media
elektronik seperti TV dan Radio, (iv) melalui media iniernet. Jika pamadigma
lama memandang bahwa sosmlsas: bertujuan untuk memberitahukan apa
vang akan dilakukan obeh implementar dalam implementasi suatu kobi jakan
dengan berbagai cara dengan menggunakan  berbagai medin. Sedangkan
dalam com pomdang sang bary zosialisasi vang tlerbaik adalah melibatkan
kelompok sssarsn dalam proses perumusan kebijakon veng akan berimplikasi
ferhadap mercka, Secara feoretis paradigma konsubfasi publik akan memberi
mamg bagr keberhosilan implementas: yong lehih besar dibanding dengan
paradigmm sosialisasi, Sosialisasi kebijokon sangat penting wniuk mendukung
agar implementasi dapat berjalan dengan baik hal ini dikarcnaken kebijakan
akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda bagi masyarakat,




Prodtas (1979) seperti dikwiip okeh Kim (20010:17) mengemukakan
habwa ada tga tpolegi birokem gards depan bedkoiton dengan penyampaian
mfommasi kebijakan vang dilakukan, vaitu;

. Rup presy formarion daerecucran, Birokrat vangacrmasik ke gori
ini adalah mercka vang jostu menyvembunyikan sebagian infommasi
vang sehamsnya disompaikon kepada kelompoek 2osaran.

b Provide incdeguate  information furreaucrats. Bimoknit: garda depan
fipe i adalah Birokran vang dalam menvedmkan informasi kepada
kelompok sasaran dilakukan dengan tidak lengkap sehingga kelompok
searmn kurang memiliki pemahamon vang Komprehensif tencing mjoan
dan manfast kebijakan yang dapat membuat Eclompok  sasaran
mengalami kebingungan.

o Provide supportive informadion burreagerars, Birokrat garda depan iipe
ini adulah vang paling ideal, Dalam menjalankan tugasnya para birekmt
memberikon  informasi secarn memadai, akumat, dan adil kepada
masyarakut vang menjadi kelompok sasaran kebijukan.

Di samping tipe birokrasi, keberhasilan sosialisasi kebijakan masih
dipengarube bebersps Gktor lain. Salah setonys adalah “diskresi™, vartu
keleluasaan para bivokrat garda depan untuk membual keputusan tentang hal-
hal vang berkuitun dengan sosislisasi sesuai dengan situesi dan kondisi di
lapangan, Diskresi vang diperdukan dalam kegiatan sosialisasi  eroiams
pendisinbusian  informnst msaloya terka dengan metode  penvampaan
minmmasi yang digunakmn (fatap muks atau menggumkan medis cetak dan
elekronik ) dan bahasa yang digonmakan. Bahaya yung akan muncul dengan
dilakukannya diskresi dalam penvampaian informasi vang menyebabkan tdak
lengkopoya pemahaman kelompok sasaran tentang kebrjokan adalah: satu,
ketidak lengkapan mformase mengakiatkan kelompok sagaran tidak terlibat
secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan/program. Kedua, akibat lan yang
fehih serms dard penvampaian informast vang kurang memadai  adalah
kesulahpehaman atan mizs-informasi.

Apgar sestalisasi dapat dilakukan dengan baik, oleh karenanya periu ada
prinsip-prinsip (pandusn  tendang  informasi paling minimal  yang pedu
disampaikan kepada sasaran kebijakan) yang hams dipmuhi oleh seorang
birokmt, vaty: tujuan progrem, manfoot progmom. persyamtan masvicakeat
untull memperolch akses terhadap program tersebut, mekanisme pelaksanaan
werid partisipast masyarakal, kendala-kendala atan dampak vang mungkin
muncolesrategs unik mengatasi kendala vang tenadi.
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TUGAS LATIHAN

I. Sebutkan dan jelaskan tipologi birokral garda terdepan menomt Prottas (1979)
wang dikutip oleh Kim (3010:17)!
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Bigaimania  proses lmplamentasi  dengan medggunakan . mekanisme  Rerja
reciprocal!
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Lo ) Nup press inforsiadion bureeaderars . Birokrat yang termss sk Rategort ing
ndalah mercka yang  jide menyvembunyiken  sebagion  informasi  vang
seharuenya disampaikan kepadn kelompoek sosaran,

b Proveidde inadequaie dformaiion burreancrais. Birokral garda depan tpe in
adalah birokrat vang dalam menvedizkan informasi kepada kelompok sasann
dilakukan dengan tidak lengkap schingga kelompok sasaran kurang memiliki
pemithaman yang komprehen=il entang wjusn dan manfaal kebijokan yvang
dapat membaal kelompok sasaran mengalanu kebingungan.

o) Provide suppoeive mfovmanion barrvascrars, Biokral garda depan tipe ini
adalah yang paling ideal, Dalam menjalonkan tugasnva para  bigokraet
memberikom infommast woora memadai, skoorat, dane odil kepada masvarakat
yang menjadl kelompok sasaran kebijakan.

1. Proses implementasi menggunakon mekonisme kerjo yong bersifat eeciprocal
h:r'urJi ketak i|11|:||.ﬂ|1'henlu.-::i ity El..-hi.i'.ﬂu.n melihatikan I:ui:-emF.l |:|r5u:|1.ie-:aﬁi tlin
uniuk dapat  menjolankon tuges  merncka oosmngomesng  organisasi akan
menghEmsilkan outpin yang akan menjodi input bogi nom-organisasi yang ladn,
namury pada Litik ferteniu proses ersebut aken erbalik ketiko ingot vang welah i
prosas tersebul akan menghasilkan outpel yang akan digumkan sebagai input bagi
o riniEas yang sebelumnys membertkan inpot




RANGELUMAN

Selain eksekutif dalam perkembhangannva, organisasi yang tedibat
dalom implementus: kebijukan publik semokin bar meluas, implementas: juza
mehbatken  legislanfl (DPR/DPED, dadam konteks wang  lebih luas,
keterlibatan DPE/OPED dalam implementas: kebijakansdilukukan  dalam
hentuk sosialisasi erhadap berbagai kebijakan atau program yang.dibuat oleh
pemerintak.

Kapositas Organisast Untuk Implementazi Mendefmizikan kapasitas
orgartisasi sehagal kesatuan unsur organisasi yang melibatean: (a) Struktur;
() Mekanisme kerja atan koordinasi antar onit vang terlibaty () Sumber daya
manusa vang ada dalam orgianisasi. (d) Dukungan Timansial serta sumber daya
ving dibuivhkan organisasi

Struktur organisasi untuk implementasi suatu kebijakan juga seringlkali
harus mengakommodast keberaduan aclsrance sfrecire,. merupakan struktur
vang dibentuk sebaga fambahan atau bantuan diluarsiukive organisas yang
acn, yong diben mandot untuk mengimplementasikan kebijakon, Struktur
bantvan biasanyva diperlukan ketika organisesi yang diben mandast ontuk
mengimplementasikan  suatu kebijakan  beham  tecfale familiar  dengan
persealan yang berkaitan dengan kebijakan vang harus diimplementasikan
nya, misalnya yang berkaion dengan substansi kebyakon, mstrumen yang
tepat untuk memecahkan masaloh, keberadaan kelompok sasaran dsb.
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VII.
Monitoring Kebijakan

A,  Monitering |Pemantauan)
. Pengertian Moniniring

Monitoring merupakan kegiaton untok melakukan evaluasi techadap
mplementasi kebijakan. Selain i, pemantauan menpakan prosedur analisis
kehijakan puna menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekvensi
dari kebijakan-kebijakan publik, Pemantavan memungkinkan analis untuk
menjelaskan hubungan antum operasi kebijokan dan hasil-hasilnya, Peran
prondtoring adulah untuk mengenali dan mengevaluasi perkembangan yang
erjadi akiba andakan vaim mengenali apakah pelaksamaan tindakan sesuai
dengan rencana tmdakan dan apakah telah terjadi peningkatan dengan adanya
tin-;lillr.a (Widiyat, 2006}

Pemantauan  bermaksud memberikan  pernyataan yang  bersifa
penandaan {designative) dan oleh karenanva tenutama berkepentingan untuk
menctapkan  premis-premis fokiual tentang  kebijukan publik. Sementarn
premis fakual dan mn‘iis nifai selalu berubah, dan “fakia”™ sema “nilai™ ito
mter-dependen, hanya rekomendast dan evaluast yung tegas didosarkan pada
premis nilat, Pemantatan menghasilkan pernyatasn yang bersifat penandaan
sotelah kebijakan dan program disdoepsi dan diimplemeniasikan,

2. Twuan dan Moniforimg.
ag ﬁ'lar_;uga 'ag&r kebijakan vang sedang duimplementasikan seswu dengan
© ujuan dan sasarannya.
b. Dapat menentukan kesalshan sedini mungkin schingza mengurangi
risike Yang lebih besar,

Bl
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Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila  hasil
maritoring mengharoskon unk i,

Dt dan Informasi untuk saomitoring
Monitoring membutuhkan data dan informasi sébagai “bahan untuk

melukukan penilaion terhadap proses implementasi kebijakan, Data dan
mfnrmasi tersebut bisa didapat melalui metode antara i

i

4.

Metode Dokumentasi, vakni dari berbagal Taporan keglatan, seperti
laporan tahunan'semesteran/bulanan,

- Mesode Survei, seperangkat instrumen pertanyif disiapkan sebelum

melakukan survel, tojuanmya menjaring datsdar stokeholders, erutma
kelompok sasaran.

Metode Observasi Lapangan, mengamati data gmpiris 1 lapangan dan
bertujuan uniuk lebih meyakinkan dalam membuai penilaian tentang
proses dari kebijakan.

Metode Wawancarm pada pura stakeholdery, pedoman wawancars vang
memnyakan berbagal aspek jﬁaﬁ;-.he:huhungan dengan implementasi
kebijokan perdu dipersiapkon,

Metode Campuran, misalnya antam metode dokumentasi dan survei,
atan metode survel dan gbservasi, atau dengan menggunakan ket
atan bahkan keempat metede di atas (lihat Bryvant dan White, 1987,
Fovis Groap Discusson (FGD), melakukan perternaan dan diskusi
dengan patn slakeholder yang bervariasi. Dengan car demikian maka
berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalu
eresseterk data dan informasi dari berbagai sumber,

Konsep Dasar Maonitoring

Adapun pansip-prinsip meniforing schagal berikui:

i

2

B

Meunimoring harus dilakukan secard tems-menerus

Meptitoring  harus menjadi umpan  balik bagi  perbaikan  Kegiatan
[MOZ LT OFERNISESET

Menitoring harus memberi manfaat baik terhadap orgunisasi maopun
lerhadap pengguna produk ataw layanan,

Mevritonring harus dopat memetivass staf dan sumber days lmnnva untuk
herprestash

Mgnitaring harus beronentasi pada peraturan yang berlaku

Meiitorivg harus objektif

Mewnitorirg harus berorientasi [pada tujuan progrim
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Jenis Mondforing

Ada berbagai jenis momiroring kebijakan yaiiu;

i, kepatuhan (complianee) adalsh jenis monitaring umﬂ"'ﬁg;éi{hm

fingkat kepatuhan implementor werhadap standar dan prosedur yang
telah ditetapkan,

. Pemerikzoon (guditng) odalah jenis soniforing un[gii_"‘l'ngl_iﬁht sejauh

mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran,

. Akuntasi (aceownting) adalah jenis moniorbg, dntuk mengakulkutasi

perubahan sosial dan ekonomi yang tenadi mj;ﬁ.ﬁ diaplikasikan suatu
kehijakan,

. Eksplanasi {explanation) adalah jenis momitoring gntuk menjelaskan

pdanya perbedaan antars hasil dan tujuan ketagakan.

&, Pendekntan Manitoring
Dunn. mengidentifikasi ady empat jenis pendekatan dafam melakukan
i foring .

2, Akuntasi  sistem  sosial,  adilah pendckatan  wesiforiig  untuk

mengethui perubahan kondisi sosial vang objektif dan subjektif dasi
waktu ke walktu.

. Eksperimen sosial, adalab pendekatan moniiaring uniuk mengetaha

pembahan sosial yang :t-r:rjndi dakim sualu kelompok eksperimen
dengan cors membandingkan dengan kelompok komirol.

. Akuntasi sosinl, adalph pendekatan moniforing vang berisahn untuk

mengetahui  hubungan antam masukan, proses, keluaran/hasil, dan
dampak.,

SEtem nsel dan pmkiik, adolah  pendekotan  mesdtoring vang
menerapkan kompilasi. perbundingan dan pengujian secar sistematis
terhadap hasil=hasil implementiosi kebijakan publik di masa lampan.

B.  Pendekatan dalam monitoring
Pendekatan dalom seonfiering tersebut akan dimengert dari dua istilah
utama, vakni:
|, Jenis-jenis Pengendalian,
Pendekntan pemantavan dapat  berbeda  dalom  pengendalionnya
fkontrol) atas tindakan kebijakan. Hanya sam pendekatan (vokni

kg'p:ﬂtmmta.u sosial) yang secarn langsung mengontrol masukan dan
gpm “kebijakan, Pendekatan yang lain “mengontrol”™ masukan dan
proses dengan menentukan setelah tindakan berapa banyak variasi hasil
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kebijakan yang merupakan akibat dari  masukan dan  proses,
dibandingkan dengan faktor eksternal (exrancons) vang tidak secara
langsung berkaitan dengan tndakan kebijakan.

Tenis- jenis Informasi vang Dibutuhkan,

Pendekatan pemantauan dapal pula berbeda mentinn iffarmasi vang
mereka perfukan. Beberaps pendekatan (vakni eksperimentisi sosil
dan auditing sosial) mengharusian :ﬁkunq:u]kujh;:i Tnformasi han,
Akuntansi sistem soskal dapat saja tidak membutuhkan informasi baru
semacam  ini. sedangkan sintesis nset-praktik mendasarkan  dini
sepenuhnya pada informasi vang tersedia saja (fidak usah menggali
data).

B2

TUGAS LATIHAN

I. Apa yang dimaksud dengan miosdiorfay kebijakant
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2. Sebutken dan pelaskon jenis-jenis menioring kebijakon!




Hﬁu[\.‘lN (KUMNCE JAWABAN)
I. Monitering merupakan kegintan untuk melakokon evalupsi terhadapFmplemienta s
kebipahon, Selun iu. pemantavon merupakan prosedur mﬂjhtsm SLina
menghasilkan  informasi tentang  penyelab  dan konsekuensic dan j‘.;ﬁjuhin
keebijakan publik. Pemamtauan memangkinkan analis untuk Tenjel S8an hubungan
antara operusi kebijukan dan hasil-basiloya, Peran  mesdioriegs adalah oniuk
mengenall dan mengevaluss perkembangan yang terpadi @kibip, indakan vaitu
mengenali apakah pelaksanaon tindakan sesuai dengom rencana tindakan dan
.ni:aﬂl. pelal berjadi peninghuan dengrn adanyu tindakon W uiara.l.l 20008,
1. Aula berbapi jemis morioning kebimkan yai b
a. Repamhan (eomplionce] adalaly jends seariiorieg uriﬁ-n'n:m:mukm thngkat
kepaimhan implementor werhadap standar dan preﬂliur y:ui “elul ditetaplan.

b, Pemeriksoan (aradifing) adalsh ji.'.:TIE mrlr:h-mng m.;:m:lﬂut sgjauh mina
LI.D'I'“".‘L'FI.‘IE}'E.I |13|: PEI.I:.'H.I'“‘I HI‘I‘T’EE FiIh EE]?&%EIFEH.IHII

c. Akuntasi  (eceeanring)  adalale jenis il:tﬁm’.!.r:-ﬁnﬁ untek  mengakalkutisi
perubahun  sosial dan ekonomi  vang lﬂy.l.l setelah dilmplikasikan soatu
kehijakum,

d. Blsplanasi (explonarion) adalah jenis moniioring muk menjelaskan adanya
perbedoan antaras hosil dan fujoan kebijakan.

RANGRUMAN

Peran monitoring  adalah wntuk  mengenali  dan mengevaluasi
perkembangan  vang tegadi  akibar tindakan  vaitn mengenali  apakah
pelaksanaan tindakan sesual dengan rencana tindakan dan@@pakah telah terjadi
peningktun dengan adanya tndaken Widayati. 2008}, Data dan Informas
untuk moenitoring. Monifaring membotuhkan data dan informasi sehagai
hahan @iiuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijalan.

Pemantanan  bermaksud  memberikan  pemyataan  yang  bersifat
penandann {designative) don oleh korenanva terutoma berkepentingan untuk
menctapkan premis-premis faktual tentang kebijakan publik. Sementara
premis fakhal din p'ehiii-' nilat selaluy berubah, dan “fakta”™ serta “nifai”
interdependen. hanva rekomendasi dan evaluasi yang tegas didasarkan pada
premis nilal, Pemantsuan menghasilken pernyataan yang bersifut penandaan
setelah kebijakin dan program dindepsi dan diimplementasikan.
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Manajamen Evaluasi Kebijakan Publik

A, Pengertian Evaluasi Kehijakan Publik

Kebijakan publik adalab sea tndakan yvang tentu saja tdak mudah,
terutamd  karena pada  akhirnyva  kebijpkan  publik  akan  mengatur,
mengendaliknn dun mengikat mosvarnkol. Sebagal produk  perundang-
undangan kebijakan publik diharapksn menjadi sarana untuk menjamin
kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakal . melindungiymengayomi hak-
hak warga Negara, Proses pembuatan dan pelaksannan kebijakon publik tsdak
siji memedukan rasa tonggung jawab vang tinggi dan pemerintah tetapl jug
partipasi masyarakat, Ini penting agar kebjukan vang dibasillan oleh
pemerintah benar-benar sesvai dengan keinginan dan kepentingan masyarakal,

Bila kebijakan dipumdung schagan suniu pola k.v:gj.ilal vang mengikat
musyarakat, maka dalam kebyakan publik hams terdapot ev@pus: kebijakan
ving merupakan, @hap akhir dalem proses kebijakan. Pada dasamya,
kebijakan publik dijalankin dengan maksod ferenid, uniuk meraih (ujuan-
fwjunn fertenty vang berungkot dan mosalsh-masalah vang telah dirvmuskan
sebelumnva,

Evaluasi cdilakukan karena tidak semuoa program  kebijakan  publik
meraih hasil vang diinginkan, Seringkali erjadi, kebijakan publik gagal
meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnva, Demgan
demikianseviluas: kebrjukan ditujukan uniuk melithat sebob-sebab kegagulan
suatd kebijakan untuk mengetahui apakah kebijakan poblik telah diglankan
meraib dampak vang diinginkan
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Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai keglatan yang
menyangkul estimasi aiou penilaian kebijokan vang mencakupsubstansi,
implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kehijakan dipandang
sehagiggeegiatan fungsional.

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan ‘dapol dibedakan ke
dalam dua wgas vang berbeda. Tugas pertama adokah unfok mehentukan
konsckuensi-konsckuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan
cara menggambarkan dampaknya. Sedanghan tugas kedua adalah untuk
menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan beadisarkan s tandar
utan kriteria vang telah ditetopkan sebelumnya

1
B. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik
Jamesg@nderson membagi evaluasi kebijakan ke dalan tiga tipe.

| Evaluasi kehijakan dipshami sebagai kegiatan fungsional
Bila evaluasi kebijukan dipahami m:hugafﬁgjm fungsional maka

evaluasi kebijakan dipandang schagai kegiatan vang sama pentingnya
dengan kebijakan itu sendir. Pa’?&ﬂnhuﬁ kebijakan dan administrator
sefaly membaot pﬁ‘[lmhnngnu-gmmmhmgun mengenal manfaar ata
dampak dari kebijakan-kebijukan, program-program  dan  proyek-
proyek.  Pemtimbangan  imi - banyak mﬂm:nﬂxn kesan  bahwa
periimbangan tersebut didasarkan pada bukte vang tempisah-pisah
dipengaruhi  oleh ideclogi, kepentingan para  pendukungnya  dan
kriterin-kriterio lainnyn,

Tipe cvaluasi

Tipe evaluasi ini memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau
RO P - PO m :;hmm Tipe evalunsi seperti ini berungkal dan
peranyaan-pertnyvasn  dasar vang menvangkut: apakah  program
diladsanaken dengan semestinya? Berapa  bmyanya? Siapa wvang
menenma  manfaat  (pembayaran  aftau  pelayanan) dan  berapa
jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atou kejenuhan dengan TR
program lain? Apakah ukuran-ukuran dosar dan prosedur-prosedur
secara sah diikuti?

B-angan mengeunakan  perianyaan-perfanysan seperti i dalam
melikukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan
A program-program maka evaluas dengan tipe seperti ini akon lebih
membicarakan  sesuatu mengenal  kejujuman  ataw  cfisiensi  dalam
mielaksanakan program. MNamun  demikian,  evalwasi  dengan
m.nn_ggumﬂmn lipe  seperti ime mempunyval  kelemaban,  yakini
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5
kecenderungannya  uniuk  menghasilkan ﬁﬁln‘mﬁi yang sediki
mengenal dampak sua program ferhadop masyaraka
Tipe evaluas: kehijakan sistemiis.
Tipe ini secara komparatif masih diangeap batu, wtapi sklir-akhir ini
telah mendapat perhatian yang meningkat dan paripeninat Kobijakan
publik. Evaluasi sistematis melihat secara objektii progem-program
kebijukan  vang  dijaleokan  wnuk  mengukur Hﬁi}ﬂkh:m bagi
masyarakat dan melihat sejauh  mana tjuan-tejuan vang  telah
dinvatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evalugs) Sistefatis diarahkan
unmk melihar dampak vang ado dan sustu kebi?ﬂm,dmgan berpigak
pada sepuh mana kebijakan tersebut menjawab kebutwhan  atau
masabah masyarakat
Langkah-Langkah Dalam Evaluasi Kebijakan Publik

Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan morgin kesalahan yang

minimal beberapa  ahli mengermbangkan langkah-lungkah -;Iulum'l.mlu&si
kebijakan, Salah satu ahli tersebut adalah Edward A. Suchman. Suchman
mengemukakan enam Iangkah dulam emluﬁﬂwij:jmn. vakmi

1.

Mengidentifikasikan tujuan program yang akan dievaluasi

Analisis terhadap masalah,

Dieskripsi dan standarisasi kegiatan .

Pengukuran terhadap un,gf&hn perubahan yang terjadi.

Menentukan apakah perubahan vang diamati merupakan akibat dari
kegiatan tersebut atau karena penyebab yang luin.

Beberapa indikator untuk menentuknn keberaduan suatu dampuk.

.

Mlasalali= Masalah Dalam Evaluas] Kebijakan

Evaluasi merupakan proses vang momit dan kompleks. Proses ini

melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu yang terlibat
dalam proses evalussi Kerumitan dalim proses evaluasi juga karena
melibatkan kriteria-krteria vang ditunjukkan untuk melakukan evaluasi. o
berarti bahwa kegagalan dalam menentikan kriteria akan menghambat proses
evaluasi yang akan dijalankan. Anderson  mengidentifikasikan  bahwa
setidaknyi enam masalah yong akan dihadapi dakam proses evalunsi kebijakan

1, mpmﬁmn atas tujuam-tujuan kebijakan.

Tﬁuﬂi}ﬂtﬂjum program vang disusun untuk menjalankan  kebijakan
M.snﬂ Jjelas. Bila tujuan-tujoan dan suatu kebi pkan Gdak jelas atan
tgr=ebar, webagaimang seringkali terpadi, maka kesuliton vang timbul
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adalah menentukan sejauh mana tujuan-tujuan tersebut telah dicapai,
Ketidokjelosan tjuan Bassnya berangkat dari  proses’ penetapan
kehijakan. Suatu kebijakan agar dap:ln'ltcﬁplmn biasanyi berangkat
dari proses penctapan kebijokan. Suatu kebijakan agar dapat ditctapkan
biasanva harus mendapatkan dukungan dan suatio kodalisi mayoritas
@k mengamankan penetapan kebijakan.

. Kausalitas. _

Variabel selanjutnya vang harus mendapat péhatian di dilam evaluasi
kebijakan adalah  varisbel kausalitas. Bila mg evaluator
menggunikan evaluasi siematik unmk mdnkumuﬂm terhndap
program-program  kebijakan, maka i hars rimumknn buhwa
n'mhdhan—p':mhahan yang terjadi dalame kélidupan nyata  hamns
disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan, Kesimpulan vang dapat
digmbil dari kenvatann seperti ini adilsh npaﬂiu saiy tindakon A di
ambil dan kondisi B berkembang . maka nﬂiﬂigcm otomatis hubungzan
schab-akibat terjadi. Sesuntn mungkin timbul dengan atau tanpa suatu
tindakian kebijakan.

Dampak kebi jakan vang menyebor

Paida waktu kita membahas mengenai dampak kebijakan di bagian luin
bah ini, kita menpenal ape yang dimaksud sebagai ekstermalitas ata
dampak yang melimpah (extermalities or spoilover effects ), yakni suatu
dampak wvang ditimbulkan aleh kebijakan pada keadaan-keadaan atow
kelompok-kelompok selaim mereka yang menjadi sasoran atau tijuan
kebijakan. Tindokan-tindakan kebijakan mungkin - mempenganhi
kelompok-kelompok lain selain kelompok-kelompek  vang  menjadi
ssmarnn kebijakan,  Suvatw progrom . kesejahteraan mungkKin
mempengaruhi Gdak hanya kelompok masyarakat miskin, tetaps jugs
kelompok-kelompok masvarakat lain seperti, misalnya pembayar pajak.
pejabat-pejabat pajak, masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah
VAL mmbnmnr:rimu keumungan-keuniungan program kesephieroon,
Kesulitan-kesulitan dalam memperoleh data

Sebagaimuna teluh dibicarakun sebelumnya. kekurangan data statistik
dan informagi-informssi lain vang relevan barangkali akan menghalangi
pam evaluator unuk melokukan evilvas kebipkon,  Model-mode]
ekonometri yang bisss digunokan oniuk mersmalkan dampak  dari
pengurangan pajak pada kegiatan ekonomi dapat dilakukan, tetapi dat
yang Cocok untuk menunjukkan dampak yang sebenarnya pada

ﬂ;ﬂm:mu sulit untuk diperoleh.




3. Besistensi pejabat
Evaluasi kebijakan atau sering disebui sebagai analisis kebijakan, vakni
suatu pengukuran terhadap dampak kebijakan atan sesuaty yang duim,
mencakup pembuatan pertimbangan-pertimbangan -mengenal manfaat
kebijakan, Definisi seperti benar jika evaluator addlah scorang penelin
universitas  vung berpikir sangat  objekiii  dalam™ memperoleh
pengetahuan. Sementara itu badan dan para pejabat program akan
memberikan perhatian mereka terhadap kemwwngkinan konsekuensi-
konsckuensi politik vang mungkin timbul danaddnys Kebijakan, Jika
hazil-hasil tidak menunjukkan “benar™ menurn pﬁugm mereka dan
jika hasil-hasil menjadi perhatiaon para ‘pembuat| keputusan, maka
program, pengarle atau - kKarier mmﬂﬁh akan  terancunm.
Akibatnya para pejabst  pelaksana. program  akan  mempunyai
kecenderungan untuk tidak mendorong atoy meremebkan studi-studi
evaluasi, menolak memberikan dat atan fdek menvediakan dokumen
vang lengkap
f. Evaluasi mengurangi dampak

Berdasarkan alasan-alasan terenmu, sudm evaluasi kebijakan vang welah
dirampungkan mungkin diabaikan atou d:if:ﬂl: dengan alasan bahwa
evaluasi tersehut Bdak direncanskan dengan baik, data yang digunakan
tidak memada, atan penemuannya tidak didukung dengan bukti yang
mevikinkan, Hal ini]u]i'jrmg mendorong  mengapa suatn  evaluasi
kebijokan  vong telah  dilakukan tidak mendapat  perhatian  yang
semestinya bahkan diabaikan, meskipun evaluasi tersebut itu benar

5
. Perubahan Dan Penghentian Program Kebijakan

Puda dmarnya suate evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sejanh
mana  program-progam  kebijukan  yung  telsh  dijalinkan mampu
menyelesaikan masalah-masalah publik. Ini berarti bahwa evaluash ditujukan
untuk melihat sejaul mana tingkar efektivitas dan efisiensi suatu program
kehijakun dijalankan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Efekiif
berkenaan dengan cara yang digunakan unmk  memecahkan  masalah,
sedangkan efisien menvangkut biava-biava yang dikeluarkan,

Perubahan  kebijukan dan penghentian kebijakan merupakan tahap
selonjutnya seielah evaluasi kebijakan, Setelah masaloh-masalah kebijakan
timbul dan kegagalan-kegagalan program kebi jakan diidentifikasi, maka tahap
.Lela.njutn_'r'a dalanm lingkaran kebijakan {policy ovele) adalah  perubahan
kebijakan atauy penghentian suatu kebijakan. Namun demikian, tentunya tidak
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semnua kebigpkan akan menimbulkan masalah dan gagal meraih dampak vang
diinginkan, Oleh korena e, rekomendasi vang m'@nn pdalah  erus
menjalankan  program-program kebijiken  tersebut. l'iZJ.'lnlzlsq!r g;g:uﬁ:m]
kebijakan {pedicy change) memjuk pada penggantian kebﬂak&ﬁnﬁlﬂah
adi dengan satu ateu lebih kebijakan yang lain. Perubaban kebijakan ini
meliputi pengambilan kebijokan barn dan merevisi kebijakon j’hﬂ,ﬁfﬁah adi.

TUGAS LATIHAN

I. Setmukan langkah-langkah evaluasi kebijakan poblik  meourot Bdward AL
Suchmon!

b 8 000 e o e e i 3 1 01 1 ¢ T
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Ii-'g[{.‘i.hl (KUNCLIJAWABAN)
. Untuk melskukan evaloaci vang baik dengan margin kesaluhan yang minimal
beberapa ahl uwlgcml:uughnn lungkah-langkah nlam evaluasi kebdjukan. Salah
sty ahli tersebit adalah Edward A, Suchmem Suchman mengemukiakin enam
langkah dalam evaluasi kebijakan, vaka:
s Mengidentifikasikan mwjuan program yang skon dievalussi
- .ﬁnlﬂl.'_l.qjl;grlﬁ:llp maszilab.
= _Deskripsidan standarisasi kegiatan.
-.f Peng terhad ap tingkatan perubahan vang terjadi.
IW!{B!‘I apakuh perotahan yang dinmoti meropakan ikibat dari kegiatin
atay karena penyebab yang lain,

r 4 1-! Beberaps indikador untuk menenivkan keberadaon susto dampak
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. Karena tidak semua program kehijakon publik meraib hosil yang: 'i;iunglnkﬂn
Sl::rutghh terjadi, Bobijakan publik gagal mersih maksod atan wjosn mmhll‘l
ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kefhijakan ﬂ_jtu_]h_ uniuk
melihat  sebab-shob  kegapalon sty kebijakon  untuk - lmpg'aiﬁui ,ﬁ:nllmh
kebijakan poblik telah dijalankan meruh dampak yang r]:ﬂb.nkaw L
eviluasi kebijakan dapat dikstakan sehagar kegiafan vang rl'h!"ﬁﬂm bt estimast
atay penilaien kebijpkan vang mencakup subezansi, implemsengasi Hmn.mp.al
Drailivm bl ind, evaluasi kebijpkan dipanding sebapni kt!g!nﬁl'l ﬁ.mgﬂ:nn] Mlennnu
Logtar dan Stewant . evaluasi kebijakan dapar dibedakan ke dalam dua tugss yang
parbeds, Tugas periama adalsh antok menentukan tqg'ﬁeﬁﬁa konsekuensi @pa
yang ditimbulkan aleh suate kebdjokan dengan cara mrﬁﬁmﬁ&kﬂn clampaknya.
Sedangkan tupas kedun adalah untuk menilai keberhasilan #tao kegagalan dan
suain  kebijakan berdesarkon sandar mou  kritera ]ﬂgﬁ telah diterapkan

sebse lunurya

RANGRUMAN

Kebijakan Publik Kebijukan publik adalah sustu tindakan vang tentu
sija fidak mudah, terotama karena pada akhirmva kebijakan poblik akan
mengatur, mengendalikan  dan mengikat onasvarakat. Bila  kebijakan
dipandang sebagai sunty pola kegiotar@ang mengikal mosyarakat, maka
dalam kebijakan publik harus IEIi!:;IkBﬂH]L'IiEi kebijakan vang memupakan
tahap akhir dalam proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan
ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan untuk
mengetahui apaknoh kebijakan pnb]i!: telah dijalankan mernihEampak yang
diinginkan. Langkah-Langkah Dalam Evaluasi Kebijukan Publik Untuk
melakukan evaluasi vang baik dengan margin kesalahan yang minimal
EBberapa ahli mugem]:nn_ghn langkah-fangkah dalam evaluasi lebijakan,
Bila seorang evaluator me:lggunﬂcan evilunsi sistermaiik untuk melakukan
evaluasi terhadap program-program kebijakan, maka ia hams memastikan
hahwa pr:mhahmrp:n.d:ml‘usn vang feradi dalam kehidupan nvata  harus
dischabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan. Dampak kebijakan vang
menyebir Padd waktu kita membahas mengenai dampak kebijakan di bagian
lain bab mi, kita rﬁ:'ng;:nill apa yang dimaksud sebagai ckstemnalitas atan
dampak yans melimpah (externalities or spoilever effectsy, vakni suatu
dampak j'mg ditimbulkan oleh kebijakan pada  keadaam-kecadaan  atan
kelompok-gglompok  =elain merekn vang menjadi sasaran atau tujuan
keb:iluu istensi pejabar Evaluasi kebijakan atau sering disebun sebagai
h.m]m:]ﬁulmm vakni suatu pengukuran terhadap dampak kebijakan atau
seauafu, vang lain, mencakup pembuatan  pertimbangan-pentimbangan
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1
mengenai manfaal kebijakan. gw]uau.i mengurangi  dampak Bérdasarkan
akasan-alasan terentu, gtu evaluasi kebijakan yang selah d'i'm;:gungka.n
mungkin dimbaikan atau dikritik dengan alasm bahwa evaluasi terschut tidak
direncanakan dengan baik, data vang digunakan tidak memadai, atau
penemuannya tidak didukung dengan bukti vang me yakinkan.
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Analisis Kebijakan Publik

A, Kerangka Analisis Kebijakan
#  Definist Analisis Kebijakan Publik

Menorut Willian M. Dunn (20000, Maolisis kebijakon publik adalah
suatu disiplin ilmy sosial erapan vang menggunakan berbagai macam metode
penelitian  dan  argumen  untuk menghosifkan  dan  meniransformasikan
mfnrmasi yang relevan dengan kehijakan vang digunakan dalam lingkungan
poelitik fedentu untuk memecahkan masalah kebijakan.

Menurut Weimer dan Vining (1998), Analisis kebijakan publik adalah
eviluasi  terhadap  phiematif-obernaif  kebijakon  dengan  menggunakan
heberapa kriteria vang refevan untuk memperaleh altemanf kebijakan vang
terbuik untuk dusulkan menjafi dndakon kehijakan.

Ericson {19707 merumoskan  analisis  kebijakan publik  sebagai
penyelidikan vang berorientasi ke depan dengan menggunaknn sarana yang
optimal untuk mencapaizerangkaian tuuan sosal vang diinginkan

Muka dopat distmpulikan babwa onalisis kebijakan publik adalah sustu
sudi sistematis yang dilakukan para analis kKebijakan dengan menggunakan
berbogal  memde  pengkojian  don areumeniasi onuk menghasilkan  dan
menransformasikan infomasi-informasi kebijakan dengan cara menemitkan
alernatif-aliematif  pemecahan masalah  kebipkan publik. Jadi  analisis
kehijakam publik lebih metupakan nasihat atan bghan pertimbangan pembaat
kehijakan publik vang berisi tentang masilah yang dihadapi, tugos vang mesti
ditakukan oleh organizasi publik berkaitan dengan masalah tersebat, dam juga
berbagal altematif kebijpkon vang mungkin bisa divmbil dengan berbagai
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penilaiannya  berdasarkan  tujuan  kebipkan, Analisis  kebijakin  publik
bertujuan memberikan rekomendas unuk memban para perobuat kebijakan
dalam wpaya memecahkan masalah-masalah publik. i dalam analisis
kehijakan publik terdapat informasi-informasi bedaitan. dengan  masalah-
masialah publik serta argumen-argumen tentang berbagai-alternatif kebajakan,
sehagai bahoan pertimbangan otau masukan kepada pihak pembon kehijakin,

Tujuan analisis kebijakan vaiu untuk menvedigkan mformasi vang
dapat digunakan oleh pembuat Kebijakan amuk membuat penilaian vang
beralasan dalam  memumuskan  solus atay  pemecaban masalah  ferhadap
masalab-masalah vang seding erjadi

#  Benurut  Suwharno (20000 313 kerangkse kebijakan  publik  akan
ditentukun oleh beberapa varmabel dibawah i, vaitu:

I. Tujuan vang akan dicapal, hal imi mencakup kompleksias tujuan yang
akan dicopai nantinva. Apuabila mwjoan kebtjukan semakin kompleks,
maka semakin sulit mencapal Kinerja kebijakan. Sebaliknva, apabila
tujuan kebijakan zemokin sederbana. moka untuk mencapuinyva jues
semakin mudah.

Preferensi nalan sepertt apa yang porlu dipertmbangkan.  Suatu
kebijakan vang mengandung berbagai variasi nilai akan jaoh febih sulit
untuk dicupai dibanding dengon suatu kebijukan vangz hanva mengejar

ra

satu nila,

3. Bumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan
ditenmukan oleh sumber dayva finansial, material, dan  infrasookor
baxi v

4, Kemompuon sktor yong terlibat dalam pembuatan kebijukan, Kualitas
dari suatu kebijakan gkan dipengarubi oleh bualias aktor kebijakan
vang terlibat dalam proses  penetapan kebijakan, Kualitas tersebut
ditentukan oleh  tmgkat pendidikan, kompetens: dalem  brdangnva,
pengiloman kerja dan 1nfepniss moralnya,

A. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan
sebagdinva, Kinerja dari suaiu kebijakan akan dipengarubi oleh konieks
sosial,  ekomomi, moepun  poliik  wempat  kebijakan  tersebut
dipmiplementasilkan,

fi Strafegi vang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi vang
digunagkan  uniik  mengimplementasikan  suatu kebijakan  akan
mempengaruhi kinerje suatu kebijakan. Strategi vang digunakan daped
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bersifal top/dowsr approach  alau  belfom  approacs, olefiter  atau
demnkratisg.

Benmuk-bentuk analisis kehijakan yiim:
. Analisis Kebijukan Prospektif 0
Analisis kebijakan prospektil berups produksi  dan gransformusi
informsasi sebelum aksi kebijakan dimwlal dan dimplementasikan
cenderung mengadi ciri cara beroperasi pardekinom, Analisis sistem
dan peneliti opernsi. Analisis kebijokan prospeknil merupakan sunt alat
untuk menyinesiskan informasi untuk dipakai dalam merumuskan
akternatif dan preferensi kehijakan yang dinyatakan secara komparatif,
dirnmalkan dalom bobasa kuantitatif dan kuslitatif sebagm landasan
atau penuntun datam pengambilan keputusan kebijakan.
. Analisis Kebijokan Retrospektif
Analisis  kebijakan mmwn]ujadijul.:ﬁ.un sebagai penciptaan dan
reansformasi informasi sesudah kebijokan diambil, mencakup berbagai
tipe kegiatan vang dikembangkin.oleh tiga kelompok analisis:
i) Analisis yang berorientasi  pads disiplin (discipline  oriented
analysis) kajian murni berdasarkan disiplin ilmu. Analisis kebijakan
yang beroriemasi pada disiplin jarang menghasilkan informasi yang
secora  langsung bermanfoot wntuk merumuskan pemecahan atas
measalah-masalah kebijakan, terutama karena variabel-vanabel vang
paing relevan bagh pengujian teori-leorn ibmigh wmum juga jareng
dapat  digunakan  okeh  pembuoar  Kebijakan  uniok  melakukan
manipulast kebipakun,
Analizis vang bernrientasi pada masalah ( prebiem orienred analvsts)
kajian  sebab dan  konsekuensi  kebijakan terhadap  masalah
kebijakan.  Mencrangkan  scbab-sehab dan konseckuensi  dani
kebijukan, dan kurang menarub perhation pada pengembangan dan
pengujian teari-teon yang dismggap penting di dalam disiplin flmu
sosial lebih menarh perhatian pada dentifikasi variabel-varabel
yang dopal dmanipulast oleh pora pembust  kebijukan  untuk
mengatasi mazokah. Analisis vang berorienmsi pada masalah jamng
menyvajikan mformast mengenal tufuan dan sasaran kebijakan vang
spesifik dan para pembuat kebijakan, terotama karena masalah-
s lah prakiis yang dianalisis bigsanya bersifal umum
ch Andlizis vang berorentasi pada aplikasi (appficonon  orlesred
analyvet) {Kagon implementast kehijakon sampai pada scjauh mang
ewfcome  dan manfaat kebijakan, concern terhadap pencapatan

b

—
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wjuan  dan objekiil dan policy  mabers  dan  sfokeheldersh
Menerangkun sebub dun konsckuenst kebijakan dun program publik,
tidak menaruh perhatian terhadap pengembangan dian pengajian
teori-teon dasar. Tidok hanva menaruh perhatan pada vanmabel-
variabel kebijakan tetapi juga melakukan identifikasi tojian dan
sasaran kehijakan dari para pembuar kebigakan dan pelako Kebijakan
informasi mengenal tujuan-wjuan dan sasaran kebijakan memberi
londosan bogi pemuntonan dan evalungs bosidl kebipkan yeng
spesifik, vang dapat digunskan oleh para pruktisguniok merumuskan
masalah-masalah  kebijakan, mengembanzkan abicenatif-alicrnatil
kebijukan  baru, dom  memckomendssi  amh tmdakon untok
memecahkan masalah
Analisis Kebijukan yang Terintegrasi
Analisiz kebijakan vang terimiegrasi amgrupakan bentuk analisis yang
mengembingsikan kan  gava operasi paga prakiis vang  menacuh
perhatian pada penciptaan dan transformazi informasi sebelum dan
sesudah  tindakan  kebijakan dinmbil.  Analisis  kebijukan  vang
terintegrasi tidak hanya mengharuskan para Analisis unmk mengaitkan
ahap penyelidikan refrospekiil dan perspektf felapi juga menuniul para
Apolisi= unfuk  secara ferus-menerus omenghasilkan dan
mentransformasikan informast sctiap sant, Analisis vang lerintcgrasi
bersifat ferus-menerus, berulang-ulung, tanpa vjung paling tidak dalam
prinsipmyva, Analsis dapat memulal  penciptaan dan  transformis
informasi pada setiap titik deei lingkaran analisis baik sebelum acau
sesudah aksi.

Tugas-tuzas analisis kebipkon vanu:

. Membanty  memumuskan cam untuk mengatos: stow  memecahkan

muasalah kebijakan publek.

Menvediakan nformasi  enftang  apa konsckuensi  dari - aliernatif
kebijukon,

Mengidentihikas: 1su don masalah kebijakan publik perlu menjud
agends kebijukan pemerintah.

MMeningkatkan kualitas kebijakan vang dibuai okeh pemerintah

Tipe-tipe mformasi yvang relevan dengan gEfijakan yaiu:

P dnformazi (entang masalah kKehijakon adalah ndlai, kebuiuhan  acao

ﬁ?«gnwtnn yang belum  ferlaksana atou  ferpenubl yang  dapat




2)

4

ditdentifikasi melalui tindakan publik. Pengetahuan mengendi masilah
apa vang memerlukan pemecahan membutubkan informash mengenai
kondisi yvang mendahului permasalahan (sebagai cmmhﬁ&u;,ﬁlah
menyebabkan kondisi pengangguran) maupon  mengenai® infoom asi
tentang nilai (sebagai contoh sekolah yang lebih baik atankesempatan
kerja penuh) vang pencapaimnnyn dapat mendumng-pm:}elemi;mn
permasalahan.

asa depan kebijakan adalah konsekuensi dagi serangkaian kegiatan
nilai-nilai dan karena ity merupakan penyelesoian ferthadap suatu
masalah kebijukan, Informasi mengenad komdisi ying  menimbulkan
masilah adalsh sangal penting dalam mengidentifikesi masa depan
kebijakan. Namun informasi semacam ing-hiasanya tidak memadai,
masa lalu tidak dapat terulang kembali, dan nilai sendiri seiap saat
berubah, Uniuk itw onalisis horus ‘memusaiken pechatiannva pads
penciplaan  informasi tenting mass  depaneyang bukan merupakan
“pemberian” dan siuast vang ads  sckarang. Untuk menghasilkan
informssi semacam ini diperfukan sualu kreativitas, wawasan dan api
vang banvak disebur sebagai “inwizi”, “pandangan” stau “pengetahuan
vang samar’,
Aksi kebijokan adalah suatn tindakan atau serangkaian tmdaken yvang
dirancang atas dasar suaty alternatif kebij@gn tertenty untuk mencaps
hazil-hasil  yamg  lehih diinginkan i maesa depan.  Untuk
merekomendasikan  suaiu .I}:IEtljnijnﬂ-m.n1 peniing  untuk  mempunyai
informasi tentang konsekuensi positif dari tindakan berbagai aliernatif
vang berbeda, termasuk mengenai hambatan-hambatan yang politis,
legal, dan ekonomis dari suatu tindakan. Juga merupakan sua hal
vang esensil ontuk menoetahu altematif tindokan atan aksi mana yang
sesuni dengan dasar evaluasi. vang memeriukan infromasi mengenai
alternatif kebijakan yang mana yang bernilar dan mengapa. Oleh karena
it informast eniang tindokan kebijakan dihasilkan dengan meramalkan
fan  mengesalunsi  konsekuensi  dari  tindakan  yang  harapkin,
Pendeknya, rekomendasi  kebijakan mensvaratksn  peramakin  dan
evalus
Hasil kebojakigl adalah konsekuens: atan akibat vang mvata dan aks
atay tindokon GRbijakan, Konsekoensi doari oksi kebijakan tidak dapsi
segara. penuh  dinyatakan atan dikcuhui ketika  tindakan-tindakan
sedang Berjalan, juga tidak semuoa konsekuensi tindakan vang teramati
diinginkan atau ter-antisipasi. Analisis kebijakan dengan  begitu
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menghasilkan  informasi  tentang  tindakan-tindakan  baik  sebelfum
maupun  sesudah  ededi. Dengan kata lain  infermasi - men genai
konsckuensi dari alternatif tindakan bersifat ke depan atau Keggplakang.
Kinerja kebijakan adalah besamva derajat atan pcnwuﬁ'dimﬁ hasil
kebijakan vang ada memben komtribusi nilai-nilai, Dalam” realitas
masalah-masplah  kebijokan  vang  jarang  “terpecahlan” sebagian
masalah perlu dipecabkan ulang, dirumuskan kembali atan “rak
terpecahkan”, Untuk mengetahui masalah telah feratasi, feratast ulang
atau tidak teratasi tidak hanva memerlukan-informast tentang hasil
kebijakan, juga penting sekali unruk diketabui apikah hasil kebijakan
ini telah memberikan kontribusi stau sumbangsih terhadap pencapaian
nilai-nilai yang sudah ditentukan. Informasimengenai kinerja kebijakan
dapat digunakan untuk meramalkan masa depan kebijakan atau
menyusun ulang masalah-masalah kebijakan.

Prosedur, Metode dan Kelsaran  (ProdokTlasil) Analisas
Kehijakan

Prosedur Analisls Kebijakan

Dalam pembuatan kebijukon terdapyt prosedur vang hares dilewati agar

suat kebijokan dapat disusun dandiloksanakan dengan baik. Kebijokan yang
dimupculkan sebagal sebuah keputusin terdebibh dahule melewatn beberapa
mhap pentng. Yamg monda songat diperlokan sebagai upasa melahirkan
kehijakan yang haik dan dapat diterima sebapni sebuah keputusan. Adapun
pre@felur-prosedur terschut antara lain:

2

Perumusan  masalah (definisi) menghasilkan  informasi  mengenai
kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan,

Peramalun {prediksi} menyediakan informasi mengenai konsekuensi di
miasi mendatang dari penerapan altematif kebijakan.

Rekomendass (preskrips)) menyediakan informasgmengendl nilai atan
kegunaan relotif dari kensekuenst di masy depan dari suatu pemecahan
masalah,

Pemantauan  (deskripsi) menghasilkan  informasi  secara  inform asi
lentang konsckuensi sekarang dan masa lalu dar diderapkannya
altematif kebijokan,

Evaloasi yE)z mempunyal nama sama yang dipakai dalam bahasa
schart-har menvediakan mformasi mengenad nilad atau kemumaan dan
Konsekuensi pemecahan atau mengatasi masalah.




:'_.

Metode Analisis Kebijakan
Metode analisis kebipkon publik adalah prosedur vang relatif yvang

berstfat umum untuk menghasilkan dan memindshkan informas yang relevan
depgan  kebijakan  dalaim  berbagai konteks. Beberapa, metode  analisis
kehijakan vaitu;

i)

b

)

Merumuskan masplah-masalah kehijakan

Perumusan masalah merupakan langkah awal dafam pembuatan suatu
kehijakan publik. Perumusan masalah dapatomembants menemukan
asums-asumsi - vang  fersembunyi,  mendiagnosis | penyehab-
penvehabnyid,  memelkan  Tujuan-ujian  vieg.  memungkinkan
memadukan pandangan-pandangan vang bertentangan. dan merancang
peluang-peluang  kebijakan yang baru. Memmuskan masalah dapat
dikatakan tidak modah karena sifat dari masalah publik yang bersifat
kompleks oleh sebab jw lebih baik dalam merumoskan masalah
mengetahui lebih dulu memahami karakterstik permasalahannya.
Peramalun masa depan kebijakan

Peramsalan atau Jorecasting suatoometode untuk membuat inform asi
fakival eotang sivssi sosial masa depan aas daser informasi vang
telah ads tentang masalah kebijukan. Peramalan kebijakan baik
tidasarkan pada eksploitasi, teord atan penilamn indformat €, mempunya
eberaps fwjuan peniing, Pedama yang paling penting, peramalan
menyediakan informasi ientang perubahan kebijakan di masa depan dan
konsekuensinye. Tujuan dar peramalan mirip dengan tejuan dan
kebanyakan riset cksakia maupun sosial, sejauh kedua riset ini berusaha
ik umiuk  emabamd mavpun uniuk  mengendalikan lingkungan
manvsia dan mederial, Perfimbangan  afas nilai-nilai  mase  depan
mungkin dapatl mengganti disiplin ilmu tradisional yang menekankan
predilsi atas dasar nilai-nilai moasa lalu seda masa kini yang
menentukan masa depan,

Rekomendasi aksi-oksi kebipkan

Metode dnalisis kebijokan dari rekomendasi memungkinkan analizis
menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkuaion aksi di masy
mendatang untuk  menghasilkan konsekuensi vang berharga  bagi
mdividu, kefompok, atan masyarakat seluruhnya. Metode rekomendas
meliputi transfommazi informasi mengenal kebijakan di masa depan
kedalam  informasi mengenal  aksi-aksi  kebijukan  vang  akan
menghasilkan keluaran vang bermilai, Untuk merckomendasikan suatu
tindakan kebijakan khosus diperlukan dengan adanyva miommasi tentang
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konsekuensi-konsekuensi di masa depan sefelah dilakukannya berbagai
altematif indakan. Sementara i membuat rekomendazi Kebijakon juga
menghamiskan kita membuat alternatif mana yvang paling baik dan
bagaimana slasannva. Oleh karena im metode analisis kebijakian dari
rekomendasi terkait erat dengan persoalan etika dan moral .

db @mantavan hasil-hasil kebigkan :
Pemantauan merupakan metode analisis kebijakan guna menghasilkan
infornsasi tentang penvebab dan konsekuensi dari kehijakan-kebijakan
publik. Pemantauan memungkinkan para analisis untt® mengelaskan
hubungEwn nlarn operasi progrm  dan hasil-hagil kebijokan. BMaka
pemantauan sumber informasi utama teatang implementasi. Untok
sehagian, pemantauan hanyvalah stkah lain bag usaha mendeskripsikan
dan menjelaskan kebijakan publik. Jadi. pemantavan merupakan cara
untuk membuat pernyvoman yong sifataya pengelasin entang tindakan
kechijakan di wakio lalu maupun sekarang.

el Mengevaluasi kinerja kebijakan
Evaluazi kinena kebijakan mertpakan evaluasi terhadap ketentuan-
ketentuan vang elah disepokar oleh pihak -pihak rerkain dan ditetaplan
pleh yung berwewenang uwntuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk bagi setiap osuhs dan kegiatan apamtur pemecintah ataopun
masyarakal agar tercapsal kelanci@l) dan keterpaduan, Dengan adanya
eviluasi maka aken diketabui keberhasilon atau kegagolan sebaih
kebijokan, sehinggn secara normatii okon  diperoleh rekomendasi
apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu perbaikun sebelum
dilanjutkan atau babkan harus diberhentikan.

¥ Reluaran prodok/hesil Analisis Kebijalan

Produk/hasil analisis kebijakan adalah rekomendasi opsi keputusan atag
desain kebijakan cpublik. Hal ini berarti bahwa produkihasil Kebijakan
merupakon nosihal atau petunjuk operasional 1entang bahan pengambilan
keputusan publik bagi pengamhbil  keputsan. Oleh karena i, analisis
kebijakan  haruslah  disujikan secora jelas, singkat, padat, lengkap dan
saksama, Contohnya: Temtang Kebijjakan Vaksinasi Covid-19, Kenaikan
heberapa Harga - Sembako mavpun BBM (Bahan Bakar Mesin), lamngan
mengekspor CPO (bohan mentah minvak dan kelapa sawit),




TUGAS LATIHAN

I, Bogaimana prosedor kebijokan poblik dan schoikan langkah<langkab dalam
prosedur kebijakan publik!

[NTRTRPTE = B S RIS R N R SR e B s kL A kR TR R g

IRTR TR T e e T T R TR TR TR T e e e e R T TR TR TR TR TR TR e T T T T RTRTRTRTE IR TETE

AL TR I L iy i P e r e PO o, S e Ry

[ETE . TTiL., o] e NPT TRTRTLTE T

o o BRrt T | e S P B s 1l et i e o T b st L E LR TR T e

=

RS ey oot T . pe A ER R R Rt e e P e e i e e e e e e e

Jelaskan apa ving dimak st dengan analisis kebigkan poblik?
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Ralikan: (kumcl jawaban)

I. Dabom pemboptan kebijakan tercbapnd prosecdor yang harus dilewasi agar sostm
kebipkan  dapat disusn dan dilaksanakan  dengan baik, Kebdjakan yang
climusculkon sebarai sthbuah keputusan rerlehih dalalo melewnti beherapa tvhap
penting. Yang mana sangat diperlukon sebagai upaya melahirkan kebdjakan yang
baik dn dopat diterima sebagni sebuah kepotusn, Adapam prosedur- prosedur

sebun artar lain:
J Perndinasn masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-
| kundisigang menmmbulkan mazelah kebijakan,
2 n {presdiksn) men vedinkan nformast mengenal konsekuensi di masa
nienidatzng darl penerapan aliematit kebijakan.
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2 Rekomeendasi  {preskrip=i} menyediakan  infosmsasi alﬂgc_p_u.i Maidai Cofmuw
kegunsan relatif dar konsckuensi i misa depan dari suattl pemecalban
msitlady,

4.0 Pemsantavan (deskripsiy menghasilkan informias) sccare  informasi o benoang
konszkuensi sekatung dan mosa lale dan diteeapkonnys allernonf kehipikon,
.'r.}larull.m'-ii vang mempunyal nami sama yang dipekai dalam bahiss Schan-han
rruznj.ned:ial'.:n wnbormasi mgﬂlﬁ.l milar ol I::Euna.-i ilzin ml'mch.lzn:i

pemecahan nnn menzatasi masalah.

2. Analisis kebijakan publik adalah suatu studi sistemetis vang difakokan para smalis
kebijpkon dengan mengguemaban berheoal meiode penghajion dan argameatasi
uniuk  menghasilkan  dan  mentransfomasikan  infgmasisinformas  kebijakan
dengon  carn meremokon  alternatif-altermatif pemecahan, masalah kebijokan
pubhk. Jadi anabsis kebijpkan publik Jebih  mempakan masihbat amo bubon
permimbangon pembual kehijakan publik yang berisi tcmtung masalah yang
dihadapi, migas vamg mesd dilabokan olch orgamisas: publis berkaitan dengan
masaluh tersshot, dan jugEn berbagai alernobil kebijukan vang mungkin bisa
diamibal dengan berbagan penilatannye berdasarkan twpan kebijakan. Analizis
kebijakon publik berujuun memberikon rekomendds: untuk membantu - paru
pembut kebijakan dalom upays memecabkan masalabemasalah publik, D dalam
amilizis kehipkon pablik ferdapat informasi < nformasi berkaitan dengan masalahe
masalali publik sema argumen-argumen enane berbagal aliernatif kebijakan,
sehagui hohan pertimbanzan ataw masuban kepadn pihok pemboat kebijokan

RANGRUMAN

Muka dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu
studi sistematis yang dilakukan para anals kebijakan dengan menggunakan
berhogai metode  pengkajian  dan srgumentnsi untik  menghasilkan dan
meniransformasikan infomasi-informasi kebijakan dengun cara menemkan
plternatif-altematif  pemecahan  masalah  kebigakan publik, Jadi  analisis
kebijakan publik lebily mempakan nasibat atau bahan perimbangan pemhuat
kebijakan publik yang berisi tentang masalah vang dihadapi, tugas vang mesti
dilakukan oleh organizasi publik berkaitan dengan masalah tersebat, dan juga
berbagai altlermatif kebijakan vang mungkin bisa dinmbil dengan berbagai
penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan, Tujuan analisis kebijakan vaitu
untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebi jakan
untuk membuat penilaian vong beralasan dolam meromuskan selosi atae
pemecihan masalah terhadap mmsalah-masalah vang sedang tecpadi.
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Analisis Perumusan Kebijakan Publik

A, Kehijakan Publik

Kebijakan publik mengacu ‘pada kebijakan yang diambil oleh
pemerintah tentang  bagaimane menjalankan masyerokat secarn  umum.
Cokupun kebijukan publik sangot besar dan meacakup segala sesuatu mula
dari pajuk hingga pendidikan, regulasi industr, peravatan kesehatan, hibumn,
dll, Memurur Woll sehagaimana dikutip Tangkilsan (200328 menvebutkan
bahwa kebijakon publik aleh  sejumlah  aktivitas  pemeriotah untuk
memecahkan masalah di masvamkat, buk secara langsung mawpun melalul
berbagai lembaga vang mempengaruhi kehidupan masyvarakat.

B.  Sistem Penvelenggaraan Pemerintahan Negara

Sbem pemenmntohon negar menggambarkon adanye kembaga-lembaga
vang bekerp dam berjalan saling bechubungan satu sama lain menuju
Eercapainya iwjuan penyelengearaan negara, Lembaga-lembaga negara dakam
suatu sistem polaik meliputi empat mstitusi pokok. vaitu cksckuaf, birokrauf,
lemislanf, don yudikat £

Swtem  Penyelenggaman  Pemerintahan  Negara pada hakikatnys
meripakan  urnan dentang  bagaimana  mekanisme  pemerintahan  negar
dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Megari,
Stem - penyelemgraraan pemeriptehan negara bisa discbul  pula - scbagol
mekani sme hr.rkerjun:ru lembaga eksekutil’ vang dipimpm oleh presiden baik
selaku kepala pemerintaban maupun sebagai kepala negara
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Jika suatu sistem penyelenggaraan pemerintah dilibal daci elémen vang
pcdp i dalammys moka taanen alow Susunan pemerintohan berapa sug
strukiur yang terdiri dari clemen pemegang kekuasaan di dalaem negam o dan
saling melakukan hubungan fungsional di amara elemen terseburbaik secara
vertikal (Legisland, eksekutit dan vadikatil) maonpun horssontal (pemerintah
doerah), UUD 1945 tdok mengatur secars eksplisitc sistem permenatahan vang
dianut, namun dar rormagggrma konstitusi serta didasarkan pada doktrin atau
konsep-konsep, diketahui bahwa sistem pemerintahin Indonesia adalah sistem
pemenmiahan presidensial,

. Aspek-aspek vang Mempengaruhi Pelakzamgan Kebijakan Poblik
Menurut Edwants 1, pelaksanaan kebijpkan dapat diamikan schagai
hagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada di antara
fahapan  penvusunan  kebijaksanaan  doan© Bonsekpensi-konsekuensi  vang
ditimbulkan oleh kebijaksanaan terscbut {endpif. endcome}, Lebih lanjot.,
Edward III mengidentifikasikan aspek-aspek vang diduga kuat berkontribusi
paxda pelaksanaan kKebijakan, vailu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau
sikap peloksang, don strukur birokrosi, Keempot aspek mempengaruhi
pelaksanaun kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secura langsung.
dan  masing-musing  aspek saling. berpengaruh  ferhadap sspek  lamnya
(Wahyudi, 2006},
a. Kewenangan/Struktur Birokrasi
Kewenangon mempokan otoniasTlegitimasi bogi para pelaksana dalam
meleksanakan kehijakan yang ditctapkan secam politk (Afandi &
Warpa, 2003), Kewermngan m berkaman dengan sirukiur bimokrasi
vang melekat pada posisifsitratn kelembagaan atan individu sebagai
pelaksana  kebijakan. Karakienstk utama dari birokrasi omomnys
tertuang datam prosedur kerja atau Standard Operaring Procedures
(S0P dan Fragmentasi orgamisasi,
b. RKomunik:ssi
Adalah oktivitas yang mengakibatkan orang fain menginerprestasikan
sumty idelgagasan, terutama vang dimaksudkan oleh pembicara ataun
penilis melaui sesuaiu sistem vang biasa {lazim) baik dengan sinbel-
simbol, signal-signal, mavpun penfaku  {Woardham, Hasiolan, &
Minarsih, 20016,
. Sumber Daya Polaksanzan
Kehijakan hams ditunjang oleh ketersediaan sumber daya (manusia,
materi, dan metode). Pelaksanaan kebijokan publik perlu dilakukan
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sgcdra eermat, jelas. dan Konsisten. ietapi jika para pelaksana
kekurangan sumber dova vang diperlukan, maka pelakzanzam kebijakan
akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara  cfekaf. Tanpa
dukungan swmber dava, kebijakan hanyva akan mengadi dokumen vang
tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di
masyarakat, aau upava memberikan  pelavanan  pada. masyarakar,
Dengan demikian, sumber daya meropakan faktor pentmg dalam
melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya dalam pelaksanaan
kebijakan publik di antaranva: staf  vang, memadar, informasi,
pendanaan, wewenang, dan fasilitns pendukung Jaimnya (Afandi &
Warjin, 200151

Disposisi atan sikap dar pelaksana

Disposisi adalah watak dan karaktenistik vang dimiliki oleh pelaksana
kehijakun, sepertl komitmen, disipling Kejujuran, kecerdasan, dan sl
demokratis (Wahab, 20010). Apabily pelaksana kebijakan memiliki
disposisi vang baik, maka dig diduga kuat akan menjalankan kebijakan
dengan baik. schaliknyva apabila-pelaksana kebyakan memiliki sikap
plau corn pandang vang berbeds depgon maksud den arah dar
kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut
tidak akan efektf dan efisien. Disposisi atan sikap para pelaksana akan
menimbulkan dukungan atay hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan
ergamung dori keseswiian kompetensi dan sikap dori pelaksanaan,
Karena im, pemilihan dan penetapan personalin peloksana kebijakan
dipersyaratkan  individu-individu  yang memiliki kompetensi - dan
dedikasi yang tepal pada kebijakan vang telah ditetapkan {Afandi &
Woarjio, 2000 5).

Asas-Asas Umum Penyelengearaan Negara

Asas-asas umum penyelenggaraan negara melipati:

L

BE

Azps Kepastion Hukum adalah asas delam negara hokom yang
mengutamakon fandesan peraturan perumdang-undangan, Kepatutin,
dan keadilan dulim setinp kebijakan Penvelenggara Negara.

Aszas Tertib Penvelenggaraan Megara adalah  asas vang  menjadi
londasan  keteraturan,  kesclamson,  doan keseimbangan dalam
pengendifian Pensvelengegary Megar

Asas  Kepentingan  Umwom adalah asas vang  mendahulokan
kerejahteraan umum dengan cara vang aspiratif, akomodatif, dan
selektif.
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4. Asas Keterbukaan adafah bahwa Eﬂgﬂdaan Tanah untek pembangunan

dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarmkar untok

mendapatkan informasi yang bedeaitan dengan Pengadaam Tanah.

Asas Proporsionalitas adalah asas yvang mengutamakan kwiim'l:_l:angau

antara lsk dan kewajiban Penvelenggam Negara,

B, Asps Profesionaliins adoakih nsas vang mengutamakan keahlion vang
berlandiskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan
ving berlaku.

7. Asas Akuntabifitas adalab asas vang menentukan bahwd setiap kegiatan
dan hasil akhir dari kegiman Penyelengeors Negam harus  dapat
diperiangpungjawabkan  kepada  masvartkat atad rkyvat  scbaga
pemegang  kedaulatan tertinggi  negaraeosesual dengan  ketemtuan
peraturan perundang- undangan yvang berlaku.

[y

Penyelenggara negars g1 dalam menjalankom tugas koewemsanganny
dalam mencipiakan iklim ke pemerintahan vang baik (zood governance),
Dengan mengzunakan hal tersebut sehagabacuan, maka wijuan nasional dalam
mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatin, berdoulat. adil dan makmur
niscaya akan tercapai. Yisi dan misi bemegam memupakan suat keniscavaan
untuk dicapail apabila semua penyelenggara negam menghindan perilaku
KEN sebagai akar penyebaly suliinya negara bangkit dan keterpurukan akibai
kxists yang melanda neger) ik

Akuntabilitis  kinerja nstansi  pemerniniash  Sebagai pelaksana asas
akuntabilitas, diterbitkan instruksi Presiden Momor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntahilitas  Kinerja  Tnstansi Pemerintah. Di dalam  Tnpres  tersebu
dinyatukan  bahwa dalam  mpgks  lebih menmmgkatken  pelaksanaan
pemerintahan  yang lebih berdaya guna. bersih dan bertanggung jawab.
dipandang perfu adanya pelaporen skuntabilitas kinerja instansi pemerintah
untuk mengetahul kemampoanoya dalam pencapaian visi, misi dan mjuan
organisast. Akuntabilitos Kmecp Instansi Pemermiah (AKIP) dimaksudkan
sebagai  perwujudan kewajiban swtu instanst pemernntah o unmtuok
mempertang gungjawabkun keberhasilan/kegagalan peluksanan ETHi 5i
organisasi dalam mencapai tujuan-mjuan dan sasaran yang welah dicetapkan
melalui alat peftanggungjawaban secara periodik.

En'u'ing, dengan perubahan wakiu, paradigma vang berkembang adalah
dengan t'erhitﬁ}'a Peraturan Pemerintah No. ¥ Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keoangandan Kinerja Instansi Pemerintah, i mana dinvatakan bahwa dalaim
mfommasi tambahan kevangon pemenntah pusat’dacrah wapb disentakon atau
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dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Insfansi Pemeripah, vakni
prestasi vang elah dicopai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan
ungiaran yvang ielah digunakan.

Pengungkapan informasi entang Kineija ini adalah relevan dengan
perubahan paradignsa  penganggaran  pemenndah vang ditetapkan dengan
mengidentifikas secarn jelns keluaran (outpuis) don setiap kegiaian dan hasil
toureomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut. perfo disusun suatu
sistem akuntabilitas Kineria Instansi Pemeriniah vang terintegrasi dengan
sslem perencanaan sirategks, sislem penganggaran dan gistem akuntansi
permerintal

TUGAS LATIITAN

I. Sebwikan dan palaskon ssas-asas umum penvelenggaraul negarn!
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BALIEAN: (KUNCEJAWABAN)

I, Asas-peas pmom penyelengzo roan negare melipot

1.

[

Asas Kepastian Hubum adalah asas dalam negara hubuim vang meagutiamokan
ndisan persturan perondang -umdangzn, kepatutun, don Keudilan dalam setiap
kebijakan Penyelengimra Megans,

Apps Tedib Penyelenggarsan Megars adalsh ases yang  memjocis Fund asn
keteraturan,  keselarasan,  dan  keseimbangan  dalam pi!nFTIJ..‘Ili..‘ll‘l
Penyelenggora Negara

Asas Kepentingan Urom adaleh ssas vang mendabulukon kescjalversan
wmaEm cemgian cara yang aspindf, iﬁ;mw.lmii. dan selekfifs

Asas Keterbukaan adalah bahwa Pengadaan Tanaluniok pembangunan
dilaksinakan  dengan membenkan  akees = itk Cmazsvarskal  uniuk
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan anah.

Aspy Propersionalitas adalah osas yung mepgutnmoekan keseimbangon antura
hitks clan kewajiban Penvelengean Negar, 1

Agay  Profesionalitas adalsh  asas wang  mengutimakan  keahlian yang
berlandaskan koede etk dan ketenian perataran perundang - undangan yang
berlakar.

. Asas Akuntablites adalah asasyane menentukan bbwa seoap kegiatun dan

hasil ~ akkir dari  Kegioin  Pesyelenggzarn  Megara  haros dapat
dipeninngeung jawabkon kepads masyarakad aran rakym schagni pemcegang
kedaulatan tertinggl nepara seswmi denpan keSentun peraluna peremnding-
undangan yang berlaku,

Sistemn pemerintaban negara menggambarken adanys lembaga-lembaga  vang

bekerja dan berjalan saling berbobangan setu soma lain menujo fercapainya tupean
penyelenggarsan negara. Lembaga-lembagn negara dalam suaiu sistem politik
meliputh empar institush pokok, yaitd eksebutit, birokragif, legislail. dan vodikatit.
Sistern pads  hokikatnyn merapakan  wraian entang bagalmona  mekanis me
pemerintohan negara dijalankan oleh Presiden scbhagai pemegany kekuasann
pemerintihan negara. Sistem penyelenggarian pemerintihan negara bise diselus
pala sehagal mekanisme - bekerjanya lembaga eksekutil yvang dipimpin olch
presiben baik selaku Ecpala pemeringzhan mavpan schagal kepala negara,

RANGRUMAN

Jika suatu sistem penyelenggaraan pemerintah dilibat dari elemsen yang

ada i dalammyn maka tatanan atau swsunan pemerintahan berupa suatu
strubiur vang reediri dori elemen pemegang kekwasaon di dakam negarn dan
stling melukukan hubungan fupgsional di antara clemen tersebut baik secara
vertikal {Legislatif, eksekoutif dan vodikatify maupun horzontal (Pemerintah
Dacrah). Aspek-aspek vang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik
Menurd Edwards 111, pelaksanaan kebijakan dapat diarlikan sebagai bagian
dari thapan proses kebijaksanasn. yang posisinya berada di antara tahapan

penyusunan kebijuksonann dan konsckuensi-konsckuensi yang ditimbulkan
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oleh kebijaksanaan tersebut (onred, ofconse). Apabila pelaksana kebd jakan
memiliki dizposisi yang baik, maka dia diduga kest akan menjalankan
kehijakan dengan baik, sebalknva apabila pelaksana kebijakan memialik
sikap atan cara pandang vang berbeda dengan maksad duns arah dari
kehijakan, maka dimungkimkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak
pkan efeknfl don eficien. Korena itu, pemilihan dan pensiapan personalis
pelaksuna  kebijukan dipersyvamtkan  mdividu-individu  vang  memiliki
kompetensi dan dedikasi vang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan
(A fandy & Warjwo, 2001531
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Analisis Implementasi Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bubwa implementasi
berarti pelaksanaan atau penerapan, Tmplementasi biasanya dikaitkan dengan
suptu kegistan yvong lokukan agar dopat mencapu tujuan tertentu. Kebijukan
acduluh sebuah keputusaun-keputusun vang  dilakukan oleh pejabst  vang
berwenung uniuk kepentingan-kepentingan publik yang distur sedemikian
mpa unok dilaksanakan dan dipenanggung jawabkan sebagai konsekuensi
logis dalum ondaken dan pernyataan oleh ]:H:mﬂi:rm. Menurut Van Meter
dan Voo Hom {Wahab, 2006:; 65) implementasi adaloh tindakan-tindakan
vang dilakukan oleh individu!/pejobm atan kelompok pemerintah atan swasta
vang digrahkan pada fecapainya wjuan vang telah  digariskan dalam
keputusan kebijakan.

Implementas - kebyokin puda prmsipoye adalah car agar scbuah
kehijakan dapat mencapai mjusnnva. Tidak lebih dan tdak Kurang. Untok
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah vang ada,
vty fungsung mengimplementosikon dalom bentuk program atasn mefalu
formulast kebpokan denval atoo twrunan dan kebyoken publik tersebut,
Eanghkaian implementasi kebijakan doapat diamat dengan jelas yvado dimuka
dari program, ke provek dan ke Kegiatan., Model derschnn mengadaptasi
mekanisme vang  lazim dalam manajemen. khususnva manajemen sekior
publik, cKebipkon diturunkan berupa progrum-progrum  vang  kemudian
ditununkan menjadi provek-provek, dan akhirnva berwujud pada kepiatan-
kegiatan, balk yang dilakukan oleh pemerimab, masvarakat maupun kerja
sima pemeriniah dengan masyarakat,
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Implementasi menerd Daniel A, Mazmanian dan Paul Sabatier ( 19759)
sebogaimens  diketip dalam buky  Solihin  Abdul Wahabh (2008: 63,
mengaakan bahwy Implementasi adalah memahami apa yang scnyatanyi
terjadi sesudah suam program dinvatakan berlaku atan diromuskan menapakan
fokus perhatian implementasi kebijaksanaan vakni kcjadion %ejadian dan
kegiatan-kegiatan  vang timbul sesudsh  disahkarmya  pedoman-pedoman
kebijaksonaan MNegaras yang  mencakup baik  wsaho-wsaha  untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibar'dampak nyata
paxla masyarakat slau kejadian-kejadian,

Implementas sangal penting karena tindakan yang dilikukan seielah
suatu  kebijukan  ditetapkan melalue camm agars sebuah kebijakan  dapat
mencapai tujuan ymng telah ditetapkan. Tujuan kebijokan adalah melakukan
mtervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi ity sendiri, Untuk
melibatkon wsahs dari policy makers untuk mempengoarubi Street bevel
burcaucracy (Lipsky) untuk membenkan pelavanan atan mengatur penlzko
target crup. Maka Mengapa implementasi sangal penting adalah:

. Tanpaimplementas: kebi pkan akakon bisa mewoudkan hasilnyi.

2. Implementasi bukanlah proses vang soderhana, 1etapi sangat kompleks
dan mamit.

3. Benwran kepeotingan antar aktor bak administrator, petugas lapangan,
MALPUN sasaran sering ferjad,

4. Selma implementasi seng terjadi bermgam interpretazi atas tujuan,
IAFEEE P PUR SIEC T L

5. Implementasi dipengamuhi oleh  berbagai  variabel. baik  variabel
individual maupun organisasional

6. Dalom prokeiknya sering terjodi kegngolan dalam implementasi,

T. Banyaknys kegagalan dalam  implementssi  kebijukan  telah
memunculkan kajin baru  dafam studi kebijukan vaitu studi
implementasi kebijakan.

5. Gunp menilsi  keberbosilan ataw kinerjn sehuah Kebijokan  meks
dilakukan evaluasi kehijakan

A, Intervensi Dalam Implementosi
Mizmanian dan Sebater (1983 membertkon longkah-langkoh schagai
herikuf!
. Mengidentifikasi masalah yang harus di intervensi.
2. Menggaskan tujuan yang hendak dicapai.
3. Merancang struktur proses implementasi.
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Drari beberapa hal yang harus di perhatikan dalam implementasi adakih:

. Pembenmwkan unit orgamisosi ataun staf  pelaksana upaya  untok
memahami dar tujuan kebijakan pemerintah benar-benar drw ujudian.

2. Penjabaran  wjuan  dalam berbagai  aturan  pelaksana (Srarord

Cperating Procedures atan SOP), - .

3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran
serta pembagmn tuges di antara badan pelaksana.

4. pengalokasian sumber-sumber untuk mencapabaujuan.

Tean Menurur Para Ahl Mengenai Implementasi Kebijakan, vait:

Teari George . Edward [ (dalam “Subarsopo, 21 90-92)
berpandangan  bahwa  implementasi  kebijakan alipengaruhi oleh  empat
variabel, yaibu:

) Komunikasi, vaitu kebedhasilon implémentasi Kehijakan mensvaratkan
agar implementor mengetahui apa yang haros dilakekan, di mana yang
menjadi twjuan dan sasaran, kebijpkan hams  ditansmisikan kepada
kelompok sasaran (frger groibeschingga akan mengurang distorsi
implementasi.

bl Sumber duya, meskipun i kebijakan telih dikomunikasikan secara
Elas dan konsisien, fetapi-apubila implementor kekurangan sumber
daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan
efektil, Sumber dava sersebut dupar berwujnd sumber dayn manusia,
misalnya kompetensi implementor dan sumber daya Tinansial

¢)  Dispoxisi, wdalah watak dan  karmakteristik yong dimiliki  olkch
implementor, sepertt komitmen, kejuwjuran, sifat demokratis, Apabila
implementor memiliki disposizi yang baik, make implementor tersehui
dapwt menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa vang dunginkan
oleh pembuat kebijukan. Ketika implemenior memiliki sikap atay
perspeknl yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakon juga menjadi tidak efekuf,

di - Struktur Birgkrosi,  Stukoer organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijukan memiliki pengarvh vang signifikan
lerhadap inplementas kel pkan, Aspek dan strukiur organisast adalah
Sindard Opervaiig Procedure (50P) dan fragmentazi,  Struktor
organisasl  vang  terlalu  panjang  okan  cenderong  mefemahkan
pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur bimkrasi yang
mmil dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi  lidak
fleksibsel.
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B. Faktor-Taktor vang Mem pengarohi Implementasi Kehijakan
Teon Donald 5. YVan Meser dan Carl E, Van Hom [ 1973)
Menurut Van Meter dan Van Hom (1975), ada enam vanabel yang

mempenganihi Kinerja implementasi, vaitu:

. Standar dan sasaran kebijakan,
Sumber doyva,
Hubungan antar organisasi.
Karakienstik agen pelaksana,
Disposis implementor,
kondizi lingkungan sosial, politik dan ekonormi

S

Variabel-variabel yanp mempengamhi tercapainya tojuan-tojuan formal

pixta keseluruhan proses implementasi;
. Wariabel Independen
2. Varabel Intervening
3. Variabel Dependen

Instrumen  kebijakan  adalah jstilah  yang  digunakan  untuk
menggambarkan bebermpy metnde yang digunakon oleh pemenntah untuk
mencapal efek vang diinginkon. Iostrumen kebijakan merupakan portofolio
dari cara vang mungkin untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan
politik. Pilihan dakam instrumen kebijakan harvs dipertimbangkan erhadap
fsike kehikingan dokungan darl anggoia jaringan kebijakan, Dalam banyak
mtegritas junngan tampak lebibh pemting bagi pura pembuat kebijukan (de
Bruijin and ten Hevelhop, [99%). Instnamen kebijakan juga discbut perangkat
kebijakan, yang digwnakan pemerintah dalam  osahanya  menempatkan
kebijakan  wang  berlaku, Perangkal  vang  dimiliki  pemerintah  dalam
peloksanapen kebijakan, serta dan kalangon mang pemenntah harus memilih
rasaran yang tepat dalam pelaksanann kebijakan.

Khagram nilai publik dapat dilihat sebagai cita-cita, diciptakan sebagai
prinaip, harus diskuti saar menghosilkan suam produk pelavanan publik ata
mengatur perilaku warga negora. schingga dapat memberikan arahan kepada
perilaku manajer publik. Mikai publik dapat tercapa bilamana lavanan atau
program vang dihasilkan oleh organisasi sektor pulik dapat memenubi
kebutuhan masvarakal, sehinggs semakin tinggl kepuasan muasvarakat, maka
sermikinbesar milal pubhk ving diciptakan,
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TUGAS LATIHAN

L. A vang dimiksod dengam implemes misi kebifki, coba peliskon!
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2. Sebatken vanebel yang mempengaruhi Kinerja ilm}mn-:n't:mi menarut ¥an Meter
chan Yan Hors (157517
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BALEEAMN: (KUNCE JAWABAN)

L. lmplementasi kebijoken pada prinsipnya sdalah cora agor scbuah kebijokon dapat
mencagal Injmnnya, Tidak tebib dan tidak buring . Undok mengimplemeniasikan
kebijpkan  publik, ade dua  pllihen  langkah vans  ada.  yain  langsang
mengimplementosikun dalam bentuk progrom atoo meladui formalas kebijakan
derval atau wrunan den kebijjpkan publik tersebuol. Bangkatan amglementas:
kebijpkon dapat deaman dengan jelas vata dimula dan progrom, ke proyek dan ke
Eegiatin, Moxdel tersebul mengadaptesi mekanisme yang laim dalam manajemen,
Elsusoyvie manapemen sekior publik. Kebijpkan ditimnkim  berupa progrom=
progran yhng  Kemadizn diturunkan menjadi proyek-provek, dan akhimya
Berdajud  pada  kegiatan-kegiatan, baik  wang  dilekokan  oleh  pemerintah,
rgsyarakat mavpun kerja sama pemerintah dengan masyarakal




2. Menunit YVan Meter dan Yan Hoen ( 1975}, ada enom variabel vang mempenzands
kimerg mplementas, yaiio:
1.3 Stamdar dan sasarem kchijakan
2.0 Sumber daya,
3. Huhungan nntar organisas
4.} Karakteristk agen pelaksans,
L) Ui:-qa:-mxi ||1'|r.||.r_'|'rb|:|1ll:|r.
6. Kondisi lingkangan sesial, politik dan ekomomi.

RANGRUMAN

Kehijakan adalah sebuah keputusan-keputusan vang dilakukan oleh
pejabat yung berwenang untuk kepentingan-kepentingan -;'juhiik yang distur
seclemikian rupa ook dilaksanakan dan . dipertanggung jawabkan sebagai
konsekuensi logis dalam tindokan dan pernyataan oleh p-cf:n'm]lah. Menunut
Van Meter dan Van Hom {Wahab, 2006: 65} implementasi adalah tindalan-
tindukan yang dilakukan oleh individuwpejabat stan kelempok pemerintah atau
swasta vang diarahkan pada tercapainya tojuan vang telah digariskan dalam
keputusen kebijakan: Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada duoa
pilihan langkah yvang ada, vaito [angsung mengimplementasikan dalam bentuk
program atau melalui formuolasi kebijakan derivat atau turunan dan kebi jakan
publik terschur, Implemeniasi menupat Daniel A, Mazmanian dan Paul
Subatier (1979) sebagnmmana diketip dalam buku Solithin Abdul Wahab
(2008: 65), mengatakon bobwa: Implementas edaloh memahamn apa yang
senyatunyva terfadi sesudah suat program dinvatakan berlaku atan dirumuoskan
mervpakan fokoes perhatian implementazi kebijaksanaan vakni  kejadian-
kejodian dan kegtaton-Kematon yang tmbul sesudah disahkannys pedomion-
pedoman  kebijuksnnan Negarn vang mencakup balk usaho-usnha untuk
mengaimmistrasikannya muupun untuk menmmbulkan akibatfdampak nyata
pacda masvarakal alan kejadian-kejadian, Implementasi sangat penting karena
tindukon yong dilukukan setelob svat kebijukan ditetapkan melalu corn agar
sebuah kebipkon dapat mepcapu tupon vong telah ditetapkan. Banyaknyo
kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan Kajian haru
dalam studi kebijakan vaitu soudi implementasi kebijakan,
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Kebijakan Publik vang Unggul

Keunggulan setiap Negarw/bangsa di seluruh dunia hari ini dan di masa
depan ditentukan dari fakua &pﬁkuh'ia'lmw mengembangkan dan akhirnya
memiliki, kebijpkan-kebijakan publik vang uwnggul. Senng kali dulam
percakopan kito sehari-han kita mencoba memperbandingkan kondisi negarn
kita dengan negara-negara lan, . yang biasanya kits membandingkannya
dengan negara yang lebih maju secara ekonomi dengan Indonesia, Mengapa
negars kitn kondismya seperti tnd”? Mengopa negora Lain bisa lebih mau dan
negarn kitn! Apa vung kurang dengan negara kita? Dan banyak pertanvaan
lnin vang akon muncul delaom percakapan lersebul. Dibumbue  dengan
kesadaran  kita  akin kekavaan  alam  melimpah  vang  kita  miliki,
membangkitkon rasa kesal, frustrasi, ol dan mungkin jugn cembury dengon
negaca kun,

Pada akhirnyi beberipa di antara Kita memilth untuk berkompromi dan
pesrah dengan kondisi yang sudah ada, Kesimpulan bahwa memung sudah
beginifuh adunya sering koli menjadi akhir dan percakapon terscbut. Dan
wkhirnyy percakapan tersebut tdak lebih hanve sekador curhat yung lebsh
didominas: aspek emosionul daripada sitat obpektif msional. Sehinga dengan
berlilunya wakio percakapan itu pun akan menguap fidak berbekas . Tidak ada
kesadaran dan pengetahuan baru vang timbul, Tetapi anchnya mungkin saja
besok, Jusw ot di luin hart pembicaruan tersebot teruling kembali, dengan
kondisi vang sama dan kemungkinan besar hasil vang sama

Pida dasornya secara wmum bampir setiap negara menghadapd masalah
yang sama. Tetapi dengan permasalahan vang hampir sama terscbut, idak
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semua negara memiliki kondisi yang sama pula hampir. Mengapa hal im bisa
terjadi? Temunya vang menjadi pembeds di antara negara tersebar adolah
respons  dari negars menghadapi  persoalan-persoalan  tersebut.  Respons
tersebut dipahami sebagai kebijakan publik, Misalnya, Indenesia dan pegara
fain  punya masalah  dengan  ketersediaan  energn, Negara  yang  bidak
mempunyai sumber days minyak seperti Koren Selutan, Fepang, Talwan dan
lain-lain melakukan kontmk jangka panjang 10-20 mhon dengan negan
produsen minyak, Negara vang Kava akan sumberodaya migas seperii AS,
Arab Saudi, lran menjadikan migas sebagai sengata palitik. Sementara
Indonesia menjadikan migas sebagni pendapatan umma negarn, sehingea
encrgl dikuras, dengan perkiraan 20 tahun ke depan Indongsia ddak memilbik
sumber energt vang mencukupi untuk pembangunanny i

Respons swatu negara dalam menghadapi suatu permasalaban akan
menghasilkan kondisi vang berbeds dengan pegara’ lain, Bespons tersebu
vang Kita pahami dalam bentuk kebijakan -L‘IIIP::iI membawa negara ke arah
vang lehih maju dan makmur dan dapat pula membawa ke jumng kehancuran.
Apabila kebijakan terachut adakah kebijakan vang unggul maka negara akan
dibawa ke arah vang lebih baik, tetapi apabils kebijokan tersebut tidak unggul
maka negara dengan pelan tapi pasti akan dibawa menuju  kehancumn.
Sederhananva  perbedaan kondist negara-negare. i dunia ditentukan  dan
keunggulan kebijakan vang dibasitkan negara fersebul, Beberapa negara
merespons suaiu masalah dengon melahirkan kebijakan publik yang unggul
tetapi beberopn negarn Gidak. Mengapa hal ini tegadi tenm dikarenakan
aclanya faktor-faktor penyebabnya.

A.  Kebijakan Pohlik vang Unggul
. Pemahaman Akan Kehijakan Publik

Keunggulan: suatu kebijaken  publik yang  dihasilkan tidek  dapat
dilepaskan dari pemahaman akan kebijjakan publik tersebut. Bagaimana
pemahaman kita tent akan berpengaruh pada sikap dan tindakan kit Pada
demarnya meskipun tidak terulis, dalam kebijakan publik ada dua genis alivan
atan pemahaman yaitu Koetinentalis dan Anglo-Savenis (pemahaman ini
dikembangkan dari diskusi dengan Prol, Dr. Eke Prasojo Gury Besar Himu
Admimistrus dart Universitas  Indonesing, Alimn kontimentalis  berpendapat
babwa kebijokon publik adalab hukem publik, atau bahkan ada vang eksirem
memahami kehijakan publik sehagai salah sato bentuk dari gpm publik atau
hukum tata megara, Dari sisi proses hukum adalah produk dari negara atau
P&fﬂ'ml:ah, sehingga posist rakyal atau publik lebih sebagai penenma produk
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dtay penerima akibat dan perilaku negara. Schingga pembuatan kebijakan
publik ndok mepsvaraikan pelibotan publik. Padahol kebijakan publik adalah
produk. yang memperjuangkan kepentingan publik, yang filosofinya adalah
pelititan publik sejak awal hingga akhir. U di Indonesiasebagai salah satu
bentuk terpenting kebijakan publik dipahami sebagai produk legislanf dan
eksekutifl, dengan meniadakan keberaduan publik dalam inti prasesnyva. Pada
sistem kontinental keberadansn publik cukup diwakili oleh lembaga perwakilan
rakyar aau parkemen,

Bila melihat UUD 1945 termsasuk pasca amandemennya, demikian juga
UL No. 10 tahun 2004 reminng perundang-undangan tidak menyebutkan
kebijakan publik di dalamnys. Dengan demikian UL hanya dipahami sebagai
produk legislatf (DPR atan DPRDY  danoode sahkan  aleh  eksekutif
ipresidenkepala pegara, atau kepala dacmah), Keberadaan publik tidak
memiliki dubungan secam yuridis dan formal, Pemahsman ini dapat dipahami
karena sislem politik  Indonesia  masih sangat - berorientasi pada  sistemn
kontinental, dan Belanda merupakan salah satunya.

Kelompok kedua adalab kelompok vang memabami kehijakan publik
sabpgal sebuah proses politik yvang demokeatis, Kelompok ind berisi pemikir-
Anikir anglo savoniy. Gagasan dasar kelompok ini adalah babwa setiap
omng mempunval hak dan kebehasan yvang sama. Prinsipnya sebangun
dengan egalidarimeisme vang dikembingkan dalam revolusi Prancis dan
dalam gerakan reformsi Martin Luther. Komep epalitarmar ini kelak tidak
berhenti di tingkat antae-ndivido, tetapi antar individu dan pegara, yang
aturun bersamanya (kebijakan publik) merupakan proses yang pada tempatnya
mebetakkan setiap individu masyarakat sebapai bagiannya. Sehingga dalam
ety penvusunon kebijakan publik pelibaien rakyval menjadi sesuaiy vang
wajib. Dakum hal ink kebijakan poblik dipandang sebagat perwuudan politk,
vang mana securs tidak langsung disepakati bahwa sistem politik yang ideal
adalah demokrasi. Dan demokrasi berarti pelibatan rakyat dalam  proses
politik yang tidak berheni setelah Pemilo msai, dan kemodian para wakil
rakyar bebas mendikigkan kemauarmya “ams nama kepentingon rakwat”
Partisipasi publik sdalah proses vang melekat dalom sistem politik. Dari sisi
pamdsang inilah kebijakan publik mendapatkan pemahaman vang memeadai,
dan lebib relevan vntuk diadikan s mta kelola setiap negars modem harn im
dan ke depan.

Indoncsia yang cenderung menganut sistem kontinentalis mengalami
begitu. banvak persoalan berkaitan dengan  kebijakan publiknya, tetapi
mLLnEk'm kita beranva mengapa negara-negara  eropa barat  fidak
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mempermasalahkan pendekatan kontinentalis vang cenderung fop  divn
dibandingkon  pendekaton gaglo-tavonly vang  relotive  memperiemuakan
pendekatan yang fop down dan borom op. Ada iga kemungkinan jma aham.
Pertan, kareni di negam-negara tersebut tidak banyak lagi dibust kel jakan
publik, melainkan hanya revisi kebijakan it pun jika dianggap perlu, Kedua,
ingginye kualitas aparptur publik baik di sekior eksekudf aco birokrasi, dan
legislatif atau parfemen. Kualitas di sini berkaitun dengan profesionalitas dan
integritas, Ketign proses amikulasi dan agregasi Kepentingan publik swdah
berjalan dengan bak dan mapan schingga proses Bedior ppscakan berglan
dengan sendirinya, Tanpa salah sam dari keriganya, penggunaan  model
kontinentalis berpotensi mengembangkan masalah vang kebih besar dan
mendasar dari suatu kebijpkan publik vang dikembangKannya.

2. Membust Kebijokan Publik vang Boik & Berguna

Adda banyak hal vang menjadi bahan pertimbangan dalam proscs
perumusan kebijakan, Pembuatan kebijakan publik rr:.u.:m]:lak.u.n fungsi penting
dari schuah pemerintahan. Oleh karena fia, kemampuan dan pemahaman yang
memadai dod para ahli werhadap proses pembuatan kebijokan menjadi sangat
pmlirﬂ'ugi terwujucdnya kebi jakan publik yang cepat. tepat, din memadai.

Kemampusan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan
tersebut juga harus diimbangi dengan pemabaman dani pembuat kebijakan
publik werhadap kewenangan yong dimiliki. Ada tiga weori wtama vang dapat
digunaken dalam proses pemboaten sebuah kebijakon vaitu feori eazional
komprehensif yang mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan publik
dilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan
dan uhiernatif kebijakan secara menmdai,

Teon moremental yang tidak  melakukan  perbandingan terhadap
permasalahan dan aliernatf serta lebth memberikan deskripsi mengenai can
vang dapat diambil dalam membuat kebijakan. Dan, teori mived scarming
ving  menggabongkon cantars o rasional-komprehenzif dengan  eori
imcremental, Ketign teori ini temers dalom buku kKarve Profesor James B
Anderson, berjudul Kebijakan publik Making. Selain itn, Anderson jugs
mengemukakan enam kriteria yvang harus dipedimbangkan dalam memilil
kehijakan,

Pergma nilai-nilai vang dianut baik oleh argani=azi, profesi, mdividu,
kehijakan. maupun ideoogi. Kedua afiliasi partai politik; ketign kepentingan
konstingen: keempat opine masvarakat; kelima penghormatan terhadap pihak
kin; dan keenam adakih aturan kebipkan s sendin. Selanjutnya, selain
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aspek-aspek yang sudah disebotkan, mesih ada beberapa hal vang pedu
diperhotikon dalam pembuacan kebijakan,

Para politisi harus mengetahun tentang dmo peagetahian dan pars
ilmuwan  juga harus mengetahol  tentang  kebijakan. - Schingga, terjadi
persamaan persepsi di dalam komunitas vang mana kebijitkan yvang dihasilkan
dapat dijalankon., Tidak ada bol vang bersifal pubdik. Ada banyak ragam dari
perbedaan publik vang dapat menghasilkan, membentuk sithasi mau dapat
dibentuk dari isu-isu berbeda,

Untuk analisa yang mendalam dan bijaksanaharus mélihat ke publik
vang mwana”? Kapan? [tu berwri bahwa tdek ada romosan vong sederhana
untuk  susty  keterlibatan. Manuosia  sangat mampo dalam memahami
permusalahan rumit dan tekoologi. Wakw dam. pembuat kebijakan dan
lmuwan dikgjuikan oleh sehagian orang. apa vang dapar dipahami oleh
manesia bily diperlukan dan kompleksits pemilihan sumber daya dengan
pencrapan prinsip biologi simtetis,

Hal ini membutuhkan masukan dart para shli dan membutuhkan wakiu
antuk eerminan dan diskusi.c samun paiut dilkkokan, Omng ingin dapat
herpartisipasi dalom keputesan sekitar kebijakan vang melibatkan  ilmuo
pengetahuan dan teknologi. It tidak berarn semuanya ingin, atau ada yvang
mgin feclibatl sepanjang wakto, tapi orang mgin fashu bahwa hal ini benar
terjadi dan banyak vang ingin berpartisipasi secara langsung. Begim mereka
rerlibat, mereka ingin bahwa masukannya didengar dan mereka ingin diber
tahu hasilnyvg dori keterdibatan menska.

Pembuat kebijakan dan par ahli hanya manusia. Mercka juga dapat
memahami  akan adanwva polens bias, konflik kepentingan dan  semag
kesalahan vang dapat berpenganih kepada semuanya dan berharap mendapet
pengakuan serta pemanganan yung transparan. Pembuat kebijakan dan pars
ahli harns dapat berkomunikssi dengan baik. Komonikasi dua arah mutlak
diperiukan, penbal menvampaikan sesuatu dan mendengarkan hal wvang
disampaikan kedusnyvi sangal penting

Musyawarah mosvorakar dapat membanty mengurangi risiko gagalnyn
kehijakan yang telah diwsolkan. Demi menghindar kemmngkinan dan roass
maly, menggali informasi awal dan kebijakan tertentu dapat menemukan ide
dan pihak oposis sehingga dopat berpengamib terhadap sebuah keputusan,
Ada banvak corm untuk bechubungan dengan orang-orang memiliki berbagai
macam gary dalam mengemukakan pandangannya agar didengar nleh orang
kain, milai dari proses demokrasi secara formal atau secara langsung.
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B, Pebijakan Publik Deliberatit & Cond Governance

Salah sau persoalan yeng mengemuka ketika  berbicirs, Tentang
kehijakan publik adalah di muna posisi publik dalam proses perumusan
tersebut, Gamblangnya, ketika berbicarn publik, di mana keterlibaran atan
peran publik dalam penentuan kebijakan tersebut. Bukan kil selama ini
pnnfisiz kebijokon hanya melibatkan parg ahli saja? '

Diskursus tentang pantisipasi publik sendid dalam proses perumusan,
implementasi, evaluasi kebijakan mendapatkan tempat tatkata msuhnya Orde
Bami. Sebagaimana diketahui, ketika kebijakan model elitis  yang
menempatkan publik atan masyarokol umum hanya sekodar menjadi penonton
pembangunan telah terbukti gagal menujo kd:lijal;hll:mb]ikfg.'&ng unggul.

Model clitis yvang difcrapkan rezim Eu-:humhadﬂ menempatkan parn
teknorat  dengan  tidak memperdulikan  sudra-suara masvarakat fecbukti
mendapatkon keberhazilun vang minim, Seh‘n':ggu be-mngkal dari troumaiis
sejurab terscbaut, kini partisipasi dan kontribusi inp&:.rurum secarn luas di
dalam proses kebijukun tidak bisa dipandang rendah lagi.

Terutama ketika mengetahui balvwa people  pover  menunjukkan
kemampuonnys mensmbongkan  neim kebﬂﬂ;u.n puhblik medel elitiz yang
berlangsung lebih dan 30 tahun. Keterlibatan publik sccara luas di dalam
proses kebijakan inilah yang secarn sederhana dipahami scbagai kebijakan
publik deliberatil,

Mengutip pendapat  Anmm. Mardivanto (2011), kebijakon deliberarif
disnggap: banyok ahli adrministrash negorn sebagol bentok kebijakan yvoang
relevan wntuk diterapkan di Indonesia. Hal tersebut seiring dengan proses
desentralisasi yang dipaungkan pasca reformasi,

D samping i, masth meporgt Mardivanto, kemunculan kebijakan
deliberatif tidak tedepaskan dari perubshan paradigma  government ke
governance. Secam sederhana, govermment adalah sebuah corak kebijakan
vang lokusnva betumpu kepada pemerintahan. Sedangkan, gevernarnce
merupakan tata kelola pemerinihan vang fokusnya bukan Iagi erbatas pada
lembags pemeriniahan sajo, tapi semua embags dan mosyarak at wmum yang
ﬂl‘jﬂﬂlanj'ltﬁﬂ tujuannya mewujudkan pubficress.

Mengutip pendapat Antun Mardivanto (2011} kebyakan deliberatif
dianggap banyak ahli administrasi negarme sebagoi bentuk kebijukan yang
relevan Wu!-: ditgrapkan i Indonesia, Hal tersebot seiring dengan proses

n f}'mg dignungkan pasca reformasi.
__ua'!-lan publik pada awalnya berakar dan bentuk  demokrasi
deliberant. Sedangkan konsepsi demokrasi deliberatit’ berasal dan “ruang
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pulik™ vang dipopulerkan Habermas., Demokrasi deliberatifs mengandaikan
hahwa, pada sefiap pengambilan keputusan harus melalui musyawarah dan
dinlog antar warga negam. Tujuannya. pencapaian mﬁkqvﬁa;r';ﬁ!rga
fCgar

D0 sini vang perlu ditonjolkan dari pengertian demokeasi, deliberatii
sdaluh poartisipasi publik (Mardivanto, 20011). Menilik bdfiwa ebijakan
deliberatif adalsh pengadopsian dari demokrasi deliberatif, maka permahaman
tipe komunitarian sangat kental di dalam perspekiif kebijakan ini,

Dari pernyataan i atas kita bisa memnu&aﬂ“&ﬁﬁ beny  aniars
partisipasi publik, defiberatf dan bentuk goversance, Iﬁi‘lﬂuﬁn}m. hagaimmna
cara mengaplikasikan konsep partisipasi publikosebagai wujud Kebijakan
publik yang deliberatif™ Jawabannya adalah membangun good governance.
Bentuk povernance terbaik inilah vang divakin menjawab bagaimana
implementasi dari kebijakan publik deliberarif,

Sepadan dengan apa vang dikamkan Riui'if:'ﬁﬁ_lgmhu (2012 383), carma
mewujudian kebijpkan adalah mengadopsi konsep dan good  governance.
Pencrapan dari  konsep  good goveFnance  inilah yang divakim dapat
mewnjudkan kebijakan publik model deliberatit,

Pada akhirnya, pembahasan kita akan sedikit menclaah makna dari
good governance sendiri uniuko hiza febith memahami penempan pomsip
kebijakan deliberatif,

TUGAS LATIHAN

. Bugammana pembuatien kebijedan publik vang baik dan berguna®

T . . I . — T T R B W L L LY P R L S T e afeseil fy e

1. Jelaskon apa demokrasi deliberarif me nurul (Mardbyants, 200007
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BALIKAM: (KUNCE JAWABAN)

. Ada banyak hel vang menjedi babun perlimbangan dalam  poosss peramusan
kebijakon., Pembuatan kebijabon publik merupakon fuegsi pentiog den scboah
pemerintabian, Oleh karena i, kemampuan dan permehaman vang memoadai duri
pard ahli terhadap proses pembuastan kebdjakan menjad] san peniing  hagi
feranjudnya kebijakan poblik yung cepad, epad, dan memoaki. ﬁﬁma.rl dzn
pemahaman terhadap prosedur permbuatan kebijakan tersehotl jugs haros diimbang
dengan pemahaman dan pembual kebjakan pubhk jerhadap ke wenangan yang
dimiliki. Ada tige weorl wanme yong dapat dipusakan dolam proses peanbuatan
sehuah kebigkion  yaitn feori masiona] komprehensif o yang mengarahkon  agar
pemdbasian  schual kebijzkan pablik dilakukan secara rasional -komprehensil
ng_:m rmzrmpelajur permasalahan dan alternasif kebijakan segara menadai.

1. Demokrosi deliberatif adaloh partisipasi  poblik qﬁﬁi.r:!i.}}m'm. 1. Menilik
bahwi kel jpkan deliberatifl sdalah pengadopsian dafd demokosd deliberatil, meka
pemahpmaen tipe Eomunitarian songat kengal g dalam perspekitif kebijakan ini

RANGKUMAN

Sering  kali  dalamy  percakapan. kita sehari-ham  kita  mencoba
memperbandingkan kondisi negara kita demgan negara-negara lain, vang
biasanvd kita membandingkannyva dengan negara yang lehbih maju secara
chonomi dengan Indonesin. Respons tersebut vang kita pahami dalom bentuk
kebijakan dapast membawa negara ke arah yang lebih majn dan makmur dan
dapat pula membawa ke jurang kehancuran, Apabila kebijakan tersebut adalah
kehijakan vang ungeul maka negara akan dibawa ke arah vang lebih baik,
tetupt apabila kebijokan tersebut fidok ungeul moka negara denzan pelin ap
pasti akan dibawa me-mj.u kehancuran, Beberapa nogara merespons suatu
imasalah dengan melahitkan kebijakan publik vang ungeul tetapi beberapa
negara  tidak.  Pemghaman Akan Kebijakan Publik  Keungzulan  suatu
kehijakun publik yang dihasilken odak dapat dilepsskan don pemahaman
akan kebijakan publik terscbut. Pada dasamya meskipun tidak tertulis, dalam
kehijakan publik wda dua jenis aliran atau pemahamein vaitu Kontinenclis dan
Anglo-Sasenis dpemabiaman ind dikembangkan dari diskusi dengan Prof. Dy,
Eko Prasogo surn besar tlmu admimistrasi dan Universitas Indonesin). Alran
kontinentalis berpendapat bahwa kebijaban publik adalah hukum publik., atau
hahkan ada vang ekstrem memahami kebijakan publik sebagai salah satu
benukdar hukum poblik sau hukum tats negara. Padahal kebijakan publik
adalah produk yang mempeguangkan kepentingan publik. yang filosofinya
adalsh pelibatan publik sejak awal hingga akhir.

106




REF EREMSI®®

AG Sobarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakama: Pustaka

(4] Pelugar.

Mardiyanto, Antun. 2001, “Kebijokan Publik Delibertif;, Relevans dan
Tuntangan a'lpicmr:musmya". Dalam Jurnal Magisier Kebijakan
Publik Vol 24, Nomor 3, hal 261-271,

Mugroho. Rian. 20012, Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan
dan Manajemen Kebijakan, Jakorta; PT Elex Media Komputindo.

07




Bestpractice 11

A.  Hubungan antara Deepening Democrazy dan Musrenbang Desa

Cagasan deepening  democricy,, adalah sebuah model  pendalamean
demokrusi melolun ketedibatan dan peran aktf senwa warga  dalam
kebijakan/prograom desa, mulan dann perumuson, implementas:  skmpal
evitluasi. Kekuatan model ini adalsh pada proses demokrasinya, bukan pada
hasilfompun demekrasi. Hal inilah yang memunculkan ketidakpuasan dan
fenomena kegugalun pemerintah dalam penvediovan barang publik.

Pembangunan vang  adn pada desa disnggap mengalami  berbagun
macam kegagalan dalum prosesy’ pembangunannva. Despening demecraZy 10
dianggap mampu menjadi scbuah solusi bagi kebedhasiban pembangunan yang
pdi di desp. Keberhasilan pembengunun vang terjadi bisa di kutakon berjalan
dengan bak jika semwe wargn mempunval hok untuk menentukon arah
politik, maoka dan itu diperiukannya pendalaman kualitas demokrasi, melalui
nifai-nilal  keerlibaian aiau paniisipasi warga desa, yvang memang harus
ditmplementasikan daum penvelenggorann pemenntah.

Penpertian  Musrenbong desa. Musrenbong desa merupakan sebuah
forum musyawarah perumuosan kebijakan atau program desa vang interakiif,
vang memang seharesnya disusun bersamsa antara pemerintah dan masyariakat,
Musrenbang merupakan wahana publik vang penting untuk membawa par
pemangku. kepentingmm  memahami 1su-isu dan permasalahan-permasalabom
untuk mencapai kesepakatun atas prioritas pembangunan. dan konsensus
untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan
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Hubungan keduanva ialah, gagasan deepesing. inlinva mengharuskan
perlunve pendadaman demokrasi melalui keterlibotan dan peran %400 semuan
warga dalam kebijakan/program desa, mulai dari perumusang implement asi
smpai evaluasi. Kekuan gagasan ini adalah pada proses demokrasinva,
bukan pada hasilloutput demokrasi, Gagasan deepening democracy Tentunya
masih tetap diperlukan bagi tombub kembangn vo demokratisasi, gomon vang
lehih penting adaluh me-reorientasi, merevitalisasi dan melctakkan gagasan
deepening democracy pada tempat vang tepat dan sesuai untuk menumbuh-
kembangkan peran akiif (parisipas publik) dalam. pwsrenbang, sehingga
dapat dibasilkan owiput kebijokan dan program pembangunan yang menjodi
wolusi masalah dan senyatanys bermmplikasi kepada peningkatan kesejahicrasm
masyarakal.

B, Kelemahan-Kelemahan Musrenbang Desa

Dalam proses keglatan musrembang ]'.na.it:': ticlak akam selafu berjalan
dengan lancar, Akan ada saja kelemahan-kelemahan di dalam prosesnya. Jika
ditinjau dari segi bentuk peranan aparatur pemerintah desa vakni tugas dan
fungsi dalam melaksanakan pembangunan aparawe pemerintah desa, aniars
kin:

- Penama, pada sisi mekanisme:; Proses perencanasn partisipatf melalu
mekanisme musrenbang masih menjadi cetonka, dikarenakan aktor
vang penfing dan dominan dalam penyusunan Tormulasi perencanaan
penthangunan di desa adalah pemennmah desa,

- Kedua, pada sisi proses: Proses musmenbang hanya berisi kegiatan
berupa paparan dan kepala desa dan perangkatmya, Peserta hanya
diberikan kesempatan untuk  berfanyn mengenai sepuiar kegiatan-
kegiatan tersehut, tdak ada diskosi dan peoosiasi (dialozi antara
Pemenniah desa dengan peserta tentang isu-isu astau permasalahan seria
pe mecathan masalah,

- Ketign, Isi/Kualie Program: Kualits hosil mosrenbang rendah dan
kurang sistematis, hanya bersi rekapitulasi, yang bersi kepiaton dan
dana wang dibutohkan. Dar segd tujuan, cam untuk mercalisasi
kegiatan-kegiatan dan wakiv secara ninci fidak dijelaskan,

- Reempal, Steccholders: Siakchelders bdak terwakih secara menyelumh
dlalam Muosenbang, hanva ditkutl oleh BPD, Kepala Desa, Ketua
LPMD, Ketua Tim Pengperak PEK dan Tokoh Masvarakal yang
merekn  kenal, Organisasi kepentingan  seperti  LSM,  organisisi
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kelembagaan lokal, iokeh adal alau organisasi privab tidak masuk
sehagai peseras Musrenbang,

C. Aplikasi Model Multi Stekeholders Governance Fody dalam

Merumuskan Kebijakan Program Pembangunan

Sterkiehedder merupakan sebuah frasa vang terbentuk dari dua buah kata,
vatitu “stake” dan *holder™.

Secara umm, kata “steke” dapat diterjemahkan sebagai “kepentingan™,
sedangkan  kata  “holder”  dapat  diartikan  sebaga  Mpemegang”.  Jadi
Hekerdder antinya adalah pemegang kepentingan. Secani garis besar konsep
rakeedder dapat didefinisikan . individu alau organisasi st kelompok yvang
memiliki kepentingan dengan perusahaan schinggs dapat mempengaruhi atag
dipengaruhi oleh  pencapaian twjuan  perusahaan. Maka dan e untuk
mewujudkan kebijakan poblik yang imggul, maka diperlokan  perbaikan
model yang bersifat spesifik, scsuai dengan realitas vang dihadapi oleh
masyarakat lokal/desa, dengan ruang {(bedy) yang tepal. Harapannya dapat
mengopiimalisasikan kebijakan publik vang ada, agar ungeul sehingga dapat
mengantizipas kegagnlan pemeriniah Iokal

Cragasan model pengembangan dalam rangka penguatan Kapasitas
pemennizh melalui penguatan kelembagaan, vang mempokan pemontaitan
ruang bam bagi dialog dan keterl ibatan masvarakat,

Model multi  srabeholders  povermance bogy  dopat  diketakan
memperkuat  pemerintah  dilakukon  dengen  memperkus  Kemampuan
pemerintah dalam membangun kebijakan publik yang unggul. Artinya melalu
perspektif lavanan publik baro, pelavanan dimulai dari posisi penting warga
sebogal  pemilik  pemerintahan  don mampoe bertindok  bersama dalam
memperjuangkan kebaikan vang  lebih besar. Pelayanan  public  bam,
mengusahakan ntlad bersania dan kepentingan umum melalw dialog yang
tersebar luas dan Keterlibatan warga, Wujud ruang barme bagi kesuksesan
musrenhang dess adalah pembentukan sebuah forum deliberadf, di mana
warga bicora berdesarkon isu-isu yvang bersumber pada pengetahoun dan
kapasitas wargw, [0 sisi lain, perhatian dan bentuk responsivitas pemerintah
desa menpdi roang  uniuk  mesdengarkan. sehingga  proses  tersehut,
membukttkan tekak ada kekuosoan ving memilikin kesempornaan, selale
memerluokan interaksi sehari-han dengan pars wargs, uniuk mendengarkan
suartk  mercka, dan  menjadikan  pendapat-pendapat mercka  sebagai
pertimbngan dalaim pengambilan keputuzan, atae bahkan Kepulusan it
dibuat bersama.
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Iy  Model Pariwizata Konvensional .

Menurut seorang ahli Ekonomi Auvstria Noval, pariwisatn it jotan

acdalah, keseluruhan kegiatan, vang berhubungan dengan nmu.hﬁ'lrgﬁzachn
pergerakan penduduk asing di dalam atau di Tuar suatu negars, kota atau
wilkayah tertentu,
Sedangkan Definisi pariwizata yang lebih lengkap dikemukakan cleh
Prof. Hunziker dan Kraft (1942) scbagai berikut; Parwisata  adalah
keseluruhan hubungan dan gejala-gejala atau peristiwa-perisiiwa yang timbul
dari adanya perjalanan dan tinggalnva orang asing. di mana perjalanannya
tidak untuk bertempdn tinggal menetap dan tidak ada kepistan untuk mencar
naﬂmlm

Bentuk pariwisata seperti yang kita kemabesckaring ini yang sering
disebut pariwisata modern bermula dari suaty bentuk kegiatan wisata yang
dipeloperi oleh Thomas Cook, In mmyeleuﬂ;ukm:_suam inelusive tour dari
Leicester ke Loughborough pulang pergi pada tanggal 5 juli 1842 dengan
biava satu shilling per-onng, Paket wisata atau inclusive tour ilu |:m.1li oleh
3T orang berkal upaya promos }'éM]ﬁkutan miclalui iklan, Jenis atau
hermok kegistan wisoa vang dikemas Miﬂﬂe:-puka wisala iulah yang
schelumnya disebut schagai pariwisata modern, Namun dengan timbulnya
berbagal bentuk kepariwisatan ghtematif. maka apa vang dulu disebot sebagai
pari wi sata modern it kin disebid sebagai pariwisata konvensional.

Peranan  penting terhadap  perumbuban  pariwisata  konvensional ,
dimainkan oleh ketersedman infrastrukiur dan kyanan penting. sepert roang
pameran, penginapan. infrastruktur untuk minum kopi dan makan, jasa
penerjernaban bahasa, dil Selain iw, skses mudah ke wempat realizasi dan
| vensi atou pameran mervpakan Fakior penting uniuk menarik pengunjung,
Ciri-cin pariwisitn konvensional adakih:

1.  Kegiatan wisata tersebut memaliki jumlah vang besar imess faurisa,

2. Sebagian dikemas dalam satuan paket wisata pockage fowr.

3. Pembangunan saruna dan fasilitas kepariwisatann berskaln besar dan
mewih,

4. Memerlukan lempat yung dianggap strategis dengan tanah vang cukop
luas,

Dengan: semukin pesatnya perkembangan industri pariwisata, maka

aingan @i antara pariwisats konvensional dan pariwisata  alternatif
semakin ketal sehingga pengembangan dan perkembungan pariwisats serta
indusiri pariwisata menjadi sangat eksploitatif terhadap sumber daya manusia
Khususaya masvarakat setempat dan sumber daya alam.




E. Pemetaan Sub-S5ub vang Menentukan Pengelolaan Pariwisata

Berhasis Komuniias

Pariwisata berbasis komumnitas merupakan suatu bentuk kepariwisstaan
ving  mengedepankan  kepemilikan  dan peran  sernia ul-:_l_if' miasyarakat,
memberikan  edukasi  Kepsda  masvarakat  lokal mmipu'u PENEUMUNE,
mengadepankan  perlindungan  kepada  budayn  dan  lingkungan, serm
memberikan manfaat secara ckonomi kepada masyarakat.

Pariwisata berbasis masyarakat dikembangkan  bendasarkan  prinsip
keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan. berbagan  stakeholder
pembangunan  pariwisata ermasuk pemerintah, swasta don  masyarakat,
decara ideal prinsip pembangunan pariwisats berbvases komonitas menckankan
kepada pembangunan pariwsats dari masvamkat,. oleh masyarakat, untuk
masyarakat, Dalam setiap tahapan dimulal darl pereacanaan, pembangunan,
penigelolaan don pengembangan sampai pemantouan atau evalusi,

Musvarskal schagai  pelaku  otama  dalem  pengembangan senta
pengelolaan pariwisata  berbasis. komuniias  berperan di semua L
pembangunan bak achagai, Perencama, Investor, Pelaksana, Pengelola,
Pemontaw atsw Evalumor, Pembongunan  poariwisia berbasizs  masyarakat
menekankan pada faktor masyarakat sebagai komponen wtama, keterlibatan
onsur lainnya seperit pemerintzh dan swasta sangat diperiukan. Dalam
konteks ini hal vang ferpenbing adalah upaya memberdavakan mesyarakat
setemnpat dengan mengikut sertakan mereka berbagoi kegintn pembangzunan
periwisata, Hal yang perlu diperhatkan adalah mempenahankan kebudayaan
dan kekhasan dacrah setempat seperti; upacara adat, adata istiadat, kesenian,
kepercavaan dan kerajiman vang khas.

Pengoerok sekior Pariwissia, tidak terepas dart peranan pengelola dan
pihak-pihak  yang - sudah menggermkan  kesuksesun  Parwisata,  Cars
pengelolaan yang baik dan  tepat akan mengadi  potensi vang  dapat
menmgkatkan pendapatin  daerah. Heh  kKarena o diperlukan  peran
pemeriniah uniuk mengembangnya pengembangon pariwisat Ying erencn
secara menyehiruh sehingen dapac dipercleh manfaar vang optimal bagi
masyarakat, baik dalam seoi ekonomi, sosial dan cultural,

Dalam mengembangkan Panwisata Peran pemerintah sccara garis
hesarnya adalah menyediakan infrastroktur (hidak hanya dalam bentuk fsik],
mempéerings berbagai beniuk Fasilitas, kegiamn Koordinasi antara aparatur
pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi wmum ke dacrah
fain ‘maupun ke luar  negeri. pemerntah mempunyai  oloritas  dalam
FH“."I!]__‘I.',HLI.T:].I-]. penvediaan san peruntukan berbagai infrastruktur yang teckai
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dengan Kebutuhan pariwizata. tidak hanva itu, pemenntah beranggung jawab
dalam menenmkan armmh vang dimju perjolanan panwizata. kebijokan makro
vang ditempuh pemerintzh merupakan panduan bagi stokefolder vang ain di
dalam memainkan peran masing-masing, Kebuwhan dasar pelaku wisata
tersebut, maka dapat dipetakan mengenan peranan pemangku képentingan dan
pemain kunci dalam pariwissta di destingsi. Pernain kunci teesebut yaitu
pengusaha, masyarakat/komunitas, pemerimtah, media dan acedemia.

Peran kunci dan para pemangku kepentingan dan pemsin konci grschu

|-
H

.

Pelaku wisata: yaitu pengunjung atau wisatawan destinasi terdiri dan
wisatawan (lourist) dan pelancong yang berperan sebagai konsumen,
Pengusahy atau sector swasta: yaitu penyvedia jasa vang dibutuhkan obeh
pelaku wisata, batk vang terkant langsung dengan panwisata maupun
[ECR

Muogvarakat/komunitas: vang beradd di  desfingsi  pariwisaln yang
bentindik sebagai tuan rumah dan pards ierdepan dalam melaksanakan
parwisata fersebul.

Pemenntah; yaitu pihak pemerintal di mana destingsi itu berada dalam
hatns adminisirasinya, bisa pemeriniah daerah maupun puasan,

Media: vaitu pihak-pihak vang berperan sebugai perantara atau saluran
bari kelancaran komunikast antar pemungku kepentingan.

Academia: vaibu imsbilus afaw perseerangan vang berpecan dalam
melnkukan penelitian dan penyedinon sumber doyva manusis, baik
erkoit langsung dengan keporiwizaman maupun sang tidak terkait
secara bangsung .

Salab =i strafegi vang  memupngkinkan  dalam  pemberdavaan

mosyarakat adalah pengembangun panwisatn berbasis komunitos yang secar
konseptual memiliki ciri-cin sebagai berikut:

I

Puriwisats berbusis masvarakat menemukan msionalitas nya dalam
properti dan eiri-ciri unik dan karakter yang lebih unik diorganisasi
dalam skalw vang kecil. jenis parbwisata e pada dasarnya menpakan,
secara ckologis aman, dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif.
Puriwisaly  berbasis  komunitas memiliki peluang  lebih  mampu
meggembangkan objek-obick dan awaksi-araksi wisata berskala kecil
dan oleh karena vu dupat dikeloln oleh komunitas-komunitas dan
pengusiha-pengusaha lokal.

Berkaitan sangal emt dan sebagu konsekuensi dan keduanya, di mama
kommmitas  lokal  melibakan  dini dalam menikmati Keuntungan
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perkembangan pariwisata, dan oleh karena biu lebibh memberdayakan
masyorakat,

TUGAS LATIHAN

b

. Sebwiken ciri-ciri pariwisala komensiona!

- (T -
Sy Py PR T PP PP P R SR PP paz=ined || S Bress i ininaiaisaia
B T .

e et PR HI T | Bt s taet s B iy e e P b e a1 Tl | 58 (v e T 1§ 3110y =i P

e -
A M AL - L =3 =t L = .

ERALIEAN: (KUNCI JAWABAN)

¥ BRI

. Kegiatan wisata I:l:m.'hl:l memiliki jumbih yang besir mass faunism,

Sehbagian dikemas dalam safuan pikel wisata peckage fower,

Pemburmumnan sarama dan fasilites kepariwisatann berskala besar dun mewah,
Memerlukin lempit yang dianggap sirategis dengan tmah ving cukup lwas
Musrenhimg de=a merupekan schuph forem mussvawirab peromusin kehijiskan
atn progeam dess yang inerakuil, vang memang selenusnyi disusun bersama
antara pemerntvh dan mesyarskat. Mosrenbang merupakon wahans p:lh]ih WHNE
penting wiluk membawa pard pemsngku I..ci'.-:nl.m-l..,:m memahamt tsw-isu can
permusalaban-permasailuban untuk mencapnl  kesepekatan atas  prionis
pembangunan, dan konsensus wuwuk pemecaban berbogad masplah pembongunen,

e




RANGELUMAN

Keherhasilan  pembangunan vang terjadi bisa di  katakan oberjalan
dengan bak pka semua wargn mempunvar hok untuk mepentukan drah
pohink, moka dan o diperlukannyn pendaluman kualitas demokmas), melaln
nilai-nily keterlibatan atau pansipast warga desa, yvang memang  harus
diimplementasikan dalam  penyelenggaraan  pemerintah, Mustenbang desa
merupakan sebuah forum musyawarah perumuosan kebijakan gtan program
deso yang interaktif, yang memang scharusnva disusun  bersama antars
pemerintah dan masyarakat. Gagasan despening demorracy tentunya masih
tetap diperlukan bagi mimbuh kembangnya demokratisas!, mamuon vang lebih
penting  adalah  mereorintiasi., merevitalisasi  dan meletakkan  gagasan
deepening democracy pads tempat yang tepot dansesuan untuk menumbuh-
kembangkan peran aktif (pansipasi publik) dalam’ musrenbang, schinggs
dapat dihasilkan output kebijokan dan program pembangunan yang menjudi
solusi masalah dan senyatanya bermmplikasi kepada peningkatan kesejahteraan
misyarakat,

i sisi lain, perhatisn dun bentuk mesponsivitas pemerintah desa
menjadi mang untuk mendengarkan, sehinggitproses tersehut, membuktikan
fidak ada kekussaan wvang memiliki kesempurnsan, selalu memerlukan
mterakst sehoan-han dengan pars wargs, untvk mendengarkan suar mencka,
dan menjadikan pendapat-pendapat mereks sebagai pertimbangan dalam
pengambilin keputusan, atan bahkan keputusan itu dibuat bersama.

Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk mengembangnya
pengembangan panwisuta vang terencana secum menveluruh sehingga dapat
diperoleh manfaat vang optimal bagi masvarakat, baik dafam segi ekonomi,
sosinl dan cultural . Masyuwrakat‘komunitas: yang berada di destinasi pariwisats
vitng bertindak sebagai tuan rumah dan garda endepan dalam melaksanakan
pariwisatn tersebut. Academia: yul  instilust aten  perscOrngin  yang
herpernn dalam melakukan penclitian dan penyediaan somber dava manasia,
baik terkait langsung dengan kepariwisatann maupun yang tidak terkait secan
langsung. Panwisata berbasis masyarakat menemukan rasionalitas nya dalam
propertl dan cin-cird unik dan korukier vang lebih unik diorgamsas: dalam
wkola wang kecil, jenis pariwisian ini padn dasamya  merupakan, secin
chologis aman, dan tidak banvak menimbulkan dampak negatif.
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